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ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT MUSLIM
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA
PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ISLAM
(Studi Pada Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara)

Fahmi Syam
NIM. 15913178

Isu Pengembangan kawasan perbatasan Indonesia khususnya bagian utara Kalimantan semakin
krusial dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sclama ini harus disadari bahwa perhatian ekonomi terhadap permasalahan perbatasan cenderung
terabaikan, sehingga wajar kawasan perbatasan tergolong sebagai daerah tertinggal di Indonesia.
Kondisi ketertinggalan wilayah tersebut sering memunculkan sindiran bahwa wilayah perbatasan
merupakan “Halaman Belakang” dari Negara Indonesia.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintahan
baik ditingkat kabupaten maupun tingkat/kecamatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan
ckonomi yang terjadi di kawasan perbatasan Indon€sia yang4dilihat dalam perspektif ekonomi politik
Islam. Penelitian ini mengunakan penelitiandapangan/dengan bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini
dilaksanakan di Pulau Sebatik, KabupaternrNunuKan;Provinsi |Kalimantan Utara. Pengumpulan data
yang diperoleh melalui dokumentasi, obsetvasi dan'selanjutnya interview atau lebih dikenal dengan
wawancara yaitu dialog dengan pihak Spemerintah Indomesia yang berada di perbatasan baik
pemerintahan Kecamatan maupun Pihak—Kabupaten, adapun sumber data yang sudah diperoleh
sclanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dijefaskan secanadeskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan/bahwa//Pertama, secara umum kondisi perekonomian
masyarakat masih cenderung tertinggal dibandingkan daerah lain, dapat dilihat dari sarana dan prasana
yang menunjang masih sedikit. Kedua,Masyarakat=Sebatik, masih.sangat bergantung dengan Negara
Malaysia dalam berbagai,aspck Seperti\peredaran| Gang singgit dan penguasaai komoditas kebutuhan
pokok. Dan adapun peran pemerintah terhadap permasalahan perekonomian masyarakat perbatasan
Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik telahomemperlithatkan keseriusanya mulai dengan optimalisasi
jalur tol laut, serta terbentuknya perwakilan kantor Bank Indonesia Kalimantan Utara demi mengatasi
permasalahan perckonomian tersebut. ;Sehinggasdapat disimpulkan bahwa Negara dalam permasalahan
ckonomi perbatasan sudah memperlihatkan keseriusannya, Namun hams\diakui bahwa peran tersebut
masih belum optimal dan perlu perbaikan yang lebih serius demi kesejahteran masyarakat perbatasan
yang lebih baik.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Perekonomian, Perbatasan, Ekonomi Politik Islam
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ABSTRACT

ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE ECONOMY OF MUSLIM
SOCIETY IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER FROM THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC POLITICAL ECONOMY
(Case Study of Sebatik Istand, Kalimantan Utara Provinee)

Fahmi Syam
Student ID: 15913178

Issues in the development of Indonesian borderlands. particularly in
northern Kalimantan, have become crucial and required serious attention from
both local and central governments. It should be realized that attention to
cconomic problems in borderlands tends to be neglected, so it is usually normal
for a borderland to become an underdeveloped region in Indonesia. This
underdevelopment condition often brings up an insinuation that border areas are
only the backyard of Indonesia.

This study aimed 10 descfibe andPandlyze the role of local governments at
both regency and distict levels|in ‘solving cconomiéproblems in borderlands of
Indonesia from the perspective joftIslami€ political economy. This study was a
field research with qualitative deseriptive approach conducted in Sebatik Island of
Nunukan Regency in Kalimantup-UtarapProvitice. Data was collected through
documentation, obscrvation, and)|interview by engaging a dialog with the
Indonesian government in the border area,|be it the district or regency level. Data
was then analyzed qualitatively and explained descriptively.

The [indings showed that,first, the deonomic condition of the society was
generally underdeveloped when—comparéd to=other—regions. considering the
fimited facilities and infrastruciute,| Second, (peoplé| in Sebatik are highly
dependent on Malaysia in such various laspects /ds ringgit currency distribution
and domination of basic commodity supply. The role of the government in solving
cconomic problems of the society in borderlands had been indicated by the
optimization off sc@ {odl anfl epening ot e représetitdlive ot1ic, of the Bank of
Indonesia in Kalimantan'Utara'te overcome econemie problemé=Fherefore, it was
clear that the government had shown their seriousness. However, it should be
admitted thut the role had yettagberoptimum gnd setiouslimprovement should be
cncouraged for better welfare ofthesaciety in-borderiands,

Keywords: Role, GoyerrungntEconomy. BordersislamiesPolitical Economy:
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indoncsia (NKRI) adalah negara kepulauan berkonsep
archipellagic state' dengan 17.508 pulau. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki cukup
banyak wilayah yang berbatasan dengan banyak negara tetangga, meliputi perbatasan di darat
maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga negara yaitu Malaysia
(Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua dengan
Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae, Di wilayah laut, berbatasan
dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua
New Guinea, Australia dan Timor Lorosae.”

Perbatasan negara merupakan _manifestasi—utama kedaulatan wilayah suatu negara.
Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalamh penentuan batas wilayah kedaulatan,
pemanfaatan sumber daya alam, menjaga-keam@nanidan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan
negara dalam banyak hal ditentukan olely proses.historis, politik, hukum nasional dan internasional.
Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penenthan batas wilayah.

Isu tentang dinamika masyarakat”lokal yang berada di perbatasan Indonesia adalah tema
yang selayaknya mendapat perhatian febibrs€rius dari-berbagai pihak di Indonesia, baik olch
masyarakat di wilayah perbatasan itu senditi, peicrintali\daerah perbatasan dan pemerintah pusat di
Jakarta. Setidaknya ada beberapa argument yang mendukung pernyataan mengenai pentingnya
kajian masyarakat lokal di| perbatasan. Pertama,-dacrah=perbatasan/adalah=wilayah strategis yang
menjadi wajah sebuah negara, dalam hal ini Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena
wilyah-wilayah tersebut menjadi pintu™“masuk bagi-warga /asing atau pihak luar lainnya yang
berkepentingan untuk masuk ke Indonesia. Kedwa, Masyarakat Perbatasan yang ada di NKRI
cenderung masuk kedalam kategoti masyarakat yang tertinggal dalami-berbagai aspek pembangunan.

Ketiga, kajian mengenai masyarakat lokal di Wilayah-Wilayah perbatasan. di Indonesia belum

! Istilah Archipelagic state digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang terdiri dari kepulauan yang
memiliki kesatuan geografi, ekonomi, politik, serta sejarah. Term ini sama dengan konsep wawasan nusantara yang
diperjuangkan Indonesia sejak deklarasi Juanda. Hal ini perlu digarisi bawahi untuk membedakan dengan negara yang terdiri
dari kepulauan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai archipelagic state, seperti New Zealand dan Inggris lihat dalamn
tulisan Dr. Sobar dkk. Boundary Making Theory Dan Pengelolaan Perbarasan di Indonesia. (Yogyakarta: Graha 1lnu,2010).
hln 25.

* I Made Andi Arsana, Aspek Geo-Spasial Batas Maritim International Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah
Perbatasan dalam mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan pilihan Kebijakan.
(Yogyakarta: Graha llmu 2010), hlm 67.
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terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak basil kajian yang berupa
aksi kebijakan pasca kajian.?

Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing, dengan potensi yang berbeda
antara satu kawasan dan kawasan lainnya. Salah satu perbatasan Indonesia yang sering mendapatkan
perhatian serius adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau sebatik, kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara. Pulau sebatik ini berbatasan langsung dengan wilayah bagian sabah Malaysia di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara Indonesia.* yakni bagian selatan milik Republik Indonesia dan
bagian utara milik Kerajaan Malaysia. Luas wilayah Sebatik Indonesia + 247,47 KM2, sedangkan
luas wilayah Sebatik Malaysia £ 187,23 KM2. Wilayah Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan
negara Malaysia baik darat, lawt, maupun udara.’®

Gambar 1.1
Peta Pulau Sebatik

Jumlah penduduk Pulau Sebatik<47:709 Jiwal [Sebagian’masyatakatuya mencari nafkah di
Kota Tawau (Negara Bagian Sabah, Malaysia). Masyarakat perbatasan ini bekerja pada sektor
perdagangan, yakni keluar negeri (Kota Tawau Malaysia) dipagi hari dan kembali ke tanah air

’ Marsetio, Kontruksi Marginalitas Masyardkar Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan Natua, Disertasi, tidak
ditetbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,2012), hlm 15.

¢ Menuntt Catatan sejarah, pulau sebatik merupakan salah satu tempat terjadinya pertempuran hebat antara pasukan
Indonesia dan Mulaysia saat konfrontasi tahun 1963 pada masa pemerintahan Presiden Sockama. Libat Saleh hairul,
Nasionalisime Di tapal Batas (Yogyekarta : Interpena, 2010) hlm 22.

*Sebatik  News, “Pulau Sebatik Masuk 7 Perbatasan Negara Terunik di  Dunia”, Dikutip Danl
hup:/fwww.sebatiknews.com/2016'1 1 ‘pulau-sebatik-masuk-7-perbat negara-terunik-di-dunia. html, diakses pada han
Sabiu 12 November 2016, Jam 13.50 WIB.
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{Sebatik Indonesia) disore hari. ® bahkan di daerah perbatasan ini isunya terdapat dua mata nang
yang berlaku di masyarakat, yakni Ringgit Malaysia dan Rupiah Indonesia. hal ini disebabkan
karena kebutuhan masyarakat perbatasan Pulau Sebatik mayoritas disuplai dari luar negeri, yakni
dari Kota Tawau Malaysia.’

Menariknya kemudian bahwa terdapat beberapa rumah warga di perbatasan Pulan Sebatik
terbelah menjadi dua negara, yakni ruang tamu masuk wilayah negara Indonesia, sedanglkan
dapurnya masuk wilayah negara Malaysia. rumah ini terletak persis berada digaris patok perbatasan
negara Indonesia-Malaysia, yakni patok 3 di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Pulau
Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara.®

Terlepas dari keunikan tersebut, tidak dapat dipungkiri realita yang terjadi di pulau sebatik
bahwa dominasi perekonomian masih dikuasai masyarakat Tawau, Malaysia. Dan sangat berimbas
terhadap kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan. hal ini discbabkan karena letak geografis
Pulau Sebatik yang sulit dijangkau dengan alat|transportasi'dengan daerah lain di Indonesia menjadi
pilihan warga Pulau Sebatik untuk melakukan, hubungsh |perdagangan dengan negara tetangga
Malaysia (Kota Tawau).” Jaraknya sekitar Stmil lant, yang|dapat ditempuh selama 15 menit dari
sebatik dengan mengunakan speed bdat.', sehinggs’ membuat produk-produk Malaysia sangat
mendominasi pasaran. Bahkan menjadikan anpgka kefergantungan barang-barang dari negara
Malaysia cukup tinggi yang dialami masyarakat seperti barang- barang kebutuhan pokok. Bahkan
dikatakan bahwa sekitar miliaran rupiah‘uang fwarga( sébatik beredar di Kota Tawau Malaysia akibat
dari ketergantungan dari Malaysia.

Kehidupan masyarakat muslim di _perbatasan tak sedikit mengalami pasang surut
permasalahan. walaupun terliiat sering dikunjungi eleh pam elit negeri, mulgi dari presiden hingga
pejabat daerah, akan tetapi belum memberikan perubahan yang berarti. Karena pulau sebatik dapat
dikatekan sebagni wilayah perbatasart*yang-masih fertinggdl dan miskin, khususnya pembangunan
infrastruktur apabila dibandingkan=dengan~daerah jlain=yang lebib, maju. Ditambah lagi dengan

BPS Nunukan, Dikutip Dari https://nunukankab.bps go.id/linkTableDinamis/view/id/50 diakses pada hari sabtu 12
november 2016, 12.30 WIB.

‘Antara News, “Negaa Di Rugikan Beredamys Ringgit di  Nunukan”, yang dikutip Dari
Htip:/rkaltim. antaranews.conv'berita/18023/negara-di ntgxkan-bcredmya—rmgg:t—dz

nunukan?utm_source=related_newsduim_medium=related&utm _campaign=news diakses pada hari sabtu 12 movember
2016.

*Kompas News, = Rumah Wargadi  Perbatasan  Teras di  Wilayah Indonesia, Dapur di
Malaysia”, DikutipDarihttp.//regional.kompas.com/read/201 608/16/0759293 Lirumah warga.di.perbatasan.teras.di. wilayahin
donesia.dapur.di.malaysia diakses pada hari sabtu 12 november 2016, pukul 10.15 WIB.

°Sebatik News, “Miliaran Rupish Uang Warga Pulau Sebatik Beredar di Malaysia”, Dikutip Dari
htp:/iwww.sebatiknews.com/ 201 603/ miliaren-rupiah-uang-warga-pulau-sebatik-beredar-di-malaysiahtml.  Diakses  pada
hari selasa 22 November 2016, jam 11.23 WIB.

' Saleh hairul, Nasionalisme Di tapal Batas (Yogyakarta : Interpena, 2010), him 9.
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permasalahan ekonomi yang tak terus berlanjut seperti dominasi barang Malaysia, serta peredaran
duit ringgit semakin menambah kelam kondisi perbatasan tersebut. schingga tak heran dengan
kondisi tersebut memberikan kesan bahwa kawasan perbatasan masih terbelakang.

Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Pulau Sebatik mayoritas
menganut agama Islam dan taat dalam menjalankan ibadahnya, sehingga terlihat etos ketja
masyarakat berasal dari agama.!" Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktaviany'?,
bahwa agama menjadi salah satu faktor yang memofivasi para masyarakat untuk terus berketja
walaupun dihadapkan pada situasi yang tak menentu.

Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap
integritas negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap
penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah.
Scehingga, dengan perhatian yang serius._ diberikan_oleh pemerintah dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat perbatasan.

Pembangunan ekonomi dan percepatafi pertumbuhan perekonomian perbatasan berbasis
kerakyatan. Sumber daya manusia |imerupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan
pereckonomian di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan
yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial
dan pada gilirannya dapat mengganggu-stabilitas nasienal-secara keseluruhan.

Dengan demikian dibutuhkan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini
program-program yang serius dapat meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan. peran
Negara dalamm pengatiiranl ekenomitbukédn seKedar pro§es kéuangan di tanigaii penguasa, sebaliknya,
ia didasarkan pada petinjuk dari syari’ah Isfam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-
Prinsip umum kevangan publik dalam‘Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-qur’an, sedangkan ucapan,
praktik dan persetujuan bersumber pada Sunnah Nabi."

Begitu pentingnya peran negara dalam pertumbuhan ckonomi dalam paradigma ekonomi juga
dungkapkan oleh Lester Thurow sebagaimana dikutip Umar Capra. Thurow menyatakan “Jika
Negara Memiliki pertumbuhan yang lebih Cepat, Maka Ia akan memiliki lapangan ketja yang lebih

banyak dan pendapatan yang lebih tinggi bagi siapa saja, dan ia tidak perlu risau mengenai distribusi

' Salah satu fungsi dari agama karena ia mampu membangun dan membangkitkan kekuatan serta motivasi menuju
pada kenyataan yang riil. Lihat Clifford Geertz, The Interpretation Of Cultures, (New York: Basic Books, 1974), him 90.

12 Mega Oktaviany, “Etos Kerja Entreprenewr Muslinmt Suku Bugis Di Kabup Numikan Kali tan Timur”, Tesis
Magister Studi Islamn Universitas Indonesia, Yogyakarta 2013, hlm 33.

" Sabahudin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam-Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal.
(Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlin 41.
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lapangan kerja atau pendapatan. Karena secara otomatis akan menjadi lebih merata seiring dengan
proses pertumbuhan ekonomi. "

Dalam Islam, Negara atau Pemerintah meinainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi
yang pada dasamya ditunjukan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi
semua anggota masyarakatnya, baik itu didaerah perkotaan maupun didaerah perdesaan. Demi
tercapainya tujuan-tujuan ini, negara harus menjalankan tugas-tugas tertentu. Negara harus
menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas infrastruktur harus disediakan
dengan benar dan ada lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakkan hukum
dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua.'?

Diaspek lain terlihat juga bahwa pemerintah harus terus berupaya untuk membangun
wilayah perbatasan menjadi wilayah yang unggul, Karena merupakan pintu gerbang untuk
memasuki wilayah Indonesia, schinga perlu kiranya menampilkan kesan yang baik ketika memasuki
Indonesia. Sehingga menarik bagi ,feneliti| untuk, melihat peran aktif pemerintah dalam
meningkatkan pembangunan pada wilayah perbatasan di-Pulan Sebatik khususnya dalam bidang
perekonomian pulau sebatik, kabupaten NunuKan, Provinsi ‘Kalimantan Utara.

Penelitian ini mengambil lokasiCdi \pulau“sebatik; khususnya kecamatan sebatik tengah,
Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara>dengan alasan, daerah perbatasan masih menjadi daerah
yang masuk dalan daerah tertinggal dairterluar, sehingga menarik untuk melihat dari sudut pandang
Ekonomi Politik Islam dalam melihat permasalahan téisebut,

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat disusun judul Tesis: PERAN
PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT MUSLIM PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA PERSPEKTIFE EKONOMEPOLITIK ISEAMNSTUDI PADA PULAU
SEBATIK, PROVINSI KALIMANTANUTARA).

Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

=

Berdasarkan dari latar belakang di-atasymaka,penelitiangfimengangkat beberapa permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai beriket™

1. Bagaimana profil perekonomian masyarakat muslim Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau
Sebatik ?

2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam perekonomian masyarakat Di Perbatasan
Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam?

C. Tujuan Penelitian

" Lester Thurow, The IMlusion Of Economy Necessity, Dalam solo and Anderson (1981), hlm 250, dalam M. Umar
Capra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Islam and Economic Challenge, alih Bahasa ikhwan Abidin. Cet [, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2000), hlm. 52.

'* Sabahudin Az, Menimbang Ekonomi Islam-Kevangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal.
(Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), hlm 41,
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Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dapat disusun tujuan

penclitian:

1. Mendiskripsikan profil perekonomian masyarakat Muslim yang berada Di Perbatasan Indonesia-

Malaysia.

2. Menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan Ekonomi perbatasan [ndonesia-

Malaysia dalam perspektif ekonomi politik Islam.

. Manfaat Penclitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut
Manfaat Akademis : penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan ekonomi Islam yang tidak hanya
dikaji pada pendekatan normatif tetapi juga pada pendekatan sosiologis dan ckonomi politik
Islam.
Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkai_bérguha bagi para penentu kebijakan, khususnya
kebijakan pembangunan di perbatasan Indoencsia-Malaysia, sehingga dalam menentukan
kebijakan kedepannya terutama yang berhubungan, dengan pembangunan kehidupan manusia
dapat memberikan prospek perekononomian yangbaik“bagi masyarakat muslim di perbatasan

Indonesia-Malaysia terutama pada daerah sebatik. kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

. Sistematika Pembahasan
1.

Bab I

Pendahuluan, meliputi : (a) latar belakang Masalah, (b) perumusan masalah yang diambil, (c)
tujuan penelitian, (d) manfaatpenelitiansseita(e)sistematika pembahasais

Bab 11

Pada bab ini terdiri dari penelitian”terdahulu dan ketangka teori yang mencakup (a) Kajian
penelitian Terdahulu, (b) Kerangka™Teoti;"yang meliput 5 1. Teori Umum Peran, 2. Teori
Perekonomian Masyarakating. [Beran) Bemerintahl Dalam(Bidang Ekonomi Perspektif Ekonomi
Islam, 4. Konsep Masyarakat Perbatasan, 5. Ekonomi Politik Islam.

Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi (a) Jenis penelitian dan
pendekatan, (b) Tempat dan lokasi penelitian (c) Informan Penelitian dan teknik penentuan
informan, (d) Teknik pengumpulan data, () Teknik analisis data.

Bab IV

Bab keempat ini merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan yang
disertai analisis atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

Bab V

Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini memuat

kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB Il
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian litcratur
1. Kajian Penelitian Terdahulu

Ini bukanlah satu-satunya penelitian yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-
Malaysia. Akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain untuk kemudian dinilai sebagan
penelitian pendahuluan. Dan penclitian tersebut tidak hanya sebagai literatur tetapi juga turup
mewarnai corak penelitian ini. Secara umum ada beberapa penelitian yang ditemukan tentang
perbatasan , serta peran negara dalam pengelolaan ekonomi masyarakat. Kendati demikian,
penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus dan spesifik mengurai dan mendalami
permasalahan perbatasan melaui pendekatan sosiglogis, dan ekonomi politik Islam. adapun
penelitan-penelitian yang menjadi perielitian terdahuluZdalam penelitian kali ini adalah sebagai
berikut :

Penelitian Ade Ima T. Pangalasémndengan judul Kajian Pengembangan Ekonomi
Wilayalh Kawasan Perbatasan Antan Negara Di Kabupaten Kepulauan Talaud, adapun hasil dare
penelitian tersebut menunjukan balwa Kabupaten Kecpulauan Talaud merupakan kawasan
perbatasan di Indonesia dengan karakteristik-daerah- yaitu sebagai daerah kepulauan, dacrah
tertinggal dan terisolir, serta rawan beficana;y serta’ infrastruktur dan armada perhubungan yang
kurang mendukung. Klasifikasi lintas batas tradisional, menyebabkan terjadinya banyak
pelanggaran di entny exitl point MiangaS;"Schingga, perdagangan’ lintas batas sering merugikan
masyarakat di kawasan perbatasan_dan menimbulkan permasalahan baik secara keamanan
maupun kesejahteraan. Penelitian,_int__berthjuan /untuk  mengkaji  pola pengembangan
perekonomian kawasan perbatasan.di Kabupaten Kepulawan Talaud. Digunakan analisis shift
share dan model pendekatan gravitasi wntuk! mengukur kinerjassektor ekonomi dan daya Tarik
Tibanban sebagai sisi perbatasan di Filipina. Hasilnya menunjukkan bahwa Talaud memiliki
berbagai potensi seperti sektor pertanian dengan subsektor perkebunan dan perikanan yang
merupakan sektor basis dan pemberi kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten. Miangas sebagai
sisi perbatasan Indonesia-Filipina sangat merasakan keterisolasian, schingga interaksi
perdagangan lintas batas Indonesia-Filipina di Miangas sebagai entry exit point perlu untuk
ditingkatkan menjadi klasifikasi internasional.

Penelitian Sinyo Gamma timisela dengan judul Dampak perdagangan Lintas batas
terhadap perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik

Muara Tami). Penelitian ini terlihat bermula dari keprihatinan untuk melihat apa fakior yang

' Ade Ima T. Pangalnsen. “Kaflan Pengembangan Ekonomt Wilayah Kawasan Perbatasan Amtar Negara di
Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal EMBA [SSN 2303-1174 Vol.1 No.3 September 2013, Hal.197-207.

7



8

utama daya tarik bagi orang PNG untuk menghabiskan uang mereka di Indonesia (Skow-
Wutung-market), perdagangan dengan orang-orang PNG secara langsung di wilayah perbatasan.
Pada kondisi perbatasan ini terlihat jelas adanya ketergantungan pada produk Indonesia, sehingga
membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan produk nasional mereka dan produk
lokal, sehingga orang-orang di perbatasan negara mampu untuk meningkatkan status ekonomi.
Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menemukan apa kekuatan, kelemahan,
Kesempatan dan memperlakukan yang dihadapi dalamn pembangunan daerah perbatasan. Hasil
Analisis ini menemukan bahwa daerah perbatasan distrik Muara Tami Quadrant, yang berarti
pertumbuhan agresif di wilayah dapat dicapai oleh imenggunakan kekuatan dan peluang yang ada,
meskipun ada kelemahan dan ancaman tetapi tidak menutup kesempatan untuk pengembangan
sektor perdagangan untuk tumbuh di daerah ini meskipun mereka masih informal.?

Penelitian Muhammad Hairul Saleh dengan Judul Dinamika Masyarakat Perbatasan
(Eksistensi Perantau Bugis di Pulau(Sebatile'Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies).
penelitian ini pada dasarnya ingin meniBerikangambaran‘mengenai eksistensi perantau Bugis di
Pulau Sebatik dengan fokus pada kemampuan perantau Bugis dalam mengelola sumber-sumber
ekonomi yang dibarengi dengan kemampuanimembangyit relasi, baik ekonomi maupun sosial
sebagai upaya turut berpartisipasi dalam pembangunan/’ Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif, dimana unfuk _mendapatkan~data dan informasi terkait, dilakukan
pengumpulan data melalui studi pustaka dari buku-bukurdan tulisan-tulisan hasil penelitian yang
concern dengan perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Teknik lain yang
digunakan adalah melalui wawancara dengan warga perantauvBugissyang menjadi pelaku. Hasil
studi ini menunjukkanbahwa Migran BugisTdi Pulau Sebatik mertipakan péfantau-perantau yang
memiliki mimpi untuk meningkatkaiitaraf hiduppya. Interaksi antar sesama perantau Bugis di
Pulau Sebatik, serta interaksi dengan perantau dari wilayah lain dan masyarakat asli, merupakan
modal sosial yang sangat menéntukan bagi kesuksesan-perantau Bugis\di Pulau Sebatik.?

Penelitian Zaenuddin Hudi Prasojo dengan Judul Dinamika Masyarakat Lokal di
Perbatasan. Penelitian ini membahas kondisi masyarakat perbatasan yang ada di Indonesia yang
cenderung masuk dalam kelompok masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek
pembangunan. Kajian mengenai masyarakat lokal di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia
belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah maupun dari segi dampak hasil kajian yang
berupa aksi kebijakan pasca kajian. Dan penelitian ini berpusat di Nanga Badau yang terletak di

daerah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Serawak (Malaysia) merupakan salah satu

* Sinyo Gamma Timisela, “Dampalk Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakar Lokal (Studi
Kasus : Wilayah Perbatasan RI-PNG di distrik Muara Tami”, Jurnal JESP-Vol.7,No 2 Nopember 2015-ISSN 2086-1575.

* Muhammad Hairul Saleh. “Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantan Bugis Di Pulau Sebatik
Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies™, Jurnal Borneo Administrator, Vol 11 No.1 2015.
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wilayah perbatasan yang tertinggal. Tulisan ini memotret isu-isu dinamika dan eksistensi tradisi
lokal dalam kerangka globalisasi. Tampak bahwa sikap ramah dan menghormati pendatang
merupakan salah satu bentuk nyata bahwa mereka sangat terbuka dengan adanya arus global dan
lokal. Mereka juga memiliki kesadaran diri akan posisi mereka sebagai bagian dari penduduk
dunia. Adanya ruang interaksi bagi dunia luar, seperti mudahnya akses keluar masuk ke negara
lain mengakibatkan pola interaksi, informasi dan komunikasi etnis Iban menjadi berkembang.
Hal tersebut dapat dilihat pada aktivitas masyarakat Iban sehari-hari yang telah memanfaatkan
dan menggunakan perangkat handphone, televisi dan teknologi modern lainnya.*

Penelitian CB Herman Edyanto dengan Judul Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat. Penelitian ini membahas batas International antara
dua negara yang merupakan daerah penting dimana adanya aktifitas masyarakat dikedua negara.
Akan tetapi perbedaan anatara negara.perbatasan-jelas-terlihat, Perbedaan antara kedua negara
dalam daerah perbatasan meliputi bebgrapa aspek seperti| pendapatan nasional per kapita yang
tentang pada sering memberikan hidup berb€da warnagjuga di kalangan masyarakat perbatasan
dan sosial pendidikan. Kenyataannya adalahi bahwa kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia
perbatasan masyarakat lebih dipengaruhi oleh"persyaratan dan budaya masyarakat Malaysia.
Pemerintah Indonesia saat ini menCoba untuk dapat membangun Nasional program dan
mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan’'Kalimantan Barat Provinsi antara lain
membangun industri dan bekerjasama dengan pemerintah/Malaysia.

Penelitian Rizky Yudaruddin dengan judul Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di
Kalimantan Timuwr | Upaya|Meningkatkan Pembangunan Kawdsan Steategis. Penelitian ini
bertujuan menganalisis disparitas ekonomi yang terjadi diwilaya perbatasan Kalimantan Timur-
Utara yang berisikan tiga kabupaten (Malinau, Nunukan, Kutai Barat) dan 15 kecamatan di tiga
wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, Malaysia.
Disparitas diukur baik antarVkabupaten perbatasan_maupun Malaysia. Kemudian, mengkaji
tingkat ketersediaan infrastruktur serta implikasi dari variabel sosial ekonomi perbatasan terhadap
pembangunan wilayah perbatasan. Hasil perhitungan disparitas wilayah perbatasan menunjukkan
bahwa secara umum (rata-rata) Provinsi Kaltim memiliki tingkat kesenjangan regional yang berat

yaitu rata-rata di kisaran angka 1,474. Jika kita komparasikan dengan wilayah di Negara

* Zaenuddin Hudi Prasojo, Dinamika Masyarakar Lokal di Perbatasan, Jummal Walisongo, Vol 21, No 2 November
2013.

* CB Herman Edyanto, “Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat . Jumal Sains
dan Teknologi Indonesia Vol 9, No.3 Desember 2007 hlin. 120-129.
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Malaysia yang paling dekat yaitu Negara Bagian Sabah, maka terdapat kecenderungan bahwa di
negara tetangga tersebut tidak menghadapi masalah kesenjangan yang serius.®

Penelitian Mayasuri Presilla dengan Judul Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju
Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan. Dalam
penelitian ini membahas tentang pentingnya pembangunan sumber daya alam dacrah untuk
mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat local perbatasan. Penelitian ini
bertempat di kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara, dan data yang diambil dalam tulisan ini
didasarkan pada penelitian lapangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah terdapat isu yang sangat
krusial yang menjadi fokus utama di wilayah perbatasan yaitu masalah pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat lokal.’

Penelitian Afrizal yang betjudul Potensi Pembiavaan Usaha Mlkro, Kecil. Dan
Menengah oleh perbankan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Tahun 2008. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mendeskyipsikan dan menganalisis karakteristik dan potensi usaha
mikro-small middle (UMKM) dan untuk memahami poténsi biaya oleh lembaga keuangan formal
(perbankan) di daerah perbatasan Kalimafitan Barat. Femuan menunjukkan bahwa kegiatan
ekonomi yang dominan dilakukan(‘di \perbatasan Entikong dan Sajingan Besar adalah
perdagangan dan jasa, di mana inhibitants dan pekerja asing sebagai cakupan pemasaran, serta
orang-orang Serawak sebagai target| pasar utama, Kondisi infrastruktur di daerah relatif buruk
dan tidak memiliki pasar yang representatif.}

Penelitian yang dilakukan olelf Endang tudiatin dengan judul /ntergrasi Ekonomi Lokal
Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji Kuning Pulau Sebatik-
Nunukan Kalimantan Timur\Perbatdsan Trdosesia = Sabah Maldysia). Pénelitian ini merupakan
studi tentang kegiatan ekonomi Masyarakat Perbatasan di desa aji kuning di kecamatan sebatik
kabupaten nunukan Kalimantan timuz,) yang, térintegrasi/dengan pasar tawau. Wilayah sabah
Malaysia. Penelitian difokuskan pada pasar sebagai.arena=intgraksi. Pasar menjadi Entry Point
untuk melakukan pengamatan, ‘dalam“hasil pengamatannya bahwa masyarakat aji Kuning

membangun jaringan- jaringan perdagangan yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya,

® Rizky Yudaruddin Dan Rian Hilmawan, “Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur : Upaya
Meningkatkan Pembangunan Kawasan Strategis”. Jurnal Mulawarman, Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper EP
UNNES 2012.

’ Mayasuri Presilla, Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan
Masvarakat Di Wilayah Perbatasan. Jumal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 24, Nomor 2, Agustus 2011.

5 Afrizal, “Potensi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil. Dan Menengah Oleh Perbankan di Wilayah Perbatasan
Kalimantan Barat Tahun 2008". Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol 7. No 2, Mei 2009.



kekerabatan dan etnik. Mereka mengaktifkan simpul kekerabatan dan etnisitas untuk membangun
jaringan.’

Penelitian Robert Siburian dengan Judul Pulau Sebatik : Kawwasan Perbatasan Indonesiua
Beraroma Malaysia. Artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan pada bulam
September 2011. Pulau Sebatik adalah terletak antara Nunukan, ibukota Kabupaten Nunukan di
Indonesia dan Tawau, ibukota Tawau District di Malaysia. Di Indonesia Scbatik bukan pusat
bisnis namun populasi berkembang pesat. Sebagian besar penduduknya adalah migran yang
datang dari berbagai tempat di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan. Sebagai tempat yang
sangat dekat dengan Tawau, pusat bisnis di Sarawak, Malaysia, dinamika Scbatik Indonesia
ekonomi sangat tergantung pada kondisi ekonomi di Tawau. Banyak barang-barang yang
dikonsumsi oleh Sebatik Indonesia penduduk, seperti makanan kaleng dan dan minuman,
elektronik barang, dan gas yang diimpor-dari-Tawau, Produk berasal ke Sebatik berdasarkan
perjanjian perdagangan perbatasan melalui MOU ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan
Malaysia pada tahun 1967. DalamSelaingtu) penggunaan mata uang ringgit Malaysia sebagai
sarana transaksi telah membuat petekonoemiangtércivm| sebagai Sebatik Malaysia. Artikel ini
mengeksplorasi dinamika kondisi konomi'di’Sebatiksebagai daerah perbatasan, yang ekonomi
potensi, penggunaan mata uang| dang ganda, dan—akhirnya apa yang akan terjadi pada
perekonomian Sebatik tanpa Tawau; ™

Penelitian Azansyah dengan dudul Pesan Kelembagaan Dalam Perekosnomian, Kondisi
Pembangunan Kelembagaan di Indoensia, dan Membangun lembaga yang efektif. Penelitian ini
membahas peran| lembaga | dalam/kondisi | ckonomi, dan kelembagaan, di Indonesia. Pertama
membahas pengembangan kelembagaan dan perannya dalam perekonomian. Kedua membahas
kondisi kelembagaan di Indonesia dibandingkan dengan/negara-negara ASEAN lainnya. Ketiga
dibahas tentang membangun institusi yang efektif. Itu. Kesimpulan dari penclitian ini adalah
lembaga pertaina memiliki ‘peran_besar _dalam pereckonomiandkedua institusi pembangunan di
Indonesia masih sangat k.:mah, berdasarkan indeks persepsi korupsi. korupsi Indonesia skor
indeks persepsi pada 2010 hanya 2,8 dari skala nilai 0-10. Ketiga membangun sebuah ke
kelembagaan yang efektif catatan adalah bahwa lembaga ini dibangun untuk meningkatkan akses
masyarakat, untuk mendorong persaingan di ekonomi, melengkapi lembaga yang ada,

memberikan inovasi dalam lembaga yang ada."'

® Endang Rudiatin, futergrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suaru Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat desa Aji
Kuning Pulau Sebarik-Nunukan Kali Timur, Perb. Indonesia ~ Sabah Malaysia). Disertasi Universitas Indonesia
Fakultas 1lnu sosial & Politik Departemen Antropologi Program Studi Pascasarjana. tahun 2012.

" Robert Siburian, Pulau Sebatik : Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia. Jumal Masyarakat &

Budaya, Volume 14, No.1, Tahun 2012.

W Azansyah, Peran Kelembagaan Dalam Perekonomian, Kondisi Pembangan Kelembagaan di Ind ia, dan
Membangun lembaga yang efekiif. Jumal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VII No 02, Juni 2013.
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Penelitian Muhammad Ahmed Qadri dengan Judul The Philosohphy Of Islamic Political
Economy : Theory And Practice. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip
kontemporer ekonomi yang didasarkan pada bunga majemuk melalui sistem perbankan
konvensional. argumen logis telah ditempatkan mengenai bunga bebas (Mudharaba) dan yang
manfaat bagi masyarakat. Hal ini juga telah dibahas untuk memahami alasan dari pelarangan
Riba atau bunga di Islam. Memihak, penulis telah mencoba untuk menganalisis manfaat dari
masyarakat bebas bunga untuk kelas yang membutuhkan. '

Penclitian Misbahul Munir dengan Judul Peran Pemerintah Dalam Perekonomian
Dalam Perspektif Islam. dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam Islam
mempunyai hak ikut campur dalam kebijakan ekonomi, membatasi kepentingan individu untuk
kepentingan public yang lebih luas. Intervensi tersebut secara garis besar berupa, Pertama,
Pemerintah memegang kendali sumber-sumber pendapatan vital dan mencakup kepentingan
bersama, mengelola dan mendistribusikannya ‘secara adil, seperti zakat, pertambangan, dll.
Kedua, Pemerintah memiliki kewajibdn untuk jmenjagd-stabilitas pasar agar berjalan secara
normal berdasarkan fungsi penawaran dan permintan()Ketiga, Pemerintah Memiliki Peran
sebagai pengawas perekonomian pasarjagarisesuai’dengan syariah dan rencana pembangunan
negara. "

Penelitian Belinda Padan | dengan/dudul Swategi Badan Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Pedalaman Dan DaerahTertinggal| Frovinsi Kalimantan Timr Dalam Rangka
Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui strategi yyangydigunakan sjoleh=BPKPB2 DTF=dan~BPPD, dalam» membangun daerah
perbatasan. Adapun ‘hasil”dari ‘penelitian=ini "adalah™strategi“yang dijalankan oleh BPKP2DT
Provinsi Kalimantan Timur adalah denganimelaksanakan upaya pembangunan di sektor ekonomi
meliputi bidang pertanian, perkebunan,dan peternakan, serta kemudian pembangunan
infrastruktur.'

Penelitian Edy Suandi Hamud dengan judul Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam
Perekonomian, dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwa pemerintah memegang peranan yang
sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyrakat, misalnya dalam Kebijakan pada sektor

publik. Kemudian didalam penelitian ini memperlihatkan perdekatan antara para ahli berkaitan

"* Muhammad Ahmed Qadri, The Philoshopy Of Islamic Political Economy . Theory And Practice, Journal Of
Philosophy, Culture, and Religion, Vol. 16. 2016.

" Misbahul Munir. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam. Jumal Iqtishoduna
Iqtishoduna, Vol 2, No 3, Page. 2006.

" Belinda Padan, Strategi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman Dan Daerah Tertinggal Provinsi
Kalimantan Timur Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kayan Selatan. E-jumal Pemerintahan Integratif,
2015, 3 (1): 175-189. ISSN 2337-8670.
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kebolehananya dalam melakukan intervensi pemerintah dalam mempertahankan keberlangsungan

perekonomian masyarakat.'*
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'* Edy Suandi Hamid, Peran Dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian, Jumal JEP Volume 04, No. |, Tahun
1999. ISSN: 1410-2641.



AdeImaT. angalasel
“Kajian Pengembangan
Ekonomi Wilayah Kawasan
Perbatasan Antar Negara Di
Kabupaten Kepulauan
Talaud”

Tabel 2.1
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN YANG
AKAN DILAKUKAN:

” Keplauan T]audsgai
daerah perbatasan masuk
sebagai daerah tertinggal
dan terisolir, serta rawan
bencana,serta infastruktur
yang kurang mendukung.
Sehingga menyebabkan
banyaknya pelanggaran

perbatasan,

Tnpa enelma
ini berada
dikepulavan
Talaud, dan
penelitian ini
berfokus kepada
dampak
pelanggaran di
Entry Exit Point
Miangas terhadap
keamanan.
Sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
bertempat di Pulau
Sebatik,

Kalimantan utara.

Sinyo Gamuna timisela
“Dampak perdagangan Lintas
batas terhadap perekonomian
Masyarakat Lokaly(Studi
Kasus : Wilayah Perbatasan
RI-PNG di distrik Muara
Tami)”

PerbatasamRI'dan Papua
nugini menunjukan bahwa
adanya prilaku saling
ketergantumgang@itata
kedua negara tersebut.
masyarakat papua sangat
bergantung dengan produk

lokal masyarakat papua.

Renelitian ini
bertempat di
perbatasan RI dan
Papua Nugini.
Fokus pada adanya
ketergantungan
pada produk
Indonesia.
Sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan
bertempat di pulau

sebatik, Kalimantan
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Utara dan berfokus
pada perekonomian
masyarakat

perbatasan.

Muhammad Hairul Saleh
“Dinamika Masyarakat
Perbatasan (Eksistensi
Perantau Bugis di Pulau
Sebatik Kalimantan Utara:
Perspektif Cultural Studies) ™

Hasil dari studi ini
menunjukkan bahwa
migran bugis di pulau
sebatik dimana merupakan
perantau yang memiliki
mimpi besar agar dapat
meningkatkar taraf

hidupnya.

Fokus penelitian ini
hanya kepada
eksistensi suku
bugis yang berada
di sebatik dalam
interaksi
ekonominya.
penelitian ini
memilki
persamaan dengan
penelitian yang
akan dilakukan
khususnya pada
objek dan tempat
penelitian. Tetapi
berbeda dalam
analisis
permasalahan dan
kajian

kelembagaan.

Zaenuddin Hudi Prasojo -
“Dinamika Masyvarakat Lokal

di Perbatasan”

Hasil dari penelitian ini
bahwa masyarakat
perbatasan didacrah
Kalimantan barat
cenderung masuk dalam
kelompok masyarakat yang
tertinggal dari berbagai

pembangunan.

Perbedaan tempat
penelitian, dimana
penelitian ini
bertempat di daerah
perbatasan RI-
MLY yang berada
di Kalimantan
barat. Sementaran
penelitian nanti

bertempat di pulau
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sebatik, Kalimantan

utara.

CB Herman Edyanto
“Pengembangan Ekonomi
Kawasan Perbatasan Negara

Di Kalimantan Barat”

Hasilnya adalah
masyarakat Indonesia di
perbatasan Kalimantan
barat, terdapat perbedaan
dari berbagai aspek, seperti
pendapatan nasional per
kapita dan sosial

pendidikan.

Penelitian ini
bertempat di
wilayah perbatasan
Kalimantan barat.
Sedangkan
penelitian nanti
bertempat di pulau

sebatik.

Rizky Yudaruddin

“Sosial Ekonomi Wilayah
perbatasandiKalimantan
Timur : Upaya Meningkatkan
Pembangunan Kawasan

Strategis.”

Hasil-penelitian—ini bahwa
tingkat kesenjangan
masyatakat Indonesia jauh
berbeda dengan masyarakat
perbatasan|di Malaysia
yang tidak inenghadapai
masalah. kesenjangan yang

serius.

Tempat penelitian
ini lebih luas, yaitu
meliputi 3 wilayah
perbatasan yang
berada di
Kalimantan utara.
dan fokus kajian
melihat disparitas
ekonomi yang
terjadiy Sementara
penelitian yang
nanti dilakukan
hanya berfokus di

pulau sebatik saja.

Mayasuri Presilla
“Optimalisasi Sumber Daya
Alam Menuju Pembangunan
Ekonomi Dan Kesejahteraan
Masyarakat Di Wilayah

Perbatasan”

Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa
masalah pembangunan
ekonomi dan kesejahteran
menjadi masalah serius
yang dihadapi pada daerah
perbatasan Indonesia.
Sehingga pembangunan
sumber daya alam daerah

perlu ditingkatkan.

Fokus penelitian
yang hanya
membahas urgensi
SDA di perbatasan.
Sementara
penelitian nanti
akan lebih berfokus
kepada peran

pemerintah.
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8 Afrizal Temuan yang hasilkan Fokus penelitan
“Potensi Pembiayaan Usaha | bahwa mayoritas UMKM hanya integrasi
Mikro, Kecil, Dan Menengah | masyarakat perbatasan pasar pada UMKM
oleh perbankan di Wilayah entikong di dominasi oleh | yang terjadi di
Perbatasan Kalimantan Barat | perdagangan dan jasa. Dan | daerah perbatasan
Tahun 2008" kondisi insfrastruktur Indonesia.

relatif buruk dan tidak ada | Sedangkan

pasar yang representatif. penelitian yang
akan dilakukan
tidak berbicara
tentang UMKM
secara langsung,
tetapi peran
pemerintah dalam
perekonomian
tersebut.

9 Endang Rudiatin Hasil temuan dalam Penelitian ini
“Intergrasi Ekonomi Lokal Di -|"pénelitian'ini‘adalah adanya | bertempat di aji
Perbatasan (Suatu Kajian keterkaitan antara pasar kuning sebatik dan
Mengenai Ekonomi yang befada di tdwau Fokusipenelitian ini
Masyarakat desa Aji Kuning Malaysia dengan pasar pada interaksi
Pulau Sebatik-Nunukan yang.beradadi sebatik. warga di pasar
Kalimantan Timur. perbatasan.

Sementara
penelitian yang
akan dilakukan
nanti tidak berfokus
dipasar.

10 | Belinda Padan Adapun hasilnya bahwa Penelitian

“Strategi Badan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan
Pedalaman Dan Daerah
Tertinggal Provinsi

Kalimantan Timur Dalam

pembangunan yang selama
ini dilakukan berada pada
sektor pertanian,
perkebunan, dan

perternakan. Baru

bertempat di
perbatasan
Kalimantan timur
dengan malaysia

yang bertujuan
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Rangka Pelaksanaan

Pembangunan Kecamatan

kemudian pembangunan

pada sektor infrastruktur.

untuk melihat

strategi yang

Kayan Selatan.” dilakukan oleh
pemerintah.

11 | Azansyah Hasil studi ini bahwa Penelitian ini
“Peran Kelembagaan Dalam | lembaga memliki peran bersifat penelitian
Perekonomian, Kondisi besar dalam perekonomian, | literatur yang
Pembangan Kelembagaan di | kemudian bahwa membahas peran
Indonesia, dan Membangun pembangunan kelemmoagaan | suatu lembaga
lembaga yang efektif.” masih lemah, dinilai dari dalam

indeks-korupsi-yang masih | meningkatkan

sangat tinggi. perekonomian.
Sedangkan
penelitian nanti
akan merupakan
studi lapangan.

12 | Robert Siburian Hasil studi ini Penelitian ini

“Pulau Sebatik : Kenvvasan
Perbatasan Indonesia

Beraroma Malaysiag.™

mentmjukkan bahwa pulau
sebatik merupakan wilayah
Indonesiatakarnrtetapi
berjiwa Malaysia. Terlihat
dari banyak-barang‘barang
yang dikonsumsi oleh
Sebatik Indonesia
penduduk, seperti makanan
kaleng dan dan minuman,
elektronik barang, dan gas
yang diimpor dari Tawau,

Malaysia.

mengeksplorasi
kegiatan ekonomi
masyarakat
perbatasan
Indonesia-
Malaysia, mulai
dari barang-barang
yang beredar di
pulau sebatik dan
duit yang beredar.
Sedangkan
penelitian yang
akan dilakukan,
selain berbicara
tentang barang-
barang yang

beredar tersebut,
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juga melihat peran

pemerintahnya.
I3 | Misbahul Munir Hasil dari Jurnal ini adalah | Jurnal ini bersifat
“Peran Pemerintah Dalam pemerintah dalam Islam literatur atau studi
Perekonomian Dalam mempunyai hak ikut kepustakaan yang
Perspektif Islam” campur dalam kebijakan membahas peran
ekonoini, membatasi pemerintah dalam
kepentingan individu untuk | Islam. sedangkan
kepentingan publik yang penelitian nanti
lebih luas demi bersifat studi
kesejahteraan masyarakat lapangang tentang
dan keinajGan.ekonomi. peran pemerintah.
14 | Muhammad Ahmed Qadri Fulisan Iniymenunjukkan Jurnal ini
“The Philosophy Of Islamic bahwaIslam'memberikan | merupakan kajian
Political Economy : Theory pedoman yangjelas'dalam | pustaka atau
And Practice” segala kegiatan ekongmi literatur berkaitan
dan politik\yaitu berasal ekonomi Politik
dariv/Altqurian/damHadist. | Islam. sedangkan
setiap ajarannya harus penelitian nanti
selalu.dilakukan-seperti merypakan studi
pelarangan ribas Tapdngan.
I5 | Edy Suandi Hamid Penterintah memegang Penelitian ini

“Peran Dan Intervensi
Pemerintal Dalam

Perekonomian”

peranan yang sangat
penting dalam
perkembangan ekonomi
masyarakat, misalnya
dalam kebijakan sektor
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yang mengamati

peran pemerintah.

Sehingga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat dikatakan bahwa
Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu diatas. Yang
kemudian dilakukan penambahan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan
yang dapat ditemukan dari beberapa penelitian terdahulu dari segi kerangka teori, dan juga
hasil yang ingin ditemukan. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan kondisi
perekonomian yang terjadi di kawasan perbatasan khususnya perbatasan Indonesia bagian
utara yaitu Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. kemudian melihat peranan pemerintah
atas permasalahan yang terjadi, yang pada akhirnya akan di analisis melalui perspektif
ekonomi politik Islam, yang dinildi belum, ditemukan didalam penelitian-penelitian
sebelumnya.

B. Kerangka Teori
1. Teori Profil Perckonomian Masyarakat

Menurut Kamus Besar-Bahasa Indonesia, Profil adalah Pandangan, gambaran
umum, lukisan, grafik dan ikhtrsar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus atau
tertentu.'® sedangkan perekonomian | merupakan Suatu tindakan atau aturan yang
berlaku berkaitan tentang tata cafa”atau aktivitas”ckonomi yang terjadi dalam suatu
masyarakat.'”

Sehingga’ | berdasarkan | pengertiane,_diatas, dapat odiSimpulkan  profil
perekonomian masyarakat adalah_ gambaran umum, yang berkaitan dengan tingkah
laku, perilaku, tindakan, serta-aktivitas"€konomifyang terjadi disuatu masyarakat.
aktifitas-aktifitas ekonemiwemasyarakat '(iapat berupa , perdagangan, pekerjaan
masyarakat, bahkan' aktivitas” ckonomi Sseperti: ‘produksi; “maupun konsumsi yang
berlaku dalam masyarakat. umumya, segala kegiatan aktifitas perekonomian yang
dilakukan masyarakat tersebut mengacu pada peningkatan kemakmuran dan
kescjahteraan masyarakat.

Profil perekonomian suatu tempat akan berbeda dengan profil perekonomian
tempat lainnya. Profil perekonomian masyarakat kota umumnya berbeda dengan profil

perekonomian masyarakat yang berada perdesaan, bahkan masyarakat perdesaan pun

8 KBBI, Arti Kata Profil, dikutip dari laman http://kbbi.co.id/arti-kata/profil, diakses pada hari senin.
tanggal 21 Agustus 2017, Pukul 15.02 WIB.

" KBBI, Arti kata ekonomi, dikuti dari laman hitp://kbbi.co.id/arti-kata/ekonomi. diakses pada hari senin,
tanggal 21 August 2017, Pukul 15.32 WIB.
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sering berbeda dengan perkonomian yang terjadi pada masyarakat perbatasan. hal

tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya letak geografis yang jauh

dengan pusat pemerintahan khususnya daerah perbatasan. sehingga perckonomian

masyarakat perbatasan pada umumnya memiliki ruang lingkup tersendiri yang berbeda

dengan perekonomian masyarakat perkotaan.

Untuk melihat profil perekonomian suatu masyarakat terdapat beberapa ruang

lingkup yang digunakan, dalam hal ini ruang lingkup profil perekonomian masyarakat,

yaitu:

1)

b)

Transaksi Ekonomi

Transaksi ekonomi dapat didefinisikan sebagai: 1) kehendak, perilaku,
tindakan dan tujuan yang tersosialisasi, 2) suatu kegiatan yang dilakukan oleh
manusia, 3) berfungsinya suaty organismé,'4) suatu langgapan yang terorganisir'*.
Sosial berasal dari kata society yangdberarti masyarakat. Dengan kata lain,
Transaksi ekonomi dapat diartikanjsebagai” aktivitas ekonomi yang merupakan
perilaku sosial, perilaku sescorang ‘tidakadapat terlepas dari kegiatan ckonomi
orang lain. Ada hubungan antaraaktivitas ekonomi/dengan perilaku sosial.

Transaksi masyarakat umumnya/dilakukan_dengan sarana perdagangan,
dimana perdagangan merupakan; tindakin“yang di)lakukan oleh seseorang yang
mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimilikinya dengan
kata lain Perdagangan padalaly jkegiatamyjual™beli-tbarang dafidtau jasa yang
dilakukan secararterus menerus dengafi tujuan pefigalihan hak atas Barang dan atau
jasa dengan disertai imbalan (Keuntungan).

Pola transaksi ekonomi suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat
lainnya, hal ini dapatdipengariihi \deligan «letak~demogfafi wilayah tersebut.
Misalnya, kegiatan manusia yang tinggal di daerah pantai erat kaitannya dengan
kegiatan perikanan, seperti budidaya rumput laut, usaha dalam penangkapan ikan
dan lain sebagainya. sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan yang lebih
mengarah kepada perindustrian dan jasa teknologi.

Hotel Dan Pariwisata

Hotel dan pariwisata merupakan instrument dalam pertumbuhan ekonomi

suatu daerah. Hotel yang memadai maka akan mengundang wisatawan baik

nasional baik mancancgara untuk dapat berkunjung, sehingga dapat menjadi

*® Kartasapoetra, G. dan Hartini, Kamus Sosiologi dan Kependudukan .(Jakarta: Bumi Aksara,2007), hlin
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pendapatan  suatu  daerah. Adapun Definisi wisatawan sesuai dengan
rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTQ) adalah setiap
orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya,
kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau
tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang
dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu'”:

(1) Wisatawan (tourist)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling
sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang
dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

(a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau
pelatihan, kesehatanl ,olah raga’ kedgamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
(b) Bisnis dan profesional: menghadiri pértemuan, konferensi atau kongres,
pameran dagang, konSer, pertunjukan, dan lain-lain.
(2) Pelancong (Excursionist)

adalah setiap penpgunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang
dari dua puluh empat”jamdi tempat yang dikunjungi (termasuk cruise
passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba’di suatu negara dengan kapal atau
kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di
negarajtersebut)!

Pertumibithan ' pasokan Hotel ‘di [ndoniesia terus meningkat dari tahun ke
tahun. Hal itu terungkap dasi.data lembaga riset perhotelan dunia yang barbasis di
London, STR Global. Lembaga tersebut, melalui laporan Global Construction
Pipeline, hingga Maret 2014( di Indonesia=tengah, disiapkan pasokan unit hotel
mencapai 53.100 kamar. Jumlah tersebut bertumbuh 35,7% dibandingkan tahun
lalu.

Selain Indonesia, laporan tersebut mengungkapkan di kawasan Asia Pasifik
terdapat 7 negara dengan pertumbuhan pasokan hotel di atas 30%. Di antara negara
tersebut, Bangladesh mencatat pertumbuhan pasokan terbesar, yakni 261,1%
dengan total unit yang dikembangkan 4.170 kamar. Menyusul Mongolia (77.4% -
975 kamar), Myanmar (67,5% - 4.109 kamar) dan Sri Lanka (51,0% - 5204

 BPS, Konsep Dan Definisi Kunjungan Wisatawan Mancanegara. dikuti dari  laman
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/ 16, diakses pada hari Jum’at 25 Agustus 2017 pada pukul 6.58 WIB,
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kamar). Bhutan (46,7% - 78 kamar), Indonesia dan Filipina (30,7% - 13.078

kamar). %
Tabel 2.2

PERKEMBANGAN JUMLAH KAMAR USAHA AKOMODASI
MENURUT KLASIFIKASI AKOMODASI, 2010 - 2014

Juralah Kamar Usaha Ako

TOTAL 353138 381457 uos‘.:’n 430,793 469.277
Hatel Bintang 124.789 - 142481 155740 171432 195.886
Bintang 5 28.952 29.743 31626 34595 35.639
Bintang 4 35.632 39.641 45,638 50.786 58.397
2 Bintang 3 30.457 39;784 43.596 47.041 £8.181
E Bintang 2 15.852 17328 20.032 23,595 27.909
.3 Bintang 1 13.896 16,885 14.848 15.415 15.760
a Akamodast Non Bintang 2283490 238976 250038 259.361 273391
=
= Hotel Mefati 183047  189.780 195014  203.216 219936
-E Penginapan remaja 43928 5.472 6.172 5.228 5778
23.293 22515

Pondok wisata 15995
villa -

= Sad e Z & RN 5 8‘749
lasa akomodasi lainnya 243718 26.253 25.155 27.624 16.013

Sumber : Statistik Hotel dan Akomedasi taintya (BPS)

¢) Transportasi Dan Akomodasi
Transportasi merupakan ‘wadah “fituk méndukung pertumbuhan ekonomi,
karena hanya dengangkelancaran,transportasi=maka segala kebutuhan masyarakat
suatu daerah akan tercukwpi.“Berdasarkan=keterangan Kemetriann perindustrian
bahwa Kebutuhan transportasi di dalam negeri terus meningkat, seiring
bertumbuhnya jumlah penduduk saban tahun. bahkan Tahun ini, Kementerian

Perindustrian memproyeksi industri alat transportasi darat bisa naik 20% dibanding

realisasi tahun lalu. !

* Bisnis Indonesia, Bisnis Perhotelan:Pertumbuhan Hotel Di Indonesia Terus Meningkar, dikuti dari
laman  http:/properti.bisnis.comn/read/20140421/107/221127/bisnis-perhotelan-pertumbuhan-hotel-di-indonesia-
terus-meningkat, diakses pada hari Jum’at 25 Agustus 2017,pukul 7,04 WIB

' Kementrian Perindustrian, Kendaraan Anghutan Darat Tumbuh 20%. dikutip dari laman
http:/www kemenperin.yo.id/artike/4649/Kendaraan-Angkutan-Darat-Tumbuh-20. pada hari Jum'at 25 Agustus
2007, pukul 7.24 WIB.
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Salah satu pendorong industri alat transportasi darat adalah meningkatnya
kebutuhan alat transportasi untuk penumpang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan
kondisi ekonomi yang positif memacu kenaikan permintaan transportasi darat.
Kemudian di satu sisi, industri alat transportasi darat juga terus tumbuh berkat
meningkatnya investasi di sektor transportasi darat maupun industri pendukungnya,
seperti komponen. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi di sektor
komponen otomotif mencapai US$ 2 miliar.

Transportasi sangat berperan penting dalam mempengaruhi harga yang
beredar dalam suatu daerah. Daerah yang jauh dari pusat kota, maka akan
membutuhkan transportasi yang-extra-dibandingkan yang lain. Hal tersebut secara
tidak langsung sangat mempengaruhi harga barang yang berlaku di daerah tersebut.
Misalnya harga daerah papua: akangemakin mahal apabila dibandingkan dengan
harga daerah jawa, hal ini| disebabkan karenaltrasportasi yang diperlukan untuk
sampai ke daerah tersebut lama dan'meémbutuhkan biaya yang besar juga.

Berdasarkan ruang lingkup perekonomian statu masyarakat diatas, terlihat ada
peningkatan dari berbagai aspeknya—Perdbahan-perubahan tersebut mengesankan telah
terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh bangsa) Indonesia secara cukup berarti.
Namun demikian, bila dikaji lebih jauh, ternyata masih cukup banyak masalah yang
belum sepenulinya) terselesaikan/ Salah satunyadiadalali masalak késenjangan ckonomi
antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan. Sehingga terlihat bahwa
peningkatan pendapatan perkapitasserta pergeseran stivktur perekonomian tadi ternyata
belum dapat menghapuskan kesenjangan ckonomi dalam arti yang sesungguhnya.

Rakyat adalah “pemilik (negara “ini,kargniannya’ _pembangunan nasional
scharusnyaa ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan  kemakmuran
masyarakatnya. Ironisnya, sepanjang scjarah pembangunan Indonesia, kue
pembangunan nasional lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, artinya tidak
memperhatikan kemerataan. Rakyat hanya menjadi sumber daya murah yang sedikit
menikmati hasil cucuran keringatnya. Pembangunan yang tidak berpihak kepada rakvat
inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti
tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatikan, kesenjangan

+ 22
ekonomi.”*

** Edy Suandi Hamid Dan M.B Hendrie Anto. Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium 11, {Yogyakarta:
Ul Press. 2000). hlm 1-2.
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Diantara para pengeritik pola pembangunan ekonomi yang telah ditempuh oleh
kebanyakan negara berkembang, termasuk Indonesia, terdapat banyak orang yang
menganggap bahwa pertumbuhan ckonomi yang pesat selalu dibarengi kenaikan dalam
ketimpangan pembagian pendapatan atau ketimpangan relarif*' Dengan kata lain, para
pengkritik ini termasuk banyak ekonom, beranggapan bahwa antara pertumbuhan
ckonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu trade-Off, yang
membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dicapai
Jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang
tinggi selalu akan disertai kemerosotan dalam pembagian pendapatan atau kenaikan
dalam ketimpangan relatif.

Gejala yang lain yang tKkup- mencemaskan adalah bahwa pembangunan
ekonomi yang mengutamakan “/proses _ indritnialisasi yang pesat, khususnya
industrialisasi yang padat-modal, ifienyebabkan peningkatan Pembangunan, terutama di
daerah perkotaan dimana-mana terpusat sebagian besar pembangunan. Dan akan sangat
berbeda dengan mercka yang hidup-di daetah terpencil dan terluar dari pusat perkotaan.
Salah satu penyebabnya adalah ketidakmeratanya pemabangunan ckonomi.

Gencarnya penycbutan istilah Ekonomi Kerakyatan™ yang dikaitkan dengan
Pemberdayaan (empowcerment) raKyat'/banyak’ atag unit-unit usaha kecil, agaknya
dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan dan kenyataan dari perkembangan segelintir
unit usaha besar, tertitama konglomerat;yangdipaiidang demikian mtidah berkembang,
dengan segala fasilitas yang diperolehnya. Sementara disisi lain, unit usaha kecil dan
menengah, yang merupakan komponen utaia=ekonomi rakyat, ternyata lebih memiliki
daya tahan terhadap guncangan krisis ekonomi.?

Tata aturan lyang! [diperlukan foleh famantsia” itk S mewujudkan  untuk
mewujudkan kemakmuran bersama dapat diimplementasikan secara efektif jika semua
pihak bersedia untuk menerima dan menaatinya. Baik penerimaan maupun ketaatan
kepada aturan prilaku akan cenderung menjadi sangat baik bila aturan prilaku itu
memiliki landasan syariah, mengingat syariah mendorong kerja sama dan mengurangi
perbedaan-perbedaan  dan  sekaligus sebagai perekat dalam mempertahankan

kebersamaan kelompok besar, 2

> Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi Dan Pemerataan. (Jakarta: LP3ES, 1983). hlin 3.
* Ibid. hlm 3.

* Jusmaliani, Dkk. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, (Y ogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hilm 20.
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Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak terlepas dari upaya untuk memberdayakan
masyarakat secara keseluruhan, Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat
dari tiga sisi.”8 Yaitu :

a. Menciptakan suasana atau lklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (Enabling). Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat
dikembangkan dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran
untuk membangun daya yang dimiliki. Tujuannya adalah memandirikan masyarakat
dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kea rah kehidupan yang lebih
baik secara berkesinambungan. '

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki Masyarakat (Empowering). Penguatan
ini memerlukan langkah-langkah nyata, antara lain menyangkut penyediaan berbagai
masukan serta pembukaan [akses ~kedalam' berbagai peluang. Pemberdayaan ini
meliputi upaya pokok seperti‘peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan
serta akses ke dalam sumbert§umber kemajuan(ekonomi seperti Modal, Teknologi,
Informasi, lapangan Kerja dail PasafaSeérta penmibaharuan Instritusi-Institusi sosial
dan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pembangunan.

¢. Memberdayakan juga mengandung.arti melindungi. Melindungi harus dilihat sebagai
upaya untuk mencegah teijadinya ~persaingan yang tidak seimbang serta
kemungkinan terjadina eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan kata lain,
pemberdayaan \njasydrakat hafs=mengejawantah-kKev dalam @Toses perencanaan
pembangunairfiasional.

2. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi\Perspektif Ekonomi Islam
a. Tinjauan Umum Tentang Peran
Peran berkaitan dengan Individu-atau “kelompok\dalam usahanya untuk
menjalani fungsi utamanya, mengenai arti peran dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa peran merupakan bagian dari tugas utama
yang dilaksanakan.?’
Menurut Soekanto, Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan

* Abdul Majid Baihaqi A. Rasyid., Paradigma Baru Ekonomi Keralyatan Sistem Svari‘ah -Perjalanan
Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia. (Jakarta: PINBUK,2000), hlm 76.

7 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, [989), him 667.
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kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.® Peran juga dapat dikatakan

sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.”® Dari batasan-batasan

di atas maka disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan

individu atau kelompok di dalam melakukan hak-haknya dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam keluarga dan lingkungan
masyarakatnya.

Dengan demikian di dalam peran terdapat dua macam harapan yaitu :

1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap peran atau kewajiban-kewajiban
dari pemegang peran.

2) Harapan-Harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau
terhadap orang-orang yafig berhubungan “dengannya dalam menjalankan
kewajiban-kewajibannyal

b. Peran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam

Adanya peran pemerifitah. dalam  pembangunan ekonomi suatu negara
merupakan suatu yang tidak“diperdebatkan dalam teori-teori ataupun khazanah
pemikiran ekonomi. Melalui|berbagai/kebijakanyyang terkait dengan sektor publik,
pemintah mempunyai peranan-pentingdaltam/mendorong pertumbuhan ekonomi.™

Peran Pemerintah daldm~bidang~"perekonomian sangat penting untuk
kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebuthan
primer maupun ‘kebutuhan/ sekunder~dalantyperekonomian,_Mengenai peran
pemerintah sebatas dalam mepeptukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
dalam pembangunan perekonomian..akan \dapat’ mendorong pertumbuhan dan
kesepakatan kerja,dan mengatasipengentasankemiskinan.’}

Negara merupakanssalah'satu bagian=yang sangat‘penting dari sistem Islam,
karena tanpa Negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan utuh. Tanpa
negara, Islam tidak dapat mencapai tujuan hakikinya, yakni menjadi agama yang
rahmatan lil alamin atau agama yang memberikan rahmat kepada seluruh bumi

beserta isinya. Karena tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk

* Soekanto, Dikutip dari /Avp.//kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip pada tanggal 27 Maret 2017,
pukul 9.30 WIB,

** Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengatur, (Jakarta: Raja Grafindo Pres, 2002), hlm 46.

* James,Post dkk, Business and Sociery - Corporate Strategy. Public Policy, Ethics, (New York.
McGraw-Hill Inc 1996). hlm 209-210.

* Ibid.. him 34-36.
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memberikan Maslahali kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Mashlahah
ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada
kemakmuran di dunia dan akhirat. Dengan demikian, pemerintahan negara Islam
harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual. Sehingga jika
orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh
anggota masyarakat.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dan
diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun sesamma masyarakat. Prinsip
keadilan ini yang harus diperankan secara utuh oleh negara terhadap masyarakat
meliputi segala sektor kehidupan, mulai agama, pendidikan, kesehatan, hukum,
politik, hingga ekonomi.’’ Kemudian—secara_tegas, Allah SWT menerangkan
perintah untuk berlaku adil/dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni
perbuatan keji dan permusuhan akan tetjadi dicantara masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl (16): 90 :

= T RTINSt T2 1 374 T - 7 uz-—s’-_
‘\_;...“J{b;...]b ;M!&&.&,\JJ‘JI T (gSL.J_bg_..«}-?b L’_‘..L:JL‘»Jabd.Ul u!

SCH, OPRENY

“Sesungguhnyq Allah menyuruh_(kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan.
memberi \kepada “kaumy kerabat, | dan «dllahl melarang, darid) perbuatan keji,
kemungkaran dan permuswhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran=QS=An-Nahl(16): 90

Dalam ‘bidang “ekonomisy negara “harus ‘menjamin dan memastikan bahwa
setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan
memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan
dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal,
kesehatan, pakaian, ibadah dan pendidikan,**

Sehingga kebijakan Ekonomi Politik diarakan untuk melayani kepentingan

individu dan umum sekaligus. Model ini menfokuskan kepada keseimbangan, dan

hln 50.

*2 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis Dan Sejarah, (Jakarta, Kencana,2012),

* Ibid.. 52.
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harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga
melayani kesejahteraan materil dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik
Islam yang dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurusi dan
melayani umat. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah figh :

M dodall bye Sy o sl s
“Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnva harus senantiasa mengacu

»

kepada kemashlahatan.”

Mengingat betapa pentingnya peran Negara dalam Islam, baik dalam hal
fungsi dan teritorial, sehingga Nurul Huda Dkk dalam bukunya keuangan publik
Islam kemudian mengklasifikasikan secara garis besar fungsi Negara dalam
mengelola sektor ekonomi dan kepentingan publikl Diantaranya sebagai berikut:

I) Fungsi Alokasi Negara

Pada hakikatnya,"di dalam Kensep Islam, fungsi alokasi ini harus dapat
dijalankan oleh tiga elemen utama dalam perekonomian, yakni pasar, Negara,
dan organisasi Negara.'Ketiganyasaling-bérinteraksi didalam suatu negara
perekonomian, dan mendofongf tetjadinya(transfer antar elemen schingga
keadilan dan keseimbangan perekonomian.

Pasar merupakan negara yang memiliki motif untuk meraih profit dari
aktivitas yang nierekavlakukan, Sektor inibiasanya dikendalikan oleh kalangan
negara dan pelaku usahasbaik kecil, menengahhingga besar. Meskipun negara
ini berorientasi kepada“profitenaniun hal ity bukanlah suatu hal yang buruk.
Profit merupakan bentuk penghargaan=yangrlayak diberikan oleh masyarakat
umum kepada”pasar-katrena“Kesediannya-untuk menyediakan barang dan jasa
yang butuhkan oleh negara.

Negara merupakan elemen di dalam Negara ekonomi yang
menjalankan aktivitasnnya semata-mata untuk tujuan kemaslahatan negara
yang diridhoi Allah SWT dan kalaupun mencari profit, hal itu semata-mata
hanya untuk menjaga sustainabilitas dari aktivitas mereka. Sehingga negara

memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap pembangunan umat dan

* Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-suyuti, Asbah wa an Nazair fi al-fury’,(semarang:
Maktabah usaha keluarga, t.th), hlin 83,

* Faridi FR, Theory Of Fiscal Policy In an Islamic State, ).Res. Islamic Econs. King Abdul Aziz
University Jeddah, Vol.l. No.l pp. 15-30, 1983.
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negara. Dampak yang terasa bagi kemajuan negara adalah adanya lembaga
pendidikan, lembaga kesehatan untuk masyarakat miskin, dan masih banyak
contoh lainnya. Lembaga-lembaga tersebut terkesan negara sama dengan
lembaga negara swasta, namun kenyataannya, lembaga tersebut bergerak untuk
membangun kehidupan negara yang lebih baik dan memperkuat ketakwaan
masyarakat Islam.*

Dalam rangka untuk mengalokasikan sumber daya negara di antara
anggota masyarakat, maka ketiga elemen di atas (negara, pasar, dan lembaga)
melakukan integrasi tindakan sehingga ketiganya memiliki agenda yang
komprehensif untuk mengelola negara.

Lalu bagaimana—peranan—negara, yang lebih dominan dalam
mengendalikan negara,cterhadap proses alokasi sumber daya tersebut. Tugas
negara adalah untuk| mengawasi 'dan metegulasi, baik negara itu sendiri
maupun negara dan pasat. Jika kita mérujuk kepada peranan negara pada masa
Rasulullah dan masa| khalifshan® hinggarpada masa kejayaan Islam, maka
Negara memiliki peranan sebagai régulatorinelalui satu lembaga yang bernama
Al-Hisbah.

Dalam Islam Negara)Memiliki-hak/untuk ikut campur dalam kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi
kegiatan liniwmaupun Amtuk, mengatur. atau“melakSanakan, beberapa macam
kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.*’

Keterlibatan negara dalamskegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu
sangat kurang karena masih sederhananya Kegiatan ekonomi akibat
kemelaratan lingkungan tempat Islam-timbul=Selaid disebabkan pula oleh daya
kontrol spritiual dan kemantapan kaum muslimin pada masa-masa permulaan
yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah
syariah dan berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan
kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam
kegiatan ekonomi.

Beberapa cara penerapan yang berhubungan dengan campur tangan

negara terhadap urusan ekonomi rakyat dapat ditemukan beberapa contoh

* Nurul Huda Dkk, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah. (Jakarta, Kencanan

Prenada Media Group, 2012), hlin 55.

7 Ahmad Muhammad Al-Asal, Annizamul Fil Islam Mabahdiuhu Wahdafuhu. Terj. Sistem Prinsip, Dan
Tujuan Ekonomi Islam. Imam Saepudin. (Bandung: Pustaka Setia: 1999), hlm, 101-103.
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berikut ini, salah satunya adalah ikut campumya pemerintah dalam
mengembalikan distribusi kekayaan untuk mewujudkan perintah ekonomi di
antara individu-individu dalam masyarakat.

Sebagai contoh intervensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri
dan juga para Khulafaur Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan
pasokan/penawaran. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur
jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh umar bin khattab
ketika mengimpor gandum dari mesir untuk mengendalikan harga gandum di
Madinah. Selain itu, intervensi pasokan, dilakukan dengan pengawasan pasar,
dan menindak pihak-pihak yang bermain curang di pasar.™®

Khusus dalam Kegiatan-ekonomi-Al-qur’an memberikan aturan-aturan
dasar supaya transaksi konomi tidak sampai melanggar normaretika. Lebih
lanjut intervensi yang| dilakukan pemerintah pada hakikatnya untuk menjaga
agar kegiatan perekononianiberorientasi keadilan dan kemakmuran umat.”

Sebagaimana firman Allah Swt '

T T ARSI A T S T s
oo iy KT e G DRIl oy AT ) 0,80 1 RS Sy

“Dan ‘hendaklah ladaNdi antaralkamu segolongan dimat yang menyeru kepada
kebajikan, menyurul kepada yangana'ruyf dan mencegah dari yang munkar,

merekalah orang-orangyang-berintung” (QS Ali Imran: 104).

Sehingga ‘dapat disimpulkan agenda utama yang ingin dicapai dari
fungsi alokasi yang dijalankan oleh negara ini adalah untuk memastikan bahwa
seluruh sumber daya yang ada di dalam kekuasaan suatu negara dapat
dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Ujung dari pelaksanaan fungsi alokasi
ini adalah tercapainya tingkat produksi barang dan jasa yang optimal, sehingga
masyarakat secara rata-rata dapat hidup di atas kebutuhan dasar minimum atau
lebih. Dengan termanfaatkannya seluruh sumber daya di satu negara secara adil

dan efisien serta hasil yang optimal, maka secara teoritis diharapkan dapat

* Jusinaliani, Dkk, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. (Y ogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm 39.

‘WM 1

d Ridwan, Manajemen Bairul Maal wa Tanwil (BMT), Yogyakarta: Ull Press,2004), hlin 54.
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mendorong negara tersebut untuk menjadi negara yang makmur sehinga
membantu umat atau negara muslim lainnya untuk mencukupi segala
kebutuhannya.*

2) Fungsi Distribusi

Peran negara di dalam mengelola sektor publik, tidak berhenti sampai
dalam pelaksanaan fungsi alokasi saja. Namun negara juga memiliki peranan untuk
menjamin bahwa setiap anggota masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang
adil. Jika di dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi
sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, maka dengan
fungsi distribusi ini, negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat
dapat menikmati hasil-hasil dari_pembangunan_berupa tercukupinya kebutuhan
hidup minimum.*!

Secara material, tujuan; utamaddaripfungsi-distribusi yang dijalankan oleh
negara adalah untuk menghapts tegjadinya_konséntrasi kekayaan dan eksploitasi
oleh segelintir atau segolongail! masyarakat saja.-Jika sumber daya ekonomi di
ekploitasi lalu terkonsentrasi ditangan segolongan‘orang tertentu saja, maka negara
harus melakukan intervensi supaya-kekayaamtersebut dapat didistribusikan kepada
orang lain.

Bahkan, Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan
sumber daya didistiibusikan /é&pada Forangdorang “vang snembituhkan seperti
tertuang dalamQS. A/-Hasr (59):7 berikut ini:

..Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang=Kaya saja di antara

kamu....

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayan, negara dapat
melakukannya dengan intervensi langsung ataupun melalui regulasi. Sehingga
dengan adanya intervensi tersebut diharapkan segala kebutuhan-kebutuban

masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, adil dan merata.

* Nurul Huda DKk, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah, (Jakarta, Kencanan
Prenada Media Group, 2012), hlm 62.

* Ibid.. him 62.
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Barang-batang umum yang memberian manfaat bagi seluruh warga
masyarakat harus dipenuhi oleh negara dan tersedia secara gratis. Bukan hanya itu,
terpenuhinya kebutuhan dasar seperti : makanan, pakaian, tempat bernaung,
pendidikan, dan lain sebagainya, juga dipandang sebagai tujuan utama negara.
Disamping itu, negara juga harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi
perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-mawardi berpendapat ** Jika
hidup dikota menjadi tidak mungkin karena tidak berfungsinya fasilitas sumber air
minum (mata air) atau rusaknya tembok kota, maka negara bertanggung jawab
atas perbaikannya (dari sumber-sumbernya sendiri) dan jika negara tidak memiliki
dana ia harus menemukan jalan untuk memperoleh dana tersebut”.”

Dari pendapat yang~dikemukan oleln Al-Mawardi diatas menunjukkan
bahwa tugas utama dari/ seorang pemérintahan adalah untuk melayani
masyarakatnya. Sehingga melayani masyarakat tmum menjadi tugas pokok yang
harus dilakukan sebagai nmegara."Mawardi lebih jauh berpendapat bahwa jenis
layanan itu dianggap sebagai kewajiban sosial. Ini berarti bahwa penyediaan
barang-barang umum tersebut bersandar padasmasyarakat umum. Karena individu-
individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu, maka negara wajib
mengatur dan membiayai pentbelinjaan/yang dibutuhkan oleh layanan tersebut.®

Sehingga dari sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan
sumber daya dengan cara yang=lain=misaliiya melaluifpembanigunan infrastruktur
yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmatinya secara adil dan
merata. Karena pengangguran, kelangkaan/barang, inflasi merupakan beberapa
kriteria di mana proses distribusi pada_suatu negara sedang memburuk. Sehingga
tidak semua lapisan [masyarakat | dapat_menikmati/tingkat kesejahteraan dan
kelayakan hidup yang adil, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
pun sangat sulit.

Dengan demikian, jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah
menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam ekonomi, yaitu keadilan
sosial-ckonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat.*

3) Fungsi Stabilisasi

* Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthanivyah , Wal Wilayat al-. Dinivyah, (Kairo: Mustafa al-babi al-halabi.
1973), hlin 245,

2 Ibid.

“M.Umer Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta:Tazkia Institute,2000), hlm 29.
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Fungsi stabilitas merupakan suatu kondisi sosial-ekonomi yang memiliki
risiko minimal sehingga manusia memiliki kepastian harapan terhadap
pertumbuhan dan utilisasi sumber daya ekonomi serta keharmonisan interaksi
sosial yang dinamis baik untuk hari ini maupun masa depan, sedangkan
ketidakpastian sepenuhnya merupakan hak Allah SWT.* Target dari stabilitas
sosial adalah terciptanya interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis dan
harmonis, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan sosial yang kuat
secara spiritual, sejahtera, dan adil.

Tujuan dari sebuah stabilitas dalam sebuah ekonomi adalah terciptanya
keadilan ekonomi yang dijalankan dengan sistem Islam, sehingga pertumbuhan
ekonomi dan kesempatan kerja-penulrbukammerupakan tujuan melainkan sebagai
sarana untuk menciptakan distribusi ekonomizyang adil. Oleh karena itu, stabilitas
ekonomi merupakan sebuah indiKator yang harus dicapai agar distribusi ekonomi
dapat dijalankan dengan adit.

Pada prinsipnya,| 'untuk menjaga sfabilitas perekonomian yang harus
dikendalikan oleh negara|ddalah jumlah pasckan barang dan jasa di pasaran. Baik
melalui kebijakan produksi maupun perdagangan impor-ekspor. Jika pasokan
barang dan jasa sudah berada-padalevel-amaruntuk jangka pendek maupun jangka
panjang, maka nilai mata uang dan stabilitas harga dapat dikendalikan relatif
mudah.*S

Dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian, negara juga dapat
menggunakan anggaranaya, [baik dan’sisi\pengeluatan maupun penerimaan.
Dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tepat, negara dapat melakukan
intervensi pasar guna_inemastikan stabilitas.hadit=di, dalam perekonomian.
Intervensi ini tentunya bukan dalam bentuk harga melainkan pada tingkat pasokan
barang dan jasa. Baik melalui operasi pasar maupun stimulant investasi, yang
penting akan membawa dampak pada jumlak pasokan barang dan jasa di
Masyarakat. Dan yang terpenting juga dalam menjaga stabilitas perekonomian
yaitu memperhatikan prilaku pasar. Negara dalam hal ini harus mengatur dan
mendidik pasar sedemikian rupa, sehingga pasar tidak lagi dipenuhi oleh oknum-

oknum yang curang dan spekulatif dalam melakukan kegiatan perekonomian.

* Nurul Huda Dkk. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah. (Jakarta, Kencanan
Prenada Media Group, 2012), him 69.

% Ibid., hlm 72,
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Karena pemerintah tidak akan bisa melakukan fungsinya dengan baik apabila di
dalam pasar masih terdapat oknum yang sering memanfaatkan keadaan pasar untuk
mengeruk keuntungan pribadi.*’?
3. Konsep Masyarakat Perbatasan
a. Karakteristik Wilayah Perbatasan

Secara dcfinisi, Perbatasan Negara adalah wilayah hukum negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan Negara lain, dan batas-batas
wilayahnya ditentukan berdasarkan perundang-perundangan yang berlaku. Definisi
lain, wilayah perbatasan adalah wilayah demografi yang berhadapan dengan negara
tetangga, dimana penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui
hubungan sosiockonomi dafi sosiobudayaidengan cakupan wilayah administratif
tertentu setelah ada kesepakatan negara yang berbatasan,*

Wilayah perbatasan suatu negam merupakan modal utama kedaulatan suatu
negara. Wilayah perbatasait: sering Kali#inéitimbulkan berbagai permasalahan
terkait dengan pengeloalaan”wilayahl Terdapat tiga permasalahan utama dalam
pengelolaan kawasan perbatasan antay negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik
di darat maupun laut, (2) Pengamandir Kawasan.flerbatasan dan (3) Pengembangan
kawasan perbatasan.*’

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat
penting dan stinlegis di swatu negara, Hal, ini diakibatkafrwilayah perbatasan selain
merupakan batas kedaulatan. jjuga merupakan, wilayah yang mencerminkan
halaman depan suatu negara! 'Secara Tetak’ geografis, posisi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRB,terletakydiantara-duarbenua, mempunyai batas wilayah
internasional dengan 10=négara~tetangga=Dikawdsan’perbatasan darat Republik
Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea,
Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan (Archipelagic state),
Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah

(teritorial), batas landas kontinen danbatas Zone Ekonomi Eksklusit (ZEE) dengan

7 Ibid.. him 73.

8 Lufti Muta’ali, Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI. (Yogyakana. Gadjah Mada University Press.
2014). Hlm 44.

* Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2011. Data ini

diperoleh dari 20110701 114743, PolicyRecomendationKALTIMWeb.pdf( , diakses pada tanggal 5 Desember 2016,

pukul 1.40 WIB..
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10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia,Singapura, Vietnam, Filiphina, Palau,
Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste danAustralia. Pada
kawasan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang
jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.*°

Secara umum, perbatasan dipahami sebagai garis demarkasi antara dua
negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau stare 's border
dibentuk dengan lahimya negara. Penduduk yang tinggal di wilayah tertentu
sebelumnya tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal
dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan
dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kemasyarakatnegaraan yang
berbeda.*!

Menurut Martinez., sebagaimana-yang 'dikutip oleh Riwanro Tirtosudarmo
mengkategorikan ada empat tipglperbatasai:

1) Alienated borderland : suatu wilayah petbatasan yang tidak terjadi aktifitas
lintas batas, scbagai akibat “berkecamukiyal perang konflik, dominasi
nasionalisme, kebencian ideplogis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan
dan persaingan etnik.

2) Coexistent borderland : statu-wilayah'perbatasan dimana konflik lintas batas
bias ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul
persoalany yangs, térselesaikam=misalyad Vang«berkaitan @engan masalah
kepemilikarfsumber daya’strategis'di perbatasan.

3) Interdependent borderland.. suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya
secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif lebih
tertata serta petekonomian)yang cenderung-stabil, Penduduk di kedua bagian
perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan
Perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat
yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara

yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.

- Deskripsi Wilayah Perbatasan Dan  Pulau-Pulau  Terluar. Data ini diperoleh dari

http://www penataanruany.net/ta/lapak05/P5/4/Bab2.pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 1.43 WIB.

' Siti Noorehan Mohd Zain, Perbatasan Malaysia Ind ia di Kali tan dan K ikasi Politik.
dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas Isu. Permasalahan dan Pilihan Kebijakan (Graha
Ihnu.Yogyakarta: 2010), hlim 233.
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4) Integrated borderland : suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ckonominya
merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara
dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.*2

b. Permasalahan Kawasan Perbatasan

Pada umumnya wilayah perbatasan termasuk kategori daerah tertinggal
karena berbagai faktor, misalnya lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat
aksesibilitas yang sulit, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat,
tingkat kesejahteraan sosial ckonomi yang relatif masih rendah, serta keterbatasan
sarana dan prasarana.®® Ironisnya, wilayah perbatasan ini merupakan pintu-pintu
masuk (border gates), bila tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan
permasalahan kompleks antafa dua negara yang herbatasan.

Pada sisi lain, perbatasan sering menjadil problem serius dalam hubungan
antar negara. Salah satu masalahl yang sering’ mengemuka dan menyita banyak
perhatian sampai sckarang adalah masalahy batas wilayah. Problem batas wilayah
ini dapat berupa konflik [tapal batas, penyelundupan, pelanggaran lintas batas
(kasus TKI ilegal), terorisme; ilegal logging (pembalakan kayu secara liar) ,ilegal
Fishing. (penangkapan ikan secara/ liar); traffickigg dan masih banyak yang lain.™

Permasalahan mendasarpembangunandi wilayah perbatasan adalah isolasi
wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses
berbagai aspek yang lersedia seperti di daeraldperkotaan=Permasalahan yang tidak
pernah tertangani ini kemudian berdampak tevhadap kegiatan pengembangan
kawasan pada seluruh 'bidang-pembafigunan¥termasuk kualitas Sumber Daya
Manusia (SDMyppendidikan,skesehatang=infrastruktur, ,dan pertanian dalam arti
luas.”® Umumnya permasalabad dacrah=perbatasan/ mencakup berbagai aspek
sepertis

Pertama, aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak negatif.

berbagai insiden di perbatasan, dan pelanggaran wilayah kedaulatan. Masalah-

“Suyatno. Globalisasi. Perbatasan Indonesia Malaysia dan Local Governance, dalam Mengelola
Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu. Permasalahan dan Pitilan Kebijakan. (Graha Ihnu.Yogyakarta:
2010), Hlin 138,

“Mustafa Abu Bakar. Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan
Sebarik, (PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta: 2006) Hlm 127.

# Muhammad Saleh Hairul, Nasionalisme Di Tapal Batas. ( Interpena.Y ogyakarta:2010), $iln 2.
* Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur. 2011. Data ini

dlper()lch dari 20110701114745.PolicyRecomendationKALTIMWeb.pdf , diakses pada tanggal 5 Desember 2016.
pukul 1.40 WIB
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masalah pelanggaran hukum dan sulitnya penegakan hukum di perbatasan menjadi
sulit dikelola, dikontrol dan memerlukan kerjasama antar negara. Demikian pula
dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitasi custom, imigration and
quarantine (CIQ) menjadi tidak optimal dan terkendala, akibatnya terjadi berbagai
kegiatan ilegal lintas batas.

Kedua, aspek ekonomi. Penataan ruang disusun belum pro-rakyat, pro-
poor, dan pro-perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti itu
berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini,
yaitu seperti: (a) sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik
transportasi,komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesenjangan
pembangunan baik di dalam __negerimaupun_dengan negara tetangga; (b)
ketersediaan prasarana dan sarana berkenaan dengan wilayah dan fasilitas sosial
ekonomi masih sangat kurang|memadais (¢hangka-kemiskinan yang tinggi dengan
jumlah keluarga yang pra-sejahtera, yangatinggi | pula jadi fenomena wmum
masyarakat perbatasan, dan; “(d) terisolasinyamasyarakat perbatasan akibat
rendahnya aksesibilitas kawasai perbatasafi menuju pusat pertumbuhan dan pasar,
baik melalui jalur darat, laut, maupun-tidara:

Ketiga, Pembangunan di kawasan perbatasan sangat erat berkaitan dengan
masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan rakyat, perlindungan
kepentingan ihasyarakat petbatasan,yang masih.tertinggal’dan\kufang terurus, serta
lingkungan hidup. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan
kawasan perbatasan yang selamal ini tefjadi masih) dianggap sebagai masalah
defence-security dan law enforcement. Padahal di era damai dewasa ini
permasalahan lebihimenyangkut masalah prosperity,sociallsecurity dan kesetaraan
terhadap akses perekonomian yang kurang perhatian, Cara pandang tersebut jelas
harus diubah oleh pemerintah Indonesia agar ada acuan yang jelas dalam proses
menyelesaikan penetapan batas-batas internasional dengan 10 negara, dan
pengelolaan kawasan perbatasan hingga terwujudnya perbatasan sebagai beranda
depan negara. Keempat, aspek sosial-budaya. Kualitas SDM yang relatif rendah
membuat nilai keunggulan kompetitif masyarakat perbatasan khususnya di Provinsi
Kalimantan Utara berakibat pada kendala dalam pengembangan ekonomi di
kawasan perbatasan.

Kemudian, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan pada awalnya

hanya menjadi salah satu isu sensitif yang berkaitan dengan pertahanan dan politik,
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utamanya berkaitan dengan berkelanjutan kerja sama atau ketegangan bilateral
antara dua negara yang memiliki kawasan perbatasan yang bersinggungan. Namun
kini, permasalahan tersebut berkembang menjadi permasalahan multilateral hingga
international. Ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan dapat dibagi ke
dalam empat bagian, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi. Jika
mengacu pada teori yang dikemukakan Jones, terdapat tiga isu utama yang
kemudian muncul dalam masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia,
yaitu®® :
1) Masalah Yang berkaitan dengan penetapan garis batas meliputi alokasi,
delimitasi, dan demarkasi, baik di darat maupun di laut.
2) Masalah pengamanan kawaSan perbatasan.
3) Masalah pengembangan Kawasan Perbatasan:
4. Ekonomi Politik Islam
a, Pengertian Ekonomi Politik
Ekonomi politik adalal¥ tujuan yang ingin |di capai dari pelaksaan suatu
program atau kebijakan untuk ‘mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan
hidup manusia dalam bidang’ ckonomi.” Dan-kemudian Ekonomi politik Islam
adalah penerapan beberapa kebijakan—yang ~dilaksanakan oleh Negara untuk
menjamin tercapajnya pemenuhan semua kebutuhan pokok (Primer) sctiap individu
masyarakat ‘secarg Keseluruhan,_disertaijaminap-jaminan=yang_nemungkinkan
setiap individu untuk memenubi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan
tersier).”’

Perjalanan ckonomigpelitik.dalam sejarahnya=menimbulkan berbagai macam
perdebatan. Scbagian mazhab meriolak akanhadirnya‘konsep ekonomi poltik, dan
sebagian lainya mendukung. Karya yang dihasilkan oleh karl Max (2007)
mengandung beberapa komentar terhadap konsep ckonomi politik. Karl max
berpendapat bahwa konsep ekonomi politik dalam suasana pekerjaan,
perdagangan maupun perindustrian akan hanya memberikan keuntungkan kepada

kelompok tertentu saja.*®

¢ Lufli Muta’ali, Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI. (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
2014), Him 10.

" M.Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam.( Jakarta, Raja Grafindo Persada : 2007),hln 285-286.

* James A. Caporaso & David P.Levine, Teori-Teori Ekonomi Poitik. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2015). hlm 72.
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Selain itu, adam smith juga berpendapat bahwa konsep pasar yang bebas
atau yang biasa disebut Lassiez-Faire Lebih adil dan baik berbanding konsep
komunisme yang diperkenalkan karl max. pandangan ini yang kemudian
mendapat kritikan oleh golongan sosialisme dan komunisme.>’

M.Umar Chapra®® didalam bukunya juga ikut berkomentar dan menolak
kedua-dua pandangan yang diungkapkan oleh Karl Max dan Adam Smith dengan
mengatakan bahwa kedua sistem yaitu sistem sosialis dan kapitalis sebenarnya
tidak memberikan prestasi yang baik didalam perkembangan ckonomi politik
dunia. Buktinya sistem tersebut telah menimbulkan kebencian masyarakat
khususnya umat islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti
adanya penggunaan Riba yang dirasakan sangat membebankan masyarakat.

Kemunculan ilmy ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa
tanggung jawab dari Negara (pemefintah) dalam kaitannya terhadap permasalahan
negara. Perdebatan ini nasing, berlangsung(sampai sekarang dan tetap menjadi
sebuah pertanyaan utanial di “dalami™ilmu_ ekonomi Politik. Apakah negara
bertanggung jawab untuk=menentukan kebuttihan mana yang akan dipenuhi dan
bertanggungjawab untuk menggalang-sumber daya untuk menjamin berhasilnya
pemenuhan itu? pertanyaan-|lainnya’| adalahl/| apakah masalah-masalah seperti
perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraanm dan lain-lain, disediakan oleh
warga negara sendini atau swasta' denigangnienggunakanssumberdaya yang meraka
miliki seniditi ? ataukah kebutthian-kebutulian itu hards dipentilii olch negara 2

b. Pendekatan Ekonomi Politik Dan Politik Ekonomi
Menurut Staniland (1985) dalam deliarmov, pembauran antara ilmu
ekonomi dan ilmunpolitik bisa menghasilkan ‘salah satu\dari dua metode analisis
berikut: (1) Metode analisis Politik Ekonomi (the political theory of
econoimics),yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk
memahami permasalahan-permasalahan ekonomi, dan (2) metode analisis Ekonomi

Politik (the economy theory of economics), yaitu penerapan cara pendekatan yang

* Ibid, 73.

“ M.Umar Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi. Ed. Ke-1. (Kuala Lumpur. Thinker's

Library,1997). hlin 35.

“ James A. Caporaso & David P.Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), hlm vii.
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bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan-permasalahan
politik.*?

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam metode politik-ekonomi, teori politik
dimanfatkan untuk memahami berbagai permasalahan ekonomi, sebab berdasar
teori ekonomi belaka tak mampu menerangkan secara memuaskan bagaimana
prilaku aktor ckonomi dalam menghadapi proses atau pristiwa ekonomi tertentu
sehingga diperluka aspek politik. Berbeda dengan pakar ekonomi murni, pakar
politik ekonomi, tidak berhenti pada analisis dari sekumpulan variable atau
parameter ekonomi pada saat mencoba memahami suatu peristiwa ekonomi, tetapi
juga akan menyelidiki siapa saja aktor yang terlibat yang menyebabkan adanya
perubahan dalam variable tersebut.

Berbeda dengan pendekatan politik ekonomi, pakar ekonomi politik
berusaha menjelaskan bahkan ekongmi politik adalah tindakan-tindakan ekonomi
yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu-pada sdat mereka melakukan aktivitas
politik. Menurut pakar ekononii-politik] dibelakang kegiatan politik aktor tertentu
ada motivasi ekonomi yang mendasarinya.

Sedikt berbeda denganpengelompokkan model-model ekonomi politik oleh
staniland diatas, caporasi & Levine (1993) model-model ekonomi politik
dikelompokkan sesuai “substansi.dan smetedologi”, yang digunakan dalam
anatisis. Jika'dibahas sesuai dengansmetodologisekonomi (sel'l substansi ckonomi
termasuk bidang ekonomi [tradisional ataunekonomil murni yang biasa dipelajari
oleh mahasiswa pada fakuktas“ekoniomi. Hal-hal yang dipelajari biasanya terkait
dengan prilaku agén-agenfeKonortii dalam mengoptimalkan’kesejahteraan masing-
masing dalam setting pasar, teori harga atau efisiensi dalam konsumsi, produksi,
dan alokasi. Begitu juga untuk substansi politik yang dibahas dengan menggunakan
metodologi politik (sel 4) merupakan kajian bidang politik murni yang dipelajari
mahasiswa pad fakultas politik. Yaitu hal yang berkaitan langsung arena politik.

Bagaimana dengan dua sel selebihnya, yaitu sel 2 dan sel 3?. Jika substansi
politik dikaji dengan metodologi ekonomi (s2), yang dikaji adalah pengaplikasian
metode-metode ekonomi dalam hal-hal yang menyangkut politik. Sedangkan jika

substansi ekonomi dikaji dengan metodologi politik (sel3), yang dipelajari dan

% Deliamov, Ekonomi Politik, {Indonesia: Penerbit Erlangga,2000), hlm 15



dibahas adalah pengaplikasian

= 63
ekonomi.®

TABEL 2.3
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metode-metode politik dalam aktivitas-aktivitas

Model-Model Ekonomi Politik dilihat dari metodelogi dan Substansi

Metodologi

Substansi

Ekonomi

Politik

Ekonomi

Sel 17 Pengaplikasian
metodelogirekonomi
dalam/substansi€kohomi

(ekonomii Murni)

Sel 2: Pengaplikasian
metodologi ekonomi

dalam substansi politik

Politik

Sel3:-Pengaplikasian
metodologi politik dalam

substansi ekonomi

Sel 4: Pengaplikasian
Metodologi Politik
dalam substansi Politik

(politik murni)

Sumber : Deliarnov, Ekonomi Pelitik, hlm 16.

Dengan adanya pendekatan inij\dapat' meémbawd_Kita pada ide bahwa
ckonomi politik terlibat dalam ruang, arena, dan subsistem ekonomi dan politik,
kajian ekonomi politik bukan tentan * apa yang terjadi: sewaktu fenomena
ekonomi dan politik bertabrakan, melainkan pengaplikasian penjelasan ekonomi
terhadap proses-proses politik (application of economic reasoning to political
process). Penjelasan ekonomi yang dimaksudkan disini adalah aturan-aturan atau
kaedah-kaedah tentang prilaku berekonomi ( rules of economizing behavior).

Pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang

teori sosial dan keterbelakangan. Menurut corporaso & Levine dalam deliarnov,

% James A. Caporaso & David P.Levine, Teori-Teori

. hlin 62-65.
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pada awalya ckonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai
pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara.” Hal
ini sesuai dengan pemaknaan ekonomi politik pada waktu itu sebagai pengelolaan
masalah-masalah ckonomi negara (political economy referred 1o the management
of economic effairs o the state).

Sehingga bagi ahli ckonomi politik, bahwa segala kegiatan ekonomi,
seperti kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat, tidak terlepas dari konteks politik.
Tegasnya, sistem politik tidak hanya membentuk power relathionship dalam
masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai serta norma-norma yang sedikit
lebih banyak akan menentukan apa dan bagaimana berbagai kegiatan ekonomi
dilaksanakan dalam masyarakat.

Sebagai catatan, walau( kajiar~politik“ekonomi berbeda dengan ekonomi
politik, tetapi dari keduanya istilgh “ekon@mi,politik’ vang lebih sering digunakan.
yang bisa digunakan mewakili)“politik-ekodomi’) maupun “ckonomi-politik™.
Begitu juga dalam pembahasantpembaliasan selanjutnya, kita akan lebih banyak
menggunakan istilah “ekonomi politik™, walau yang /dimaksudkan mungkin tidak
hanya ckonomi-politik, tetapi juga politikéekenomi.

¢. Konsep Ekenomi Politik Islam

Ilmu ckonomi politik Islam pada dasamya berasal dari dua bidang kajian
utama yang bgrbedamamunisalifigiberkaitaisall Samhaldinyal\Y aift bidang politik

Islam dan ckomiomi Islam. Politik Seccara” umum' bermaksud untuk mengurus
kekuasaan dan menyelesaiknfsmasalah seCara kelektif. Dan kekuasaan itu bisa
terjadi dalam berbagai tingkatan. Misalnya seorang ayah merupakan pemimpin
dan memimpin keluarganya, sehingga disini=seorang, ayah dapat menggunakan
kekuasaannya unutk menyelesaikan masalah-masalah  yang terjadi  pada
keluarganya.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa sistem politik Islam merupakan
peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga
kemashlahatan manusia.*® Peraturan ini bisa dipergunakan selagi digunakan untuk
kemajuan dan kepentingan manusia dan selama peraturan ini tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Islam. schingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat

* ibid, il 8..

“*yusuf Qaradhawi, Figh Kenegaraan, (Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islain Malaysia, 2002), Him 58.
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difahami bahwa politik bukan hanya memberi rangsangan kepada partai politik
saja, akan tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan manusia.

Para ulama juga membahas peranan politik dalam arah pembangunan,
dimana politik dapat menggalakkan perkembangan masyarakat menjadi arah yang
lebih sempurna. Oleh sebab itu pemahaman konsep ekonomi politik Islam sangat
penting dilaksanakan agar memastikan dan strategi pelaksanaannya sesuai dengan
kehendak syariat Islam. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan® :

“Islam menyiapkan cara-cara yang sempurna bagi mengatur manusia.
Cara-cara itulah yang dipakai guna mengatur kehidupan politik. Tanpa kuasa
politik, negara tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mengajak orang supaya
melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan, berjihad, menegakkan keadilan,
mendirikan sholat, menolong orang'ydng/teraniaya dan lain-lain.”

Kemudian bidang utamd'yang kédua yangterdapat dalam ekonomi politik
Islam yaitu ekonomi Islam. Ménurut Joni Tainkin bahwa tujuan ekonomi Islam
adalah terciptanya keadilan,| pemilikanharta kekayaan dan nilai-nilai etika.®’
Selanjutnya, penelitian yang i lakukan|oleh Patmawati Ibrahim mengatakan
bahwa dalam ekonomi Islam terdapat instrumient Zakat yang berguna untuk
meningkatkan taraf sosio-ekonioimi|masyarakat. Katena dengan pelaksanaan yang
amanah, dan peningkatan taraf sosio-ekonomi ini mampu memberikan
keseimbangan vafitard] J pembangonanFiskal* dany~pembangtfian rohani.®
Keseimbangan=antara pembangumnan fiskal ‘DaiPembangunan rolidni inilah yang
merupakan inti dari ekonomi_Politik dalam /Islam. dimana bertujuan untuk
menghilangkan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial dan ketidakstabilan
ekonomi.

Lebih lanjut, secara jelas terlihat bahwa ada peran syariah dalam setiap
prilaku manusia, sehingga hal tersebut yang membedakan dengan Ekonomi Politik
Universal (Konvensional). Setidaknya terdapat 2 perbedaan mendasar yang sering
ditemukan, yaitu :

1) Tujuan Akhir

 Ibid, Hlm 23.

 Joni Tamkin, Pemikiran Ekonomi lbn Qayyim Al-Jawjiyyah. Jumal Ushuluddin. Kuala Lumpur.

Bahagian Pengajian Ushuluddin, akademi pengajian Islam Universiti Malaya. Bil. 25 Januari-Jun 2007, Hln 2.

“ patmawati Hj Ibrahim, Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Empirikal Jumnal
Syariah, Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jil. 16, Bil 2, Julai-Disember 2008, Him 3.
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Menurut Syukri Salleh, bahwa setiap aktivitas harus didasari akan niat
untuk mencari keridhoan Allah SWT, dan mardotillah Inilah yang meunjadi
tuyjuan akhir manusia di Dunia, khususnya dalam segala aktivitas
pembangunan-pembangunan harus berdasarkan Syariat agar mendapatkan
pahala.® Hal ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Affandi
Hasan, dimana mengatakan bahwa tujuan akhir dari segala aktivitas manusia
adalah AL-Falah.”

Falah adalah Kemulian dan Kemenangan, yaitu Kemulian dan
kemenangan dalam Hidup. Istilah Falah menurut Islam diambil dari Al-
Qur’an”", yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia,
akhirat, sehingga tidah hdanya-memandang aspek material namun justru lebih
ditekankan pada aspek spiritual.”

Sehingga berdasarkan(pembahasan-diatas, wjuan akhir dari ekonomi
Politik Islam hanya bermuara®™kepada 2 |hal saja, yaitu A/-Falah Dan
Mardhotillah. Dan tujuawini sangat berbeda dengan Ekonomi Politik Universal
yang mana hanya mengutamakan kepada keuntungan, kepuasan, penambahan
dari segi Fisik. Dan melihat segalanya(dasi,sudut kebendaan dan keuntungan
pribadi semata tanpa memperhatikan aspek Tohani.

2) Epistimologi
Perbedaan ‘ekonomi’ politik [Kofvensional dengan=gkenoimi politik islam
juga terdapat dari segi epistimologinya, Bedanya sangat jelas terlihat, dimana
sumber utama Ekonomi [Politik Islam/adalah Betdasarkan A/-Qur'an, Al-Sunnah,
Ijma’, Qiyas. Sedangkan=padasekonomj pelitikeiniversal hanya bersumber pada

. 3
akal manusia semata.”

“ Muhammad Syukri Salleh, 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. (University Sains Malaysia,

Zebra Edition Sdn. Bhd, 2003) hlm 3.

" Mohd Affandi Hassan, The Tawhidic Approach In Management And Public Administration : Consept.
Principles And an alternative Model, (Kuala Lumpur, INTAN, 1992), hlin 56.

™ Istilah Falah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an sebagai Ungkapan atas orang-orang yang
sukses. Misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata Muflihun (QS 3:104. 7:8, 167, 9:88. 23:102, 24:51),
aflah (QS 23:1,91:9).

" Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islain Indonesia Yogyakarta
kerja samna Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hlm 2.

"* Muhammad Syukri Salleh, 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam, (University Sains Malaysia,
Zebra Edition Sdn. Bhd, 2003) hlm 20-21.
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Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik
Mainstream atau Universal hanya berorientasi kepada kebendaan, dan keuntungan
semata, sangat berbeda apa yang diajarkan dalam Islam, akan ada kehidupan
setelah kehidupan di Dunia ini, sehingga manusia harus selalu memperhatikan
aktivitas-aktivitasnya agar selalu diridhoi dan diberkahi Allah SWT. Kemudian
kegagalan dalam menyeimbangkan antara aspek pembangunan material dan
pembangunan rohaniah, maka pada akhirnya akan menimbulkan masalah dan tidak
akan menemukan jalan penyelesaiannya. Karena hanya pemerintah dan ekonomi
yang kemudian dibingkai dalam syariat Islam yang akan mendatangkan
kesejahteraan baik di Dunia maupun di akhirat kelak.

d. Ciri-Ciri Ekonomi Politik

Menurut Shamsul Bahriah |Ku Ahwad, Ekonomi Politik tidak hanya
menyikapi permasalahan ekonoini, akan, tertaprzjuga membahas permasalahan
sosiologis, sains, politik dan sejarah,” Deliamov juga mencirikan bahwa ekonomi
politik ini sebagai pengarahan kepada isu-isusyang berkaitan dengan teori sosial
yang timbul akibat dari pembahasan mendalam antara hubungan ilmu ekonomi dan
ilmu politik.” Begitu menurut pendapat Devas dalam bukunya yang mengatakan
bahwa ciri-ciri ekonomi Politik ‘itu’dapat ‘di,kaji-daldm hubungan antara sains dan
undang-undang ekonomi secara”winum.™“Sejalar dengan pendapat sebelumnya,
Shiviey” juga ikut memberikan pendapatnya berkaitan tentang ciri dari ekonomi
politik, menututnya ekonomi/politik” sebagai,iliful| yang temiasuk dalam bidang
politik, akan tetapi membahas.bagaimana interaksi anatara ekonomi dan negara.
Kata-kata beliau seperti berikuts

“The Subfield Qf.Political Econony, WithinPolitical Science Focuses on how
the state and economy interest”’

Berdasarkan beberapa ciri-ciri yang disampaikan mengenai ekonomi
politik, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik sebagai alat analisis kebijakan

yang menghubungkan interaksi antara ekonomi dan pemerintah dalam memelihara

™ Shamsulbahriah Ku Ahinad, Pengantar Ekonomi Politik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1990), hlm 4.

7 Deliarnov, Ekonomi Politik. (Indonesia: Penerbit Erlangga,2006), him 10.

76

Devas C.S, Political Economy, (Bibliobazaar, LLC, 2009), hlm 25.

7 Shively, W.P, Power And Choice An Introduction To Political Science. Ed. Ke-12. (Mc Graw Hill
International Edition, 2011), him 8.
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negara demi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dan ckonomi politik
mencakupi bidang sains politik, meliputi ilmu sosial, budaya, hukum dan psikologi.

Dalam Islam, ciri-ciri ¢konomi politik Islam sangat jauh berbeda dengan
ekonomi politik Universal. Menurut Muhammad Syukri Salleh ™ perbedaan
tersebut terletak dari pada aspek espistimologinya, dimana ekonomi politik
konvensional berafiliasi kepada pemikiran barat, sedangkan ekonomi politik Islam
bersumber dan berakar dari empat sumber utama yaitu Al-Qur’an, Hadisth, Ijma’,
dan Qiyas Ulama. Dan ke-empat sumber utama inilah yang memberikan pedoman
bagaimana pembangunan dalam Islam secara hakiki.

Kemudian apabila ckonomi Politik ini dilihat dari segi pembangunan
sumber manusia, maka ckgnomiSpolitik\memptinyai persamaan dengan ekonomi
politik Islam. Persamaan terfetak pada, konteks jpembangunan manusia dari segi
tanggungjawab pemerintahl dalam ‘mengurus peymasalahan pembangunan manusia.
Lebih lanjut dijelaskan olel; Almad Erani Yustika, Negara wajib mengemban
peran etis (etika) untuk mengelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang
menjadi bagian dari tanggungjawabunyas”

Maksud etis diatas adalali bukan sekedarSuatu pemikiran sistematis tentang
moral, akan tetapi lebih kepada pemahaman yang harus selalu ditanyakan secara
kritis dan_mendasay; terhadap.segala=hal yang dipergunakan=masyarakat untuk
mengetahuiws bagaimana¥ pemerintah™ “(Negara) 4séhaniSmya  menjalankan
kehidupannya sebagai pelayan masyarakat A Sehiingga dari kacamata ekonomi
Politik jelas bahwa ‘perdn "ficgafa sangat’ penting dalam meningkatkan
pembangunan suiity, |pefadaban.\Sehingga_setiap’ progfam dan kebijakan yang
dilakukan harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara : apakah
memang program yang bersangkutan memberikan dampak yang baik terhadap
pembangunan atau tidak.

Dalam perguliran pemikiran ekonomi politk, secara konservatif terdapat
beberapa argument-argumen yang muncul berkenaan pentingnya peran negara
untuk melindungi  setiap pelaku  ekonomi. Mazhab neoklasik, misalnya,
mengizinkan peran negara dalam perckonomian jika terdapat kasus eksternalitas

(externality) Barang-barang publik (Public Goods).dalam kasus ini misalnya

™ Mohd Syukri Sallch, 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Istam. (Universitas Sains Malaysia: Zebra
Edition Sdn.Bhd, 2003). him 20-21.

™ Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik Kajian Teoritis Analisis Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2014), hlm vii.
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operasi perusahaan yang menimbulkan pencemaran air sehingga merugikan
masyarakat sekitarnya, disini peran negara dituntut untuk dapat membuat sebuah
regulasi agar perusahaan tersebut ditindak atau masyarakat diberi ganti rugi.*

¢. Prinsip-Prinsip Ekonomi Politik Islam

Pembangunan dengan pemahaman ekonomi politik Islam sangat penting
peranannya dalam memastikan ide dan strategi pelaksanaannya selaras dengan
aturan dan kehendak syariat Islam. Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan: *!

“Islam menyiapkan cara-cara yang sempurna bagi mengatur manusia. Cara-
cara itulah yang dipakai untuk mengatur kehidupan poitik. Tanpa kekuasaan
politik negara kita tidak dapat melaksanakan kewajiban mengajak orang agar
melakukan kebaikan dan mencegak kejahatan, berjihad, menegakkan keadilan,
mendirikan sholat, menolong orang yang teraniaya dan lain-lain”

Hasilnya, kemajuan Imasyarakat dapat berkembang apabila timbulnya
pelaksanaan ke arah kesejahteraan politik dan‘kestabilan ekonomi yang mengikuti
garis panduan yang telah ditetapkan-oleh Islamoleh sebab itulah, pelaksanaan
ekonomi politik Islam ini | penting |untuk membina masyarakat di bawah
pelaksanaan syariat Islam. Dengan®demikian,—pelaksanaan ekonomi kearah
keseimbangan pembangunan 'masyarakat dari( segi material dan rohani sangat
penting untuk mengatasi timbulnya permasalahan sosial. Oleh karena itu, Tujuan
pembangunari ISlam, pada hakikatiiya memmpunyai T duaAtujuan” dasar, yaitu
Mardhatillah da0 Al-falah, dan keda perkara inilah yang menjadi inti dari ciri-ciri
ekonomi politik Islam.

Demi memudahkan pemahaman ringkas berkaitan konsep ekonomi politik
[slam, berikut kerangka konseptual terkini berkaitansekonomi politik Islam yang

dihimpun dari beberapa karya dan kajian yang berkaitan.

X

James A. Caporaso & David P. Levine, Theories Of Political Economy. (Cambridge: Cambridge
University Press,1992). hlm 91,

¥ yusuf Qaradhawi, Figh Kenegaraan, (Kuala Lumpur, Angkatan Belia Islam Malaysia, 2002). Hln 46.
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1. Merealisasikan Nilai
Akhlak dan Rohani

2. Jaminan Terhadap
Masyarakat

3. Adil dan Saksama
4. Menjamin Hak dan
Peluang yang Sama
S. pengawasan pasar
dari Penipuan.

6. Membasmi Riba

7. Melaksanakan
kebijakan Kerja dan
Upah

{Sarimah Hanim,
2005:20-27)

N MI\

1. Berasaskan Syariat
Allah

2.Keadilan Sosial

3. Hak Kesetaraan

4. Menjauhi
Kemudaratan

5. Membasmi Kejahilan
Masyarakat Terhadap
limu Agama

6. Memperjuangkan
Nasib Golongan Lemah
dan Dizalimi

7. Figh Awwlawiyat,
Muwazzanat dil.

-

-~

=7

~

1. Penegakkan Akidah,
Syariah dan Akhlak

2. Amar Makruf Nahi
Mungkar

3. Menjaga Keamanan
Rakyat

4. Membasmi Penindasan
dan Kezaliman

5. Mengakui Kuasa Mutlak
Allah

7. Merujuk Masalah
Kepada Ahl Halli Wal ‘Aqdi
atau Syura

8. Menginsafi
Tanggungjawab Sebagat
Khalifah|dan Hamba Allah
9. Figh Wagi’

Coment )

-

CIRI-CIRI

1. Pembangunan
Sosiopolitik

2. Pembangunan
sosioekonomi

3. Keseimbangan
Pembangunan
Masyarakat

4. Xepentingan
umum

5. Pengurusan
Sumber Manusia
(Mahd Syakir,
2010:51)

EKONOMI
POLITIK
ISLAM

ERINSIP-PRINSIP
1. Menekankan, Konsep
Keadilan Damkebajikan
2. Amar Makruf'Nahi
Mungkar.

3. Berdasarkan konsep
“Ubudiyah dan Uluhiyah
4. Tanggungjawab
sebagai khalifah dan
Hamba Allah s.w.t.

5, Syura

{Mohd Syakir, 2010:51}

N

1-Menjaga K

MAQASID SYAR'IAH

darMelaksanakan
Undang-undang

2. Menyelenggara
Pendidikan
3nMempersiapkan
Kekuatan Ketenteraan
4. Memelihara
Kesihatan

5. Memelihara
Kepentingan Umum

6. Mengembangkan
Kekayaan dan
Memelihara BaitulMal
7. Mengukuhkan Akhlak
8. Menyebarkan
Dakwah

(M. Abdul Qadir Abu
Faris, 2011:31)

h 4

DILAKSANAK
AN OLEH
KEPIMPINAN
ISLAM DI
BAWAH
NEGARA
IStAM
BERSISTEM
KAN [SLAM
(Yusof Al-

1

]

+

KONSEP PEMBANGUNAN (PENGISLAHAN) UMMAH

{Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005)

1

MATLAMAT AKHIR MARDHATILLAH (Muhammad Syukri Salleh, 2003)

Kerangka Konseptual Ekonomi Politik Islam
Sumber : Mohd Syakr Mohd Rosdi, Ekonomi Politik Islam Teori Dan Falsafah, 2014:156.

Qaradhawi,
2002)

-
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Gambar 2.1 menunjukkan kerangka konseptual berkaitan ekonomi politik

Islam, kerangka konsep ekonomi politik Islam mencakupi ciri-ciri dan pelaksanaan

yang berpedoman kepada Al-Qur'an Dan Hadist. Pelaksanaan ini bertujan

memperkokoh pembangunan ummah. Ekonomi politik ini dilaksanakan
berdasarkan konsep pengislahan ummah yang bertujuan kepada Mardhatillah
untuk memperoleh al-firlah, yaitu keuntungan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, konsep terbagi kedalam empat bagian,
yaitu :

1) Al-Quran Dan Hadist Menjadi asas utama rujukan konsep ekonomi politik.
Yang menjadi batasan-batasan agar tetappada koridor syariat dan tidak keluar
dari apa yang diajarkan dalam Islam,

2) Ekonomi Politik Islam meyupakan gabungan dari tiga maksud falsafah, yaitu
falsafah sosiologi Islam, Ekonomidlslam, dafi-Politik Islam. Oleh karena itu,
bidang ini merupakan periibahasan yang Komprehensif dan holistic serta
memperihatkan akan pembahasaniyang jauh imendalam dari ketiga falsafah
tersebut.

3) Ciri-ciri dan pelaksanaan!ekonomi“Politik_Islam merupakan hasil Penelitian
terhadap beberapa karya yang berkaitan!|:Hal/ini penting bagi membedakan
antara ekonomi politik Konvensoional dengan ekonomi politik Islan.

4) Konsep [Pengisialian\, Umimali™ merupdkan || péimbartan €ddn perubahan
masyarakat“yang dilihat” dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Perubahan
tersebut adalah dalam lingkungan syariat Islam gang bertujuan kepada Ridho
Allah SWT.

Lebih lanjut, besdasarkan kenangka tersebuti=terdapat\prinsip-prinsip dasar
ckonomi Politik Islam yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1) Memastian Keperluan Hidup Masyarakat dipenuhi.

2) Hak Keseluruhan Masyarakat dilaksanakan dengan adil dan saksama, tanpa
memperhatikan tempat, agama, dan budaya.

3) Perhatian ekonomi harus diteliti sebaik mungkin bagi memastikan perhatian
ekonomi tersebut tidak hanya berada pada satu pihak tertentu, akan tetapi harus
merata.

4) Kepemimpinan Negara harus beriman kepada Allah SWT, kuat, dan

beramanah.
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5) Pelaksanaan program pemerintah harus selalu sesuai dengan syariat Islam agar
selalu mendapatkan rahmat Allah SWT.
6) Mengharapkan ridho Allah SWT adalah prinsip utama bagi ekonomi Politik
Islam.*
f. Pilar-Pilar Pembangunan Ekonomi Politik Islam
Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang mengarah kepada
kesejahternan sosial dan kemajuan yang berkeadilan, hendaklah memperhatikan
pilar-pilar pembangunan dalam ekonomi. Pilar pembangunan yang dimaksud
adalah tujuan yang harus dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan oleh
pemerintah dalam pengaturan kebijakan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Ada
lima pilar kebijakan pembangunan-ekeriomi) yaitu\sebagai berikut :**
1) Menghidupkan Faktor Manusia
Setiap kebijakan/) pembangunan ckonomi harus memotivasi  dan
menjadikan setiap individu mampu-melakakukan tugas-tugas yang diperfukan
untuk meningkatkan kondisi ekonomina senditi dan orang lain. Ada dua upaya
yang harus dilakukan ~dalam/menghidupkan faktor manusia. Perrama,
Mendorong motivasi individul||Kedia, Memberikan pelatihan. Sistem yang
paling mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber
ekonomi danymewujudkan keadilan=dalam,distribusi adalab=motivasi individu.
Dan kemudian setiap individu=harus'diberi’ kecakapan melalui pelatihan yang
diberikan oleh pemerintah:
2) Pengurangan Pemusatan Kekayaan
Masaldhy, ckoiioini gyang hserius, Kagai®’ dangdimana pun merupakan
adanya pemusatan pemilikan atas sarana produksi hampir setiap negara, lebih-
lebih negara muslim. Hanya dengan kebijakan yang serius dan tepat.
pemusatan ini akan berkurang dan bisa mendorong terciptanya kemerataan
ekonomi. Pengurangan pemusatan kekayaan ini didasarkan pada sebuah firnan
Allah SWT dalam Al-qur’an:

* Mohd Syakir Mohd Rosdi, Ekonomi Politik Islam Teori Dan Falsafah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka,2014). hlm 16.

** lia Suntana. Politik Ekonomi Islam Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan
Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia, (Bandung ; Pustaka setia, 2010) hlin 18.
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“dpa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNva (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
vang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
Kaya saja di antara kamu. aparvangdiberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya baginu, Maka_tinggalkanlah. dan bertakwalal kepada

Allah. Sesungguhnya Allah Amatkerds hukuifiannya.|" (Q.S. Al-Hasyr 56:7).

Dan kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan
membuat beberapa kebijakan berikut :
a) Land Reform
Sebuah konsep klasik politik €konomi’ Islam yang pernah dijadikan
kebijakan Land Reform adalah Jhya al-mawat, yaitu merchabilitasi lahan-lahan
kritis untuk kemudian dijadikan lahan produktif)
b) Pengembangan PerusahaanKecil Dan Mikro
Pengenmbangan' ‘pertisahaan Kecil/ dan “makro yang efisien akan
mengurangi pemusatan-kekayaan. JRengembangan perusahaan keil dan mikro
dapat dilakukan 'dengaw=cara penuntikan=dana“dan ‘pembuatan aturan khusus
bagi mereka.
Rekonstruksi Ekonomi Publik™
a) Mendisiplinkan Pemborosan Anggaran
I[slam Sangat menekan kepada siapapun menghindari perilaku
pemborosan. Ada dua bentuk pemborosan dalam Islam, Yaitu (1) Pemborosan
dalam Konsumsi dan (2) pemborosan dalam produksi. Pemboroan dalam
konsumsi adalah seseorang melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk

memenuhi keinginan (Hasrat) namun mengabaikan kebutuhannya. Adapaun

* Ibid.. hlm 20.
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pemborosan dalam produksi adalah seorang melakukan eksploitasi kekayaan

tanpa mempertimbangkan sisi maslahatnya, schingga kekayaan melimpah

begitu saja tanpa terdistribusikan secara efektif,*

Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan
pemborosan yaitu : pertama, Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan
sumber-sumber ekonomi. Kedua, menyadarkan masyarakat terhadap akibat
buruk dari sikap boros.

b) Prioritas Pembangunan

Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan beberapa kaidah
terkait pengeluaran kekayaan public oleh pemerintah. Kesejahteraan publik
(Al-Mashlahah ol ' amm6h) |satus/ merupakan tujuan utama dari  semua
pengeluaran negara. Semua proyek infrastfiktur pertumbuhan ckonomi, dan
menciptakan lapangan kerja haws.diberi prioritas lebih daripada pembiayaan
yang tidak berperan signifikan;

Kemudian para| ahli politik| ekonomi Islam mengembangkan empat
kaidah yang terkait dengan pengeluaran kekayaan Negara, di antaranya :

(1) Pengeluaran Kekayaan Negata hidrlisiuntuk kesejahteraan umum

(2) Menanggulangi Kesulitan' dan penderitaan harus di Utamakan daripada
pengeluaran  untuk _ pembangunan,_yang _tidak penting. Contohnya,
pengeluaraniuntuk/menanggulangi akibat bencafta-gempa.tau banjir harus
diutamakan dibanding membiayai aktiyitas seni.

(3) Pengeluaran  unfuk==Kepentingan “umum “harus diutamakan daripada
pengeluaian  untuks kelompok terbatasg™Anggaran untuk pembangunan
fasilitas “irigasi“peftaniat’ Publik=harus™diutamakan daripada anggaran
untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan.

(4) Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya..*

¢) Restrukturisasi Keuangan

(1) Pengembangan Masyarakat Pinggiran (Badiyah)

Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat sebuah teori
pembatasan alokasi pendapatan Negara. Terdapat beberapa pendapatan

Negara yang tidak boleh dialokasikan sccara terbuka untuk umum, tetapi

M thid.. hlm 21,

" Ali Haidar, Durar Al-Huky Syaah Majalan Al-Hakam. (Dar Al-Kutub Al-*ilmiyyah. hlm 51-57), him
51-57.
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harus dialokasikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, Zakat
dan Fidyah yang tidak boleh dialokasikan untuk orang selain mereka yang,
berhak untuk menerimanya.

Masyarakat Pinggiran disini dapat diartikan mereka yang berada
jauh dari pusat modal, jauh dari peningkatan insfrastruktur dan
pembangunan, sehingga wajib untuk dilakukan pembangunan yang lebhih
intensif kepada mereka melalui anggaranp-anggaran yang telah ditentukan
oleh Negara. Dilihat dari sisi kesiapan, masyarakat pinggiran termasuk siap
melakukan kerja keras, melebihi masyaraka perkotan. Akan tetapi,
kesiapan mereka tidak terdukung oleh kemudahan akses pada sumber-
sumber modal atau keuangan tersebut.

Sehingga, padaltingkat’lebih ‘téknis Negara harus membuat regulasi
untuk lembaga-lembaga pewbankan dgar mengembangkan sistem
pembiayaan bagi industri keeil dan meneciigah, bukan di alokasikan secara
ekstrem untuk industri-ifidustri‘besar di perkotaan yang notabenenya lebih
memiliki duta yang banyak.

(2) Pengoperasian Sistem Keuangain' Berbasis-Tanggung Resiko Bersama

Sistem fiskal' <,Islam| | mienghendaki agar sistem keuangan
dioperasikan berdasarkan tanggung risiko bersama. Tanggung risiko
bersama |\ diseifai \imbalan™ gleh) lenbaga=lembaga (Kevangan akan
mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mereka
mengakses lembaga perbankan dan/inenjalankan aktivitas usahanya.

d) Perubahan Struktural
(1) Reformasi Institusi

Reformasi Institusi merupakan sebuah evaluasi terhadap kebijakan
sebuah lembaga yang ada selama ini dan menjalan berbagai kebijaknya.
Sehingga reformasi Institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan
strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus
disampingkan, dan mana yang harus di tutup.

Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan
berdasarkan skala prioritas (Al-Aulawiyat) dan rasionalitas faktual, sama
halnya ketika mengeluarkan anggaran juga harus melihat aspek realitas.
Misalnya mengeluarkan anggaran yang sangat besar di lembaga

pertahanan, sementara tidak ada ancaman serius dari masalah pertahanan.
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(2) Perubahan Kebijakan Yang proporsional
Terlalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak
didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk kedalam suatu bentuk
pemborosan yang structural. Perubahan terlalu cepat terthadap suatu
kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk ‘bias politi yang
sangat membahayakan. Sehingga perlu kiranya sangat sclektif terhadap
kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, schingga kebijakan tersebut
dapat tepat sasaran dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.
g. Teori-Teori Ekonomi Politik Islam
Pada pembahasan sebelumnya, terdapat perdebatan tentang bagaimana peran
negara (Pemerintah) dalam tufut ikut andil,dalam menyelesaikan berbagai masalah
kenegaraan. Akan tetapi Islay sebagai AgamaWniversal memiliki aturan tersendiri
berkaitan peran negara tersebut. Sehingga lahirlah|beberapa teori berkaitan ekonomi
Politik Islam.
Adapun teori-teori Ekonomi| Politik Islaim yang berkembang, diantaranya
sebagai berikut :
1) Teori Tujuan Negara®’
Al-Mawardi Termasuk—Ahli “hukum ketatanegaraan Islam yang
mengembangkan teori tujuan negara dalam bukunya, Al-Ahkam As-
Sulthanivveh. | dia \nienyebtkai{babwa | negaraldidicikan dengan  tujuan

menggantikan tugas kenabian dalam nemelihara agama dan mengelola dunia.*’

N

" Kata “Tujuan Negara} dalanytulisan, ini diterjemahkansdari kataviaidap ad-daulah dalam wlisan Ma'ruf
Ad-Dawalibi, ad-danlah Wa As-saldiady (Kairo:| dar asy-Syurud, 1985),"him 14, Abd Al-Ghihna *Abdud, Ad-
daulah Al-Islamiyyah wa ad-dadlah Al-M@ashirall] Lebanon "Daf Al-Fikr Al-Farabi. 1981, hln 18 dan dari
tulisan Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillanuhe, Lebanon : Dar Al-Fike Al Mu’ashir 2002, Jilid 8. him
6380. dengan versi kata a/rdaf. Dalam sains politik dan ketatanegaraan, Istilah ini telah menjadi popular dan baku.
Untuk lIstilah tujuan negara dapat dilihat tulisan Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Himu Politik, Jakarta: Gramedia
Pustaka.2004. hlin 45 dan tulisan Dedi Ismatullah, flmie Negara Muthakhiv, Bandung: Pustaka At-Tadbir, 2006.
hilm 79,

™ Al-Mawardi. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah , wal Wilayat al-. Diniyyah. (Kairo: Mustafa al-babi al-halabi.
1973). buku yang berisi tentang doktrin sunni mengenai pemerintahan. Buku ini merupakan karya ber-genre Fighi
yang ditulis ketka bani saljuk menduduki kekuasaan di jantung Negara Bani Abbasiyyah, Al-Qaim. seorany
khalifuh bertahita masa itu. ada dibalik penulisan karya otoritatif tersebut.

* Ibid.., hlm 5. Secara umum, teori tujuan negara dikembangkan oleh para ahli hukum tata negara sunni,
seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Dan lain-lain. Al-Ghazali Menyebutkan bahwa tujuan suatu negara vang di
datwnnya terdapat lembaga pemerintahan adalah untuk inelaksonakan syariat agama. mewujudkan kemaslahatan
rakyat. menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Sementara itu [bny Taimiyyah Menyebutkan Bahwa
tujuan negara adalah untuk (1) melaksanakan syariat Islan ; (2) hakan kesejahteraan Rakyat, baik lahir
maupun batin : (3) menegakkan keadilan untuk masyarakat. Pandangan Ibnu taimiyyah yang cukup terkenal adalah
bahwa tanpa kekuasaan negara yang otoritatif, agama berada dalam bahaya dan tan tanpa agama negara menjadi
tiranik (brutal).
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Selain Al-Mawardi, teori tujuan negara dikembangkan oleh At-Taftazani, Ibnu

Khaldun, Dan Abu Al-A’la Maududi. At-Taftazani menyebutkan bahwa

didirikannya negara adalah sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama

dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Khaldun pun

menyebutkan bahwa negara adalah sebuah sistem koordinasi umum yang

bertugas membawa masyarakat pada aturan-aturan syariat dalam seluruh

kegiatan mereka, baik yang menyangkut urusan akhirat maupun urusan dunia.”

Adapun Abu Al-A'la Maududi menyebutkan bahwa tujuan (Ahdat)

didirikannya negara (sekaligus sebagai Kewajibannya) di antaranya :

a) Untuk Memperkokoh persatuan masyarakat;

b) Melindungi lima hal dasar pada diri_manusia, yaitu agama, nyawa,akal,
keluarga, dan kekayan;

¢) Mengelola kekayaan alat( ‘imas@hal-ardly);

d) Memelihara etika-etika|lslami;

¢) Menegakkan Keadilan Sosial;

) Mengusahakan Kemakmuran bagi |setiap”individu sesuai dengan aturan
Islam

g) Membentuk masyarakat yang makiiur

h) Mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan
masyarakat

i) MenduKung ‘aktivitas dakwali; Baik di‘daldin maupuh di [bar egeri.”

Teori Tujuan Negara yang/dikembangkan oleh A/-Mawardi yang
menyebutkan bahwa tujuan didinkannya negara untuk menjaga agama dan
mengelola dunia! Pengertian mengelola dunia dalam {tulisan 4/-Mawardi adalah
menciptakan ketertiban Sosial.”

Negara erat kaitannya dengan pemimpin dalam melaksanakan tugas-
tugas negara, A/-Mawardi kemudian menyebutkan sepuluh fungsi pemimpin
negara. Pertama, mempertahankan dan memelihara negara menurut prinsipnya
dan apa yang telah menjadi konsensus di kalangan para ulama. Kedua,

memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Keriga. melaksanakan

" Ibid.

! Ibid.. hlin 6380-6399.

* Fauzi An-Najjar. Al-Fikr As-Siyasi Al- Islami.(Kairo: Dar Al-Syuruq.1989), hlm 175.
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kepastian hukum bagi pthak-pihak yang bersengketa dan menegakkan keadilan
menyeluruh bagi peliganiaya dan yang teraniaya. Keempat, melindungi wilayah
kekuasaan dan menjamin keamanan rakyat sehingga mereka bebas dan aman,
baik jiwa dan harta. Kelima, menyatakan perang kepada mercka yang merusak
ideologi Islam setelah mereka diingatkan secara persuasive. Keenam,
mengoordinasi kekuatan dalam menghadapi musuh negara. Kerujuh, mengelola
hasil-hasil pungutan dari rakyat untuk kemakmuran mercka. Kedelapan,
mengatur pengalokasian kekayaan negara secara cfektif.  Kesembilan,
mendudukkan para ulama dan ahli hukum sebagai referensi formal bagi negara
dan masyarakat, dan beraktivitas. Kesepuluh, menjamin kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang tidak dapatiereka penuhi sendiri.”
Teori tujuan Negara yang dikembangkan oleh Al-Mawardi ini
memiliki dua konsep dasaryaitug
1) Formalisasi Aktivitas Syariat
Al-Mawardi mengonsepkan| agar 'setiap pelaksanaan kesyariatan,

seperti sholat dan ibaddh lainnya, \dikoordinasi oleh pemerintah.” Sebagai

contoh diangkatnya para-petugas-Ibadah.sholat (Wilavah al-Imamah ala al-

shalah). dalam hal ini imam/ddn’'muazin.\Beégitu juga dalam ibadah Haji, Al-

Mawardi mengonsepkan agar negara membentuk lembaga yang sccara

khusus menangani hajifal="Wilayaht ala=Hajj).”

Adapun tujuan dariformalisasi aktivitas syariat ini yang dilakukan oleh
negara agar cksistensissyariat.tetap-terjaga sehingga masyarakat akan selalu
merasa melaksanakan.syasiat Islam bukanssekadar, pemenuhan kewajibn
ketuhanan, melamkan<sebagai pemenuhariskewajibanibermnegara. Dengan
demikian, masyarakat akan merasa bahwa dirinya mendapatkan titah dari
tuhan dan kewajiban dari pemerintah.

2) Regulasi Aktivitas Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum, dan Militer
Al-Mawardi mengonsepkan agar Negara mclakukan dua langkah,
yaitu membentuk lembaga-lembaga negara dan menyusun aturan-aturan

95

(ahkam) untuk sctiap lembaga yang dibentuk.”™ Dan lembaga yang paling

“* Al-Mawardi, Adab Ad-Dunya Wa Ad-din, (Lebanon: Dar Al-fikr, 1987), him 13.
*Ibid. Him 100.

* Ibid, him 3.
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penting dibentuk menurut Al-Mawardi adalah lembaga kehakiman (Wilayah
al-qadha), lembaga pengawas profesi dan aktivitas kontrak kerja masyarakat
(Wilayah Al-Hisbah), dan lembaga pengaduan jabatan publik (Wilavah Al-
Mazhalim). Selain itu Al-Mawardi menyebutkan negara penting untuk
mendirikan lembaga pencatatan keuangan permanen yang disebut Diwan,
pada saat terjadi penerimaan dana dari daerah ke pemerintahan pusat. Diwan
ini berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan
negara.”
2. Teori Kewajiban Negara

Dalam Islam negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi yang
pada dasamya ditunjukan dalam-komitmenuya untuk memenuhi standar hidup
minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini,
negara harus menjamin bahwa sumber-sumber-dimanfaatkan sepenuhnya. Fasilitas
infrastruktur disediakan denganjbenar.dan ada| lingkungan yang kondusif bagi
aktifitas ekonomi dengan| menegakai hukumypdan satabilitas, serta memberikan
keadilan bagi semua.’’

Teori Kewajiban Negara®“Mcnyatakan- Bahwa Negara berkewajiban
memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori
ini dikembangkan oleh 4bu Yusuf, Lengkapnya ya qub bin Ibrahim bin Habib bin
Khunais Bin\sa‘ad Aldnshari Al-Jalbi Al-kufi Al-Baghdadi.Ja dikenal sebagai
penulis buku A/-Khuraj.*®

Selain itu, pendekatanmmaslahat/publik (Mashlahah al-'ammat) merupakan
kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam bidang ketatanegaraan. Dari beberapa
rekomendasi yang “diberikan, olehnyay kepada, Harun/ArsRasyid adalah agar ia
mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudaratan bila akan memberlakan suatu
kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktifitas publik.”

Pandangan dan teori-teori hukum tata negara abu yusuf merupakan

pengembangan dari beberapa kebijakan dan tindakan Umar Bin Khaththab. Hal ini

*® Ibid hlm 199,

*” Sabahuddin Azmi, menimbang ekonomi Islam-Kenangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul

Mal. (Bandung; Penerbit Nuansa, 2005), hlm 41,

* Rifat Al-Audhi, Min Ar-Turats : Al-Iqtishad Jil Al-Muslimin(Mekah - Rabithah Al' Alam Al-Islami.
1985). him (19.

” Lihat Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, (Kairo : Maktabah Salafiyyah, 1382), hlm 92.
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dapat terlibat dalam bukunya yang berjudul A/-Kharaj . sangat jarang, bahkan
nyaris tidak ada tindakan sahabat Nabi Muhammad lainnya yang diambil
pandangannya oleh beliau.

Teori Kewajiban Negara abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu'™ :

a. Penyclenggaraan Pemerintah yang efektif

Pengertian penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap
kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran
dana sclalu memenuhi aspek kemashlahatan. Abu Yusuf menyebutkan bahwa
tugas utama para penyelenggara pemerintahan adalah mewujudkan serta
menjamin kesejahteraan rakyat. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan
rakyat dan mengembangkan-berbagai Kebijakan yang berorientasi pada
kesejahteraan umum,

Salah satu pernyataan’ berliau, Sebagai dipetik dari surat yang
dikirimkan oleh Umar Bin Khattab-Kepada, Abu Musa Al-Asy’ari berkenaan
dengan kewajiban peminipin Negara|adalah scbagai berikut :

Penguasa yang|sukses menurut Alali adalah mereka yang membuat
rakyatnya makmur. Sementara ilu; penguasa yang buruk menurut Allah adalah
mereka yang menyengsarakan'rakyativa. \Hati-Hatilah para pemimpin Negara.
Sebab, Jika kalian Korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti Jejak.
Bila berbuat|Kovup, digimu Layaknva seekor binatanig.yang menemukan lahan
hijau disvatu tempat dan_melahap setiap fumbuhan yang terdapar disana. lu
mengira balwa tubifmya) akan. semakin “bértambal gemuk, namun justru
kegemukan itwmembinasakandirinya. ™.

b. Pemeliharaan’Hak Rakyat

Sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, Abu Yusuf menyatakan
Bahwa kepala Negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan
kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara
dan program-program yang dilaksanakan, termasuk pemenuhan Hak Rakyat.

Negara berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang Hak

dan Kewajiban mereka, terutama yang menyangkut Hukum. Walaupun begitu,

1 lia Suntana, Politik Ekonomi Islam (sivasah Maliyah) : Teori- Teori Pengelolaan Sumber daya Alam.
Hukum Pengairvan Islam. Dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia, (Pustaka Setia , Bandung : 2010),
him 33.

"' Lihat ungkapan-ungkapan sugestif Abu Yusuf yang ditujukan kepada Harun Ar-Rasyid dalam Abn
Yusuf, Kitab Al-Kharaj. (Kairo:Maktabah Salafiyyah.1382), him 15.
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Kepala negara tidak berarti Punya Hak untuk merumuskan hukum karena
mereka hanya penerap Hukum, artinya kepala Negara adalah seoarang
eksekutif yang berkewajiban menerapkan hukum yang telah dirumuskan para
Fuqaha.'®

Pengelolaan Keuangan Publik

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Publik, Abu Yusuf menajikan
sebuah rujukan pertama dalamn kajian ekonomi Politik dan hubungannya
dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan
negara, terutama perpajakan.

Menurut Abu Yusuf, prinsip Keadilan dalam pengelolaan kekayaan
negara dan sistem perpajakan, akan dapat meningkatkan kemakmuran.
Sebaliknya, bila pengelolaan'kekayaail 'dan_ perpajakan dijalankan secara tidak
adil, Negara akan runtuh: Perpajakan yang-adil dan penerapan sanksi syariat
secara adil akan meningkatkan kemakinuian masyarakat sehingga penguasa
akan mendapatkan imbalahnya! 1%

Salah satu gagasan yang dilakukan/oleh Abu Yusuf berkenaan dengan
pengelolaan kekayaan [Negara<adalah.pemberlakuan pungutan atau retribusi
terhadap beberapa aktivitas| kometsial: yang menggunakan fasilitas Umum,
seperti air irigasi yang digunakan oleh petani dalam mengairi lahan
pertaniannyai, Puigutan/ yang [diberlakukdn=ini merupakan upaya untuk
memehhara kelestarian saluran irigasi dan kesejahteraan rakyat. Gagasan
lainnya adalah berkenaan, dengan spenerapan/ bea untuk setiap barang yang
masuk ke Negara dari Negara lain,'**

Abu|Yusuf membhat tegrixbahwar negara wajib, terlibat -dalam bentuk
pengeluaran anggaran resmi Negara- untuk membangun fasilitas-fasilitas
publik agar tetjadi kelancaran pemasukan bagi kas Negara.'” Negara
bertanggung jawab untuk mengadakan dan memelihara fasilitas Publik dengan
uang yang didapat dari berbagai pungutan Rakyat. Seperti: Pajak, pengadaan

dan pemeliharaan tersebut terkait dengan kemakmuran dan produktivitas tanah

" Ibid, hlm 3-13.

13

Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj. (Kairo:Maktabah Salafiyyah,1382), hlm 130.

"™ fbid., him 132.

' Ibid., him 109-110.
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pertanian yang saat itu merupakan basis utama perekonomian Negara. Abu
Yusuf kemudian menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharan fasilitas
Publik, seperti Bendungan dan Kanai-Kanal, wajib ditangani oleh Negara
dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan. Dia menckankan bahwa
bukan hanya di pungut Kharaj-nya, Masyarakat pun harus dijamin ketersediaan
fasilitasnya supaya terjadi peningkatan pembangunan.
3, Teori Tanggung Jawab Negara
Teori tanggung jawab negara (Mas uliyvah ad-daulal) dikembangkan oleh
muhammad Bagqir Ash-Shadr dalam buku /gtishaduna, Berisi doktrin ekonomi
Islam. buku tersebut diterbitkan oleh Muasasah dar al-kitab al-Islami, Iran, tanpa
tahun terbit. Selain menjelaskan_doktrin-ekonomi Islam, lgtishaduna Memberikan
catatan dan koreksi total terhadap dokfrin ekonomi-sasialis dan kapitalis.'%®
Dalam teori tanggung jawab negaray (Mas-ulivvah ad-daulal), Ash-Shadr
menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan négara untuk menjamin kebutuhan
seluruh Individu. Teori ini memiliki tiga'konsep dasar, yaitu '’
a) Konsep Jaminan Sosial (AT adhamun 4l-ljtina f)

Konsep Jaminan 'Sesial=fenyebutkan-bahwa Negara berkewajiban
menyediakan Jaminan Sosial untuk memelibara/standar Hidup Seluruh individu
dalam Masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini, Negara melakukannya
dalam dua bentuk || Perrama_._menyediakan |k€sempatan yang luas kepada
setiap Individu untuk melakukan aktivitas produktif sehingga dirinya dapat
memenuhi kebutuhan hidupaya dari hasil ketja tersebut. Kedua, menyediakan
bantuan langsung tunai, ketika seseorang individu tidak mampu melakukan
aktivitas produkdf (kerja) dalam memenuhikebutuhannya sendiri, atau ketika
terjadi keadaan khusus sehingga Negara tidak bisa menyediakan lapangan ketja
kepadanya.'®

Mewujudkan Jaminan sosial bagi masyarakat merupakan kewajiban

yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Agar warganya

1% Ash-Shadr menjelaskan dan mengkritik mazhab sosialis dalam buku Iqtishaduna dari himx 37 sampai
250 dan dari hlm 251 sampai 292 adalah kupasan dan kritikannya untuk mazhab kapitalis. Penjelasan ash-Shadr,
tentang dua mazhab ini lebih jelas daripada penjelasan dari kalangan penganut sosialis dan kapitalis. Ash-Shadr
lebih memahami konsep-konsep sosialis dan kapitalis disbanding orang-orang sosialis dan kapitalis.

197 Muhammad Bagir Ash-Shadr, Jytsshaduns, (Dar Al-Kitab Al Islami: Iran), him 697-722.

1% Ash-Shadr, Iqtishaduna. (Iran 1 M h Dar Al-Kitab,tt), hilm 697.
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tidak terlantar secara ekonomis, akan memenuhi target kecukupan (Addequacy)
untuk kehidupan mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip bagi
pemimpin dalam mewujudkan Jaminan Sosial : '*

Pemimpin bertanggung jawab atas keadaan semua aspek dari Rakyatnya

Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai pelayan umat daripada
sebagai pejabat yang mempersepsikan jabatan sebagai fasilitas. Schingga
konsep Islam tentang kepemimpinan adalah konsep melayani dan menyangga
tanggung jawab.''” Begitu beratnya amanah dan tanggung jawab pemimpin
itulah, kemudia Nabi SAW men-discourage sesorang untuk tidak mencalonkan
diri sebagai pemipin apabila yang bersangkutan tidak mampu memikul
tanggung jawabnya. Nabi suatu-saat-menaschati Abu Dzar sebagai berikut :

“"Hai Abu Dzan v)Engkav adalaly ‘seorang yang lemah, dan
sesungghunya jabatan sebagai pemimpin adalafilamanat yang berat, dan kelak
pada hari kiamat ia kan menjadizpenvebab kehinaan dan penvesalan kecuali
bagi orang-orang yang ftelah mengambilnyardengan cara vang benar dan
melunasi kewajiban-kevwajiban yang harus dipiainya. ™'

Pelarangan Penyalagunaan-Kekuasaan (Abuse-Of Power)

Prinsip yang sangat penting\dan’ mendasar dalam Negara Islam adalah
bahwa pemerintah beserta kekuasaannya serta kekayaannya ada karunia Allah
SWT bagi umat manusia, yang.harus diserahkan penahgananiya.kepada orang-
orang yang memiliki integritas terpilih di antara manusia yang lain, takwa
kepada Allah SWT, bersifatadil, dan bénar-benar beriman.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 58 :

g% | £

G 1,48 bf U A3 Gl re i LYTHAS o LSAL AT

Agus Triyanta, Hukum Ekonomi Islam Dari Politi Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi

Syariah, (Yogyakarta: FH UII press, 2012}, hlin 39-44,

Konsep ini temyata sangat mendekati konsep modern tentang pemerintah sebagai Public Servant atau

pelayan masyarakt. Bukti dari itu semua terlihat pada masa khilafah rasyid, symbol-simbol feodalisime tidak
terdapat. Misalnya, Istana tidak ada ketika itu, suatu hal yang aneh ketika kerajaan disekitamya baik yang
bersamaan maupun yang sebelumnya. Dapat dilihat dalam Chalil, Moenawar, 1977, Kelengkapan Tarikh Nabi
Muhammad S.A.W , (Jakarta: Bulan Bintang), jilid IA-IVB.

" Hadist Riwayat Muslim (Al-Khin, Nuzhah, Hlm 481.
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“Sesunggulnva Allah menyvuruh kamu menyampatkan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyurult kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnva Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S. 4.58)"

Karena itulah, maka bisa dipahami dengan mudah bahwa semua
bentuk penggunaan jabatan beserta fasilitas dan kesempatan yang melekat
padanya untuk tujuan yang berlawanan dengan kepentingan dan keperluan
rakyat, maka dengan keras ditentang dalam Islam.

d) Perlakuan sama terhadap semua warga Negara (Equal Treatment)

Istam tidak pernah memberikan Previlage (Keistimewaan) kepada
siapapun  juga untuk mempetoleh  petlakuan  yang  berbeda  oleh
pemerintah/imam. Negarad yang dmemberikan keistimewaan tertentu kepada
golongan tertentu akan menjugus kepadaybentuk penzaliman.

Pemerintah dilarang meéngeksploitasi-sckelompok pihak oleh pihak lain
atau balkan oleh pemerintah sendini. Daldm|Al-Qur’an surat al-Qashash : 4
dinyatakan : ‘

P fa it e 2o WA ARG e e
Pl :J.,\)‘.:‘.,A.n_iLlaum;..gLa,aLﬁ,lAl J‘x;-)f)yldy;;))&,o}

NSSAEIGA FA VA PR

“Sesunggulnya Fir'aqwi telah berbuan, sewenang-wenang di muka bumi dan
menjadikan penduduknya berpecah beluh, dengan menindas segolongan duri
mereka, menyembelili anak Jaki-lakimerekawdan membiarkan hidup anak-anak
perempuan  mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang vang
berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash :4).
4. Teori Kemaslahatan, Keadilan, Dan Kesejahteraan
Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis maslahah''? adalah sebagai
berikut:
a) Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan

manusia serta menolak kemudaratan,''?

'"* Beberapa ahli hukum Islam yang mengembangkan teori maslahat adalah A/-Jusvaini. Al-Ghazali. Asy-

Svatibi. I=zuddin Bin abd As-Salam, dan Lain-Lain.



b) Setiap penetapan hukum harus bermuara pada maslahat sehingga pada saat
ada maslahat, disana terdapat syariah."*

¢} Kemaslahatan Umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan.'®

d) Maslahat dirumuskan secara bersama oleh rakyat dan pemerintah melalui
musyawarah para ahli untuk menentukan maslahat umum dan maslahat
individual.

Dari segi tujuan, para ahli hukum Islam membagi maslahat menjadi tiga
tingkatan, yaitu Dharurivat, Hajiyat, dan Tahsiniyat.”’® Dan Masalah Dharuriyat
mencakup lima hal dasar, yaitu sebagai berikut : a). Melindungi agama (Hifzh ad-
din), b) Melindungi nyawa (4n-nafs), c¢) Melindungi Akal (hifz al-agl), d)
Melindungi Keturunan (Hifziran=nast), ). Melindungi Harta (Hifzh al-Mai).

Akan tetapi, teori inimasih menyisahkan ruang kosong yang harus diisi,
yaitu tidak adanya penjelasan scehra \teoritis féntang siapakah yang bertanggung
jawab dalam melindungi lima halldasartérsebut. Menurut Ija suntana, teori — teori
ini harus digabungkan dengan teori fanggufig jawab negara yang menyatakan
bahwal lima hal dasar |tersebut |merupakan |tanggung jawab negara dalam
pemenuhannya. 7

Scmentara itu, berkenaan’ dengan/tort keadilan, hampir semua ahli hukum
islam membahas berkenaan tentang keadilan. Salah satunya adalah Abu hami Al-
Ghazali atau |akrab dikenal dengan=imam=al-ghazali{ Al-ghazali memilik dua
konsep pemikiran yaitu keadilan dan kesejahteraan. Pemikirian Al-ghazali
mengenai kesejahteran beraKir [dari sebuah Kousep yang oleh Anas Zarqa disebut
dengan Istilah fungsi kesejahteraan sosial islomi.''®. Al-Ghazali menjadikan

' Abu Muhammad Izzuddin abd Al-Aziz bin abd As-Salam Al-Salami, Qowaid Al-Akkam Fi Mashalih
Al-Anam, (Kairo: Al-Istigomah.t.t), Juz 1, hlm 9.

™ Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, Dhwabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah,
(Beirut: Muassasah Ar-Risalah,1977), him 12

"'* Prinsip-Prinsip inj dapat difihat dalam tulisan Ali Haidar, Durar Al-Hukum Syarh Majalah Al-Ahkam,
{Lebanon: Dar Al-Kutub Al--ilmiyyah) dan Abu Muhammad “lzz Ad-din “abd Al-Aziz bin *abd As-salam, Qowaid
Al-ARkam fi Mashalih Al-dnam, (kairo: Mathba’ah Al-Istiqomah).

1'% As-syatibi, Al-wuwafagat Fi Ushul Asy-Syariah, (Kairo: Maktabah Al-Istiqomah,tt). Juz 4, him 4.

"7 Tja Suntana, Politik Ekononi Islam (siyasah Maliyah) : Teoni- Teori Pengelolaan Sumber daya Alam,
Huleum Pengairan Islam, Dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia, (Pustaka Setia , Bandung : 2010).
him §9.
"8 Anas Zarqa, Islamic Economics : An Approach To human Welfare, dalam Khursid Ahmad (ed)..
Studies In Islamic Economics, (Leincester: The Islamic Foundation. 1980), hlm 12.
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maslahan sebagai basis teoritiknya dalam membabas tentang kesejahteraan.
Schingga maslahat yaitu kesejahteraan sosial bagi sehiruhnya, baik untuk individu
roaupun kelompok.

Kcmudian, Al-Ghazali menycbutkan bahwa sctiap tindakan ckonomi, baik
produksi maupun distribusi kekayaan alam, harus selalu memenuhi aspek dan
fungsi kesejahteraan sosial secara herarkial, yaitu memenuhi kebutuhan primer
{(Dharuriyat) Kebutuhan sekunder (Hajiyat) dan kebutuhan tersier (Zahsiniyat).""®

Berdasarkan teori-teori yang akan digunakan dan analisis yang akan
dilakukan, maka penulis mencoba mengelolah dan menganalisis data penelitian
nanti melalui 3 tahap utama. Anatara lain a). Identifikasi Perckonomian
Masyarakat Perbatasan, b). pengkajian kebijakan pemerintah. ¢). Menganalisis
kebijakan tersebut dalam ' pandangan ekonomi politik Islam. selengkapnya

mengenai kerangka pemikiran pénulisan tértuang dalam gambar 2.2 di bawah ini.

{abtap Perfiane

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

Talep Kedue

Loy KNenga

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Penulis

'¥ jja Suntana, Polittk Ekonomi . ., hlm 61.
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Berdasarakan kerangka pemikiran diatas, penulis membagi kepada tiga tahap, pada
tahap pertama penulis mencoba untuk mengidentifikasikan perekonomian masyarakat yang
terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia saat ini, khususnya yang terjadi di pulau sebatik.
Setelah melihat situasi perekonomian yang terjadi, penulis masi‘xk kepada tahap kedua yaitu
peran pemerintah, dalam hal ini penulis ingin melihat seperti apa peranan pemerintah dalam
mengatasi permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Pulau
Sebatik Kalimantan Utara baik pada tataran pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten.
Kemudian setelah melihat peran pemerintah tersebut, penulis masuk kepada tahapan yang
terakhir yaitu mencoba menganalis dalam perspektif ekonomi politik Islam berkaitan dengan
kebijakan, atau peran pemerintah tersebut dalam mengatasi permasalahan perekonomian yang

terjadi di kawasan perbatasan tersebut.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Mectodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,
merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.' Istilah metodologi berasal
dari kata mectode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasan metode
dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam
penelitian dan penilaian.’

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan
data penelitian dana membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.®
Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam
metode penelitian ini guna mempérolehBiasilyang maksimal, antara lain sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan jni adalah penclitian lapangan (Field Reseacrh),
dengan menggunakan pendekatan \desknftifkualitatif. Field research yaitu sumber
datanya didapat langsung di lapangan, dalam hal ini aparatur pemerintahan sebatik, dan
Jjuga beberapa masyarakat perbatasan/ Indonesia [Malaysia yang menjadi sumber
datanya.

Adapun sifat dalam Penelitian ini Deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
bertujuan menggambarkan sccara.cermat=karakteristik darti suatusgejala atau masalah
yang diteliti, penelitian|deskriptifjuga fokus pada pertanyaaf daSas-bagaimana dengan
berusaha mendapatkan danmenyampaikansfakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap
tanpa banyak detail yang tidaK'penting:*

Penelitian déskriptif-berhubungan déngan drekuensifjumlah, dan karakteristik
dari gejala yang diteliti. Oleli"sebab itu, penelitian deskriptif memiliki berbagai tujuan

antara lain; mendeskripsikan mengenai gejala atau ciri-ciri yang berkaitan dengan

! Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologl Penelitian. (Jukarta: PT. Buini Aksora, 2003), hlm 1,
? Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2012), ilm 5.
? Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakeek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlin

* Moh Nadzir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), him 95.
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suatu populasi tertentu, estimasi atau perkiraan mengenai proporsi populasi yang
memiliki ciri-ciri tersebut.®
Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriftif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan
prilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang
hal tersebut mengenal manusia dan menyangkut sejarah kehidupan manusia.®
2. Pendekatan Penclitian
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah kajian yang mempelajari
hubungan antara masyarakat, uang di dalamnya terjadi interaksi sosial ekonomi.’
Dengan Pendekatan/sosiologish iniy dapat dikatakan juga sebagai suatu
penelitian lapangan, yaitu mengkaji fenomena yang berlaku dalam kenyataannya di
Masyarakat. Atau dengan Kata lainfyaitu stiatu penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan\nyata’yang terjadi di Masyarakat dengan maksud
untuk mengetahui dan menhemukan | fakta-fakta, dan data-data yang dibutuhkan,
setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi
masalah yang pada akhirnya menuiju pada penyelesaian masalah.®
Hubungan yang dapat’dilihat dari ‘pendekatan ini yaitu hubungan saling
pengaruh-mempengaruhi, dengan kata lain mengkaji masyarakat yang di dalamnya
terdapat proses dan pola intéraksi sosial"dalam hubunganfiya'dengan ekonomi.’
B. Tempat Dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan berfokus di-daerali aji Kdning, Pulau Sebatik, Kecamatan
Sebatik  Tengah, Kabupatens, Nunukan, yProvinsi=Kalimantan Utara. Dengan
pertimbangan bahwa' tempat=ini’ merupakan daerah ‘yang ‘berbatasan langsung dengan
Tawau-Malaysia, sehingga kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti.
C. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan
Informan Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun

lembaga (organisasi). Subjek penelitian adalah pada dasarnya adalah yang akan dikenai

% Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama: 2008),hlm 18.

LexyJ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet 10 (Bandung:Remnaja Rosdakarya,2005), him 3.

7 Damsar dan Indrayani. Pengantar Sosiologi Ek i. (Jakarta: Prenadamedia Group.2009), hlm 1.
® Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prakeek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15-16.

® Damsar dan Indrayani, Pengansar.... him 11,
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kesimpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek
penelitian.®  Adapun yang menjadi Informan penelitian  adalah  pemerintahan
kecamatan sebatik tengah dan BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah).

Teknik penentuan [nforman dilakukan secara purposive sampling dengan
memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek
penelitian. Purposive sampling digunakan dalam langkah pertama untuk menentukan
responden yaitu individu yang menurut pertimbangan peneliti hanya dapat didekati.™*

Menurut sugiyono, orang-orang yang dijadikan sampel atau informan
sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :'2
1) Mereka menguasai atau memahami Permasalahan.

2) Mereka yang ikut dalam pelaksanaan program yang dilakukan.
3) Mereka mempunyai cukup waktu untuk di wawancara.

4) Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

I

Sumber Data Dan Teknik Pengumpiilan Data
Dalam Penelitian ini| ‘penulis | mengumputkan berbagai macam data yang
diperlukan untuk permasalahanyang digunakan, diantaranya :
1) Sumber Data
Dalam peneltian ini ada/'beberapasumber/data yang peneliti jadikan bahan
mengerjakan penelitian ini :
a) Data Primer
Data primer adalah_data yang_ diperoleh langsung dari responden atau
sumber pertama (objek.penelitian) - =Sumber data utama dicatat melaui catatan
secara tertulis ataupun melalui tipe, pengambilan foto atau film. Sumber data
primer yang [peneliti-gunakan’ adalah=berupa’ kafa=Kata yang diperoleh dari

sumber informan memahami masalah perbatasan.

Saifuddin Azwar. Metode Penelitian, (Y ogyakarta: Pustakn Pelnjar, 1998), hlm 35,

! Naniek Kasniah. Tahapan Menentkan Informan dalam penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ombak,
2011). him. 8.

12 Sugiyono, Merade Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitarif, Kualitatif dan R& D, (Bandung:
ALFABETA Press, 2012). hlin 300.

Y Muhammad Idrus, Metode Penclitian limu Sosial: Pendekatan Kualiratf dan Kuamiatif, (Jakarta:
Erlangga. 2009), edisi kedua, hlm 61.
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Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil
dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dimaksud
disini diantaranya:

(1) Tokoh-tokoh Masyarakat di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.
(2) Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah, pulau sebatik, Provinsi
Kalimantan utara.
(3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara.
b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah
diteliti dan dikumpulkan oleh_pihak_lain_yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, Data sckunder diperoleh melalui_studi kepustakaan. Sumber data
sekunder berupa sumber [tertulis, fotohdokumen dan data-data, serta laporan
yang terkait permasalahan perbdtasan di Palad Sebatik.'*

Sedangkan data yang berkaitan dengan |data sekunder yang berkaitan
dengan penelitian ini adalah data yang berasal |dari dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan perbatasan—Sepetti buku-laporan tahunan pemerintahan serta
buku-buku yang relevan dengan pennasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia.

2) Tekuik Pengumpulan Data
Dalam penelitiamini teknik’pengumpulan data yang dipérguiiakan oleh peneliti
ada beberapa cara :
a) Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan

mengadakan pencatatan sccara’ sistematis’ meéngenai.tingkah laku dengan

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.'* Dalam hal

ini peneliti peneliti ingin mengamati perilaku terhadap aktivitas perekonomian

atau usaha mereka sehingga menjadi gambaran perekonomian masyarakat

Perbatasan di Pulau Sebatik Kalimantan Utara.

' Lexy Meleong, Metedol gi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remnaja Rosdakarya :2001), him 24,

'* Endang Poewerti, Dimensi-Dimensi Riset lmiah, (Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang: 1998), hilm 129,
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b) Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dengan cara melakukan interview secara langsung.'® Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (inferviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Bentuk wawancara bebas tapi terpimpin, dalam artian mengikuti
pedoman seperlunya. Pedoman tersebut hanya berbentuk butir-butir masalah
dan sub-masalah yang diteliti. Selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti.
Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih
pewawancara mempersiapkan pedoman (Guide) tertulis tentang apa yang
hendak ditanyakan kepadatesponden.”

¢) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui
arsip-arsip tertulis teruataina, yang menggunakan teori, hukum, dalil ataupun
berbagai data subtantif yang berasal dari berbagi sumber baik yang berasal dari
Dinas atau Departemen tértentu, dapat pulasberupa data yang tersedia pada biro
statistik ataupun dokumen- lembaga pemerintahan atau swasta, foto serta
berbagai sumber yang laind?

Data yang ingin digali melalui metode ini mengenai keadaan entografi
dan demografiMlgkasiypénclitian, sarana,"dan| aktivitas_keagamaan, sarana, dan
tingkat pendidikan serja jenis usaha atau mata pencarian nasyarakat
perbatasan. Pada tekmk Jini_berkaitan /depgan sumber terakhir, interaksi
bermakna anptara _individu_dengan individu, individu dengan kelompok,
interaksi intemalVdalam ‘dicy sendirisepenti hasil=hasil karya baik ilmiah
maupun non ilmiah, berbagai bentuk catatan harian lainnya.'” Dalam penelitian

ini sebagai bukti otentik berupa camera dan recording (rekaman).

' Ibid., hlm 131,
' Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitarif. (Jakarta: Kencana, 20006), hlin 127.
"™ Ibid. him 135-136.

" Nyoman Kutha Ratna, Relevansi Teori-Teori Postrukwuralisme dalam memahami karva sastra, Aspek-
Aspek Kebudayaan pada Unnumnya. hlm 234,
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3) Mectode Pengolahan Data dan Analisis Data

® untuk menganalisa data dalam penelitian ini

Menurut  sugiyono,
digunakan dengan data-data yang diperoeh dari lapangan dirangkum sehingga
membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan
analisa. Deskriptif kualitatif dengan teknik analisa interaktif. Data itu mungkin
telah muncul beberapa macam cara (Observasi, Wawancara, Intisari
dokumen)?'. ‘

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa
data dilakukan melalui analisa non statistic dimana data table, grafik angka
yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau
paragraph.

Adapun Teknik analisa data tersebut)| dilakukan melalui beberapa
tahapan yakni klasifikasi data, mefeduksi dan;memberi intepretasi pada data
yang telah diseleksi dengan (menggunakah) teori dan konsep tersebut.?
Pengeloahan data adalah kegiatan® lanjutan | setelah pengumpulan data
dilaksanakan.

a. Editing

Editing Adalah kegiatan) \yanig) dilakukan setelah peneliti sclesai
menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena
kenyataannya,bahwa data.yang terhimpun| Kadaiig/kala belum memenuhi
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpeng tindih,
berlebihan bahkan terlupakan. Qleh) karena'litu, keadaan tersebut harus
diperbaiki melalui -editing ini. Proses editing dimulai dengan memberi
identitas pada Ninstrument penelitiair™yang“ytelali.terjawab, Kemudian
memeriksa satu per satu lembaran instrument pengumpulan data, kemudian
memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. >

b. Pengkodean

*® Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. (Bandung:
ALFABETA Press, 2012), hln 244,

*! Muhammad ldrus, Metode Penelitian. Him 48,
2 Ulber Silalahi, Metode Penelitian ..., hlm 30-41.

* Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2006). hlin 165.
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Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah
mengklarifikasi data-data tersebut melalui tahapan koding. Maksudnya
bahwa data yang telah di edit tersebut kemudian diberi identitas sehingga
memiliki arti tertentu pada saat di analisis.?*

Selanjutnya melakukan proses analisis, ini merupakan upaya mencari
tata hubungan atau keterkaitan secara sistematik antara catatan hasil
lapangan, wawancara, dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman
mendalam tentang etos kerja masyarakat perbatasan, dan peranan negara
dalam permasalahan perbatasan.

Sedangkan alur analisis mengikuti model analisis interaktif
sebagaimana diajukap-oleh-miles—dan<Huberman, yaitu proses analisis
dilakukan bersamaan(dengan proses pefigtmpulan data, dengan demikian
dilakukan sejak dilapangan

Untuk menganalisispdatarfyaity) reduksi data, triangulasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpularyverifikasi sebagai suatu yang
jalin-menjalin pada sdat scbelum, selama, |dan sesudah pengumpulan data
dalam bentuk yang sefajar, untuk memibangun wawasan umum yang
disebut analisis.

a. Reduksi Data, diantikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
penelitian pada penyedethanaan pengabstrakan, damtssnfonnasi data
“kasar”yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sehingga
kesimpulan-kesimpulan aklimya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Triangulasi Data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan _sesuatu| yang__lain, _dalam==thembandingkan hasil

26

wawancara terhadap objek penelitian.” Tujuan dari triangulasi data ini
untuk mengecek keabsahan dan kebenaran data yang dilakukan.

¢. Penyajian Data, yaitu sebagai sckumpulan informasi tersusun yang
memberi  kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan  dan
pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data

meliputi interventarisasi segala data yang memiliki keterkaitan.

** Ibtd, him 166.
* Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis. hlm 73-134,

% Lexy ). Moleong, Metode Penelitian Kualitarif. (Bandung:Remaja Rosdakarya) hlm 330,
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d. Penarikan Kesimpulan atau Veriifikasi, setelah melalui proses reduksi
data dan penyajian data, tahapan terakhir yang dilalui dalam
menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan
atau verfikasi digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Berikut Skema Analisis data yang akan penulis gunakan untuk membantu
penelitian yang penulis lakukan yang merupakan metode analisis yang dikembangkan

oleh Miles and Huberman.

Pengumpulan Data
gump \ Penyajian Data
\l/ 1

Reduksi Data <— 4§ Kesimpulan|: Penarikan/Verifikasi

Gambar 3.1

SkemaAmalisis Data?’

*" Mattew B.Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitarif - Bular Sumber Tentang Metode-
Metode Baru, alih Bahasa Tjejep Rohidi, Cet 1, (Jakarta:UI Press,1992), hlm 19.



BAB 1V
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pulau Sebatik
1. Kondisi Geografis Pulau Sebatik

Pulau sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau terdepan Indonesia disebelah timur
laut Kalimantan. Letak geografisnya paling unik dan terumit dari sisi potensi konllik batas
dengan negara lain. Bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian sabah,
sedangkan di selatan berbatasan dengan kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. di
sebelah barat pulau sebatik terdapat pulau Nunukan, sebagai ibu kota Kabupaten Nunukan,
sedangkan di seberang utara terdapat kota Tawau, yang sudah berada di Negara bagian sabah
Malaysia. Luas Pulau Sebatik wilayah Indonesia, ada 414,16 km2 dengan sistem astronomi
membagi dua pulau berupa lintang 4° 10°LU?

Pulau Sebatik secara admiinistratifdikelola~oleh Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Nunukan adalah salah satu daetah otonom dah memwpakan wilayah perbatasan strategis
karena berbatasan langsung derigan negara-tefangga Malaysia. Terbentuk dan dimekarkan
pada tahun 1999 sebagaimana |tertuang |dalam Uhdang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten—Nunukan)Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wildyah ‘administrasi Kabupaten Nunukan pada
awal pembentukannya meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik.
Kecamatan Sembakung, Kecamatan zumbis dan Kecamatan-Krayan(

Posisi Pulau Sebatik scbagaiteranda depii NKRI yang berbafasan langsung dengan
negara tetangga Malaysia dianggap| sangat/strategis /dan menjadi kepentingan nasional
schingga menjadi salah satu dacrah perbatasan prioritas untuk dikembangkan. Hal ini sesuai
dengan PP nomor 19 tahun 2008 jtehtang kecamatan ‘dimana pada pasal 9 ayat (2) berbunyi
“Pembentukan kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan
kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan™.2

Scbagai wilayah perbatasan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk
dikembangkan, maka pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali dimekarkan dari 2 (dua)
kecamatan menjadi 5 (lima) kecamatan yang ditandai dengan dibentuknya Kecamatan

Sebatik Tengah, Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Pemekaran menjadi beberapa kecamatan

! Suburi. Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam konteks menjaga kedaulatan Witayah
NKRI. dalam mengelola perbatasan Indonesia di Dunia tanpa Batas: Isu.Permasalahan dan Pilihan kebijakan.
(Yopyokana:Graha [lmu,2010), hlm 119,

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,
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tersebut dimaksudkan untuk membangun pulau sebatik menjadi salah satu wilayah perbatasan
yang maju, agar dapat mengimbangi pembangunan kota tawau sabah Malaysia.*

Pemekaran ini ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Agustas 2011 yang ditindak
lanjuti dengan pengisian Struktur Pemerintahan Kecamatan pada pelantikan tanggal 27
Desember 2011 berdasatkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 821.2/1992/BKDD-
n/X72011.

Kecamatan Sebatik Tengah sebagai salah satu wilayah pemekaran baru tentunya
membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah mengingat sarana prasarana khususnya
untuk tujuan fasilitas publik masih sangat minim. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah
Pusat saat ini melalui “Nawa Cita” Presidan Jokowimenekankan bahwa pembangunan harus
dimulai dari Pinggiran Indonesia yakni wilayah perbatasan negara yang salah satunya adalah
Kecarmatan Sebatik Indonesia.

Kecamatan Sebatik Tengah'temilki Iuas wilayah 47,71 Km® yang terdiri atas empat

desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah
Nama Desa Luas Wilayah:(KM-)_ | Persentase %
Desa Ajt Kuning 6,45 13,52
Desa Sungai Limau 20,82 43,64
Desa Maspul 5,31 11,13
Desa Bukit Harapan Indah 15,13 31,71
JUMLAH 47,71 (4771 Ha) 100%

Sumber : Monografi Desa Se-Kec. SebatileTengah Takun 2016

Berdasarkan tabel 4.1 berkaitan dengan wilayah kccamatan scbatik tengah terlihat
bahwa kecamatan sebatik téngan memilikiid desa yang berbeda-beda luas wilayatmya. Dalam
presentasinya bahwa desa sungai limau menempati posisi yang pertama sebagai wilayah
tertuas dari ke-4 desa dengan luas wilayah 20,82 KM? . karena daerah ini masih didominasi
akan lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian daerah yang paling kecil

presentasenya adalah desa maspul hanya memiliki Tuas wilaya 531 KM?

* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamztan Sebatik Tengah (sekmat) di kantor
kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pulad 14.30 WITA.
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Jika dilihat dari batas-batas wilayah dan posisinya, Kecamatan Sebatik

Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara dengan Sabah - Malaysia Timur;

2) Sebelah Timur dengan Sebatik Utara dan Sebatik Timur ;

3) Sebelah Selatan dengan Sebatik Barat; dari
4) Sebelah Barat dengan Sebatik Barat.

Secara topografi, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari dataran rendah serta

perbukitan. Dataran rendah berada di desa Aji Kuning sedangkan perbukitan

berada di desa Sungai Limau, Maspul dan Bukit Harapan.

2. Keadaan Sosio Demografi

1) Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sebatik Tengah umumnya merupakan pendatang

yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia; antara lain Sulawesi, Jawa dan

NTT yang terdiri dari suku’/Bugis, Jawa,dan Timor ( NTT). Berdasarkan hasil

pengumpulan data yang diperoleh'dafi 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan

Sebatik Tengah yaitu, Désa Aji Kuning, Sungai Limau, Maspul, dan Bukit

Harapan, bahwa sampai dengan-birfan Januai-2017 jumlah penduduk tercatat

sebanyak 7.260 jiwa denganaata-vata-Kepadatan/penduduk 152 jiwa per k.

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah menurut Desa dapat

dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan@®Penduduk Per Desa

Penduduk Rumah Jumlah:pddk per
Desa Tangga | km®
Laki-lakiy [WPerempuan Jumiah (KK)
Aji Kuning | 1.506 1.406 2912 707 451,47
Sei Limau | 1.396 1.253 2.649 703 145,95
Maspul 417 358 775 182 127,23
Dkt 590 555 1145|258 75.67
arapan
Jumlah 3.909 3.572 7.481 1.850 156,80

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode Desember

2016

Jumlah penduduk per desa menggambarkan pola persebaran penduduk

secara keseluruhan. Sebagaimana disajikan di atas, terlihat tingkat persebaran

penduduk terlihat belum merata, yang terlihat adanya perbedaan jumlah

maupun kepadatan penduduk antar desa.
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Aji

Kuning dan Sungai Limau yang merupakan desa dengan populasi penduduk

terbesar dibanding 2 (dua) desa lainnya. Faktor penyebab adalah kedua desa

tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi pintu akses

menuju Tawau Malaysia. Di samping itu, kebanyakan warga yang menghuni

desa tersebut adalah merupakan eks Tenaga Ketja Indonesia (TKI) di Malaysia

yang kemudian menetap dan bermukim di Desa Sungai Limau dan Aji

Kuning.*
Tabel 4.3
Data Penduduk Berdasarkan Agama
Agama
No | Kelurahan/Desa Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha Jumlah
1 Aji Kuning 2.892 |3 17 Q 0 2912
2 Sungai Limau 1.974 | 23 652 1] 0 2.649
3 Maspul 775 0 0 Q 0 775
4 Bukit Harapan 1.145 {1 0 0 0 0 1.145
Jumlah 6.789 |26 669 0 0 7.481
Sumber : Laporan Bulanan Kepepdidukan Desa Se<Kec. Sebatik Tengah Periode -
Desember 2016
Tabel 4.4
Data Penduduk Berdasarkan StatusPerkawinan
No | Kelurahan/Desa | Beluni Kawin Duda | Janda | Jumlah
Kawin :

1 Aji Kuning 1.494 1.307 28 83 2912

2 Sungai Limau 1443 1134 26 46 2.649

3 Maspul 429 323 9 4 775

4 Bukit Harapan 684 411 17 33 1.145

Jumlah 4.050 3.157 80 176 7.481

Sumber :Laporan Bulanan KependiidukarDésa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode

Desember 2016

Tabel 4.5
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Belu
PAU . :
N | Nama m : SM:.:l DI- S-
o | Desa Sekol E’T |SD.. .| SMP A |[pm |¥! Sy !
ah . ]
1 | Aji
. 707 58 1.136 | 543 364 |52 51 I 0 2912
Kuning
2| Sungai o s 402 194 {109 |21 |13 0 |2649
Limau
3 | Maspul 144 23 698 129 74 1 2 0 775
4 |Bukit o |30 (260 |137 |132 |1 |16 o |ri4s
Harapan

* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah (sekmat) di
kantor kecomatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul [4.30 WITA.
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[ TJumlah [2.966 [179 [2.496 [1.003 [679 |75 |82 [1_Jo T7.481 ]

Sumber : Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengal Periode Desember
2016
Dalam data penduduk diatas, terlihat bahwa masyarakat sebatik tengah

ini masih bermasalah dalam hal pendidikan, Dimana masyarakat yang belum
sekolah sangat besar jumlahnya yaitu berjumlah 2.966 Jiwa. Diikuti dengan
banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan sekolah dasair (SD) yaitu
2.496 Jiwa. Schingga berdasarkan data tersebut pendidikan sebenarnya masih
menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, karena maju mundumya

suatu daerah, bangsa, dan negara dapat dilihat dari majunya pendidikan daerah

tersebut.
Tabel 4.6
Data Penduduk Berdasarkan Umur
Kelompok Umur (taliun)
No | Kelurahan/Desa | 00- 05" | 06- 18-44 45 Jumlah
17 keatas
1 Aji Kuning 323 776 15242 571 2912
2 Sungai Limau 284 736 1.090 539 2.649
3 Maspul 154 221 250 150 775
4 Bukit Harapan 212 3187\\350 265 1.145
Jumlah 973 2,05 (20932 1.525 7.481
1

Sumber :Laporan Bulanan Kependudukan Desa Se- Kec. Sebatik Tengah Periode
Desember 2016
2) Pendidikan

Keberhasilan suatu program khususnya pendidikan perlu ditunjang dengan
sarana dan prasarana yang memmadai. Untukinelithat’ perkembangan Pendidikan di
Kecamatan Sebatik Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Jumlah Sckolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid Dan Guru Per Jenjang
Pendidikan di Kecamatan Sebatik Tengah

PAUD Swasta

5 127 19 [:6,68

TK Swasta 2 63 7 1:9
SDN 6 757 71 1:10,66
SD Swasta - - - -
SLTPN 2 436 31 1:14,06
SMA 1 300 27 1:11,11
SMKN - - - -
Jumlah 16 1.683 155 1:10,86
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Sumber : Laporan Bulanan Sekolah Desa Se- Kec. Schatik Tengah Periode

3)

Desember 2016

Tabel 4.7, memberikan gambaran bahwa ratio murid berbanding guru telah
cukup baik, bahkan di atas ratio SPM bidang pendidikan yaitu 1 : 20, Khusus untuk
pendidikan dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMA), kendala yang dihadapi
adalah masih kurangnya guru bidang studi. Hal tersebut disinyalir disebabkan
antara lain karena pendistribusian guru yang belum merata. Selain itu, tenaga guru
yang ada, pada umumnya lebih memilih untuk mengajar di sekolah-sekolah yang
berlokasi di ibukota Kabupaten ketimbang mengajar di daerah terpencil dan
pedalaman seperti Kecamatan Sebatik Tengah.

Salah satu solusi dari p€rmagalahan tersebut,adalah pihak Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten NunuKan harus_ melakukan pendistribusian ulang tenaga
pendidik dan melakukan rckruitmén tenaga guru| melalui formasi CPNSD agar
tujuan dari pembangunan nasionalkhususnya dizsektor pendidikan dapat tercapai.
Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas dan insentif bagi guru yang mengajar di
daerah perbatasan.

Pekerjaan

Perekonomian masyarakat pufau sebatik secara umum lebih dominan
pada sektor perkebunan meskipun masih ada sebagian kecil yang mengembangkan
sektor pertanian, Sektor perkebunan mendomingsiimata péneaharian sebagian besar
masyarakat di setiap desa yanggberada di pulau sebatik khususnya kecamatan
sebatik tengah. Sedangliun Satu-satunya d€sa yang masih mengembangkan scktor
pertanian (sawah)adalah Desa Bukit Harapan:

Potensi “scktor=pertanian di desa“teisebut sébenatnya masih potensial
untuk ditingkatkan mengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk
dapat dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan insentif dan

bantuan dari Pemerintah.
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Berikut ini adalah tabel sektor ekonomi masyarakat Sebatik Tengah

Tabel 4.15
Sektor Ekonomi Masyarakat

Pertanian 16 Ha
Perkebunan 3.391 Ha
Peternakan -

Pasar desa S Buah
Koperasi desa 6 Buah

Sumber : PPL Kec.Sebatik Tengah Tahun 2016

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa luas lahan untuk sektor
perkebunan lebih banyak dibandingkamn dengan, sektor lainnya. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa perekénomian masyarakat lebih bertumpu pada sektor
tersebut. Sektor perkebunan dimaksud meliputi kemnoditas sawit, kakao, dan buah-
buahan (durian, rambutan, pisang dil).=Sedangkan sektor pertanian meliputi
komoditas padi.

Dengan bertambahnya=penduduk|| akibaf_ imigrasi dan kelahiran, maka
kebutuhan akan lahan juga terus meningkat secara, signifikan. Hal tersebut juga
berdampak maraknya kegiatan-alih’fungsi-lahan;-tevmasuk alih fungsi lahan hutan
lindung menjadi lahan-lahan perkebunan yang dilakukan secara sepihak oleh
masyarakat. |Akibatnya | tetjadai| “potensi< degradasi lingkungan™yang merusak
ekosistem hayati. Perlu ada solusi konkrit yang lebih adil untuk memecahkan
persoalan ini.

Kesehatan

Salah satu | upaya ..pemerintah ‘daerah «Kabupaten, Nunukan dalam
pembangunan bidang kesehatan khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah adalah
melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
yang memadai. Peningkatan fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan tujuan agar
berbagai keluhan keschatan dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan
gangguan kesehatan yang serius, dengan demikian diharapkan derajat kesehatan
masyarakat dapat meningkat.

Jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah secara
kuantitas masih sangat terbatas, masih perlu perhatian yang sangat serius dari
pemerintahan pusat, berikut datanya sebagaimana dijabarkan pada tabel 4.8 di

bawah ini :
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Tabel 4.8
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah

Fasilitas Keschatan Jumlah

Rumah Sakit -

Puskesmas Induk

Puskesmas Pembantu

L [—

Poskesdes

—

Puskesmas Keliling -

Posmaldes

Klinik/Praktek Dokter -

Posyandu 12

Bidan Praktek -

Sumber : Puskesmas Aji Kuning dan PLKB Kecamatan Sebatik Tengah Periode

Desember Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat disumpulkan bahwa fasilitas kesehatan di
Kecamatan Sebatik Tengah|/masih sangat minimydan belum mampu mengakomodir
dan menjawab permasalahan kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah. Faktor
penyebabnya antara lain | Karena sarana /dawr prasarana pelayanan di setiap
puskesmas pembantu kurang memadai sehingga masyarakat harus berobat ke
puskesmmas induk meskipun—harus menempuhs jarak yang cukup jauh. Hal ini
diperparah lagi dengan kondisi;jalan” yangiburuk dan sarana transportasi yang
terbatas.

Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan
sangat berpengaruh | terhadap pelayanan, Kesehatan/yang, diberikan kepada
masyarakat. Bahkan tak sedikit, masyarakat perbatasan yang kemudian pergi ke
negara tetangga hanya untuk’berobat] karena ‘wicnilai bahwa fasilitas kesehatan
yang berada di pperbatasan masih, belum=memadai. 4Berikut datanya untuk
mengetahui Jumlah tenaga-kesehdtan yang-ada Sebagainiana dirincikan pada tabel
4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik Tengah

No | Kualifikasi Status Kepe Sumiah
Pendidikan L

1 Dokter Umum 1 | 2

2 Dokter Gigi 1 - - - 1

3 Apoteker 1 - - - 1

4 Sarjana Keschatan 5 _ 1 } 3
Masyarakat

5 Sarjana Keperawatan | - - 2 - 2
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6 Akademi Kebidanan 2 1 8 - 11
7 Akademi Keperawatan | 4 - 9 - 13
8 Akademi Gizi 1 - - - |
9 Akademi Kesling 1 - - - 1
10 Bidan ( D1 ) 1 - - - 1
11 Perawat ( SPK) 3 - - - 3
12 Perawat Gigi 1 - - - 1
13 Analis Kesehatan - 1 - - |
14 Administrasi Loket - - 2 - 2

Sumber : Puskesmas Aji Kuning dan PLKB Kecamatan Sebatik Tengah Periode

5)

Desember Tahun 2016

Dari data di atas jelas tergambar bahwa jumlah tenaga kesehatan masih
sangat minim. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi| Nonor\26 Tahun 2011 tentang Pedoman
Perhitungan Jumlah Pegawai Negeri Sipily\Untuk Dagrah, maka kebutuhan minimal
untuk Puskesmas di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan minimal sebanyak 17
orang, dengan rincian : 12 tenaga keschatan(tenaga medis dan paramedic) dan 5
orang tenaga non-kesehatan (tefmasuk tenaga adunnistrasi). Sedangkan kebutuhan
minimal untuk Puskesmas Pembantu Jl/Rolindes’adalah 2 orang, dengan rincian
masing-masing | tenaga kesehatan.daf tenaga non-kKesehatan.

Kekurangan dan keterbatasan tersebut, berdampak pada pelayanan kesehatan
yang kurang optimal sehingga terdapat kecendimungan masyarakat uatuk melakukan
pengobatan secaraltradisional dengan bantuan.Dukun| yafig=adasdi/Desa mereka.
Bagi masyarakat yang tingkatgperckonomiannya lebih baik, bahkan memilih untuk
berobat di Tawau Malaysia. Penambahaft dan peningkatan fasilitas kesehatan dan
tenaga kesehatan baik kualitas sdan |kuantitasnya™masih guerupakan kebutuhan
mendesak untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah'ini.

Sarana Peribadatan

Mayoritas masyarakat Sebatik Tengah memeluk agama Islam, namun
sebagian memeluk agama Kristen terutama warga masyarakat yang bermukim di
daerah Lourdes Desa Sei. Limau. Untuk menjalankan aktivitas keagamaan warga
masyarakat menggunakan sarana peribadatan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.10

di bawah ini :
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Tabel 4.10

Sarana Peribadatan di Kecamatan Scbatik Tengah

Desa Rumah Ibadah
Masjid Gereja

Aji Kuning 4 -
Sei Limau 7 1
Maspul 2 -
Bukit Harapan 5 -
Jumlah 18 1
Sumber : Kasi Sosek dan Kesra Kecamatan Sebatik Tengah Periode Desember

2016

3. Gambaran Umum Pemerintalan Sebatik
a) Aparatur Desa Kecamatan Sebatik

Pada awal masa pemerintahan, Pulau Sebatik merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari wilayah pemerintahan Kabupateén, Bulungan. Pada tahun 1999
terjadi pemekaran Kabupaten Bulingan sehingga terbentuklah Kabupaten Nunukan
yang ditandai dengan terbitnya”Unddng-Undang ‘Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, \Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Wildyah administrasi Kabupaten
Nunukan pada awal pembentukannya) meliputi jwilayah Kecamatan Nunukan,
Kecamatan Sebatik. Kecamatan“Sembakuiig, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan
Krayan.

Pemerintahan pertama kali di Pulau Sebatik adalah berbentuk desa dengan
dua desa induk yaitu™s Desa/Setabu dair Desa Sungai Paneang.yaing masuk ke
dalam wilayah Kabupaten Bulungan, kemudian statusnya berubah dari desa
menjadi kecamatan pada tahun-"1997. Padastahun 1999 Kabupaten Bulungan
dimekarkan menjadip,tiga okabupaten pyaituz=Kabupaten Bulungan, Kabupaten
Nunukan, dan Kabupaten Maliriau.

Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonomi yang terbentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, telah beberapa kali melakukan pemekaran
wilayah kecamatan. Khusus Kecamatan Sebatik, telah 2 (dua) kali dimekarkan,
yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 03 tahun 2006
tentang Pembentukan Kecamatan Scbatik Barat dalam Wilayah Kabupaten
Nunukan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 25
tahun 2011 tentang Pembentukan Kccamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan

Sebatik Tengah Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, sampai
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dengan akhir tahun 2011, jumlah keseluruhan wilayah kecamatan di Sebatik adalah
sebanyak 5 kecamatan yaitu:
1) Kecamatan Sebatik dengan ibukota Tanjung Karang
2) Kecamatan Sebatik Barat dengan ibukota Binalawan
3) Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota Sei Nyamuk
4) Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota Sei Pancang
5) Kecamatan Sebatik Tengah dengan ibukota Aji Kuning
Khusus wilayah Kecamatan Scbatik Tengah, secara administratif meliputi 4
(empat) desa, yaitu : Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau, Desa Maspul dan Desa

Bukit Harapan Indah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Pemérintalian Desa
Desa RT | Dusun | Ketua Kantor | Balai Aparatur | BPD
Adat Desa Desa/ Desa

Pentem

uan
Aji Kuning 13 |2 - | f 10 5
Sei Limau 14 |2 - 1 4 10 5
Maspul 6 2 - 1 3 12 5
Bukit Harapan | 7 2 - 1 = 9 5
Jumlah 40 |8 4 - 41 20

Sumber : Desa Se- Kec. Sebatik Tenga/z Tahun 2016
b) Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah

Untuk | meningkatkan /efektifitas=¢penyelenggaraan \ Pemerintahan  dan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, maka perlu ditunjang oleh aparatur
kecamatan yang memadai. Secara | kuantitasy aparatur Kecamatan Sebatik Tengah
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel4.13
Jumhh A aratur Kec'\matan Sebatlk Ten ah Berdasarkan Esclon dan Golongan

‘lIl/a 1 \ VCamat

I.

2. 111/b | Sekcam
3. 1V/a 3 Kasi

4. IV/b 3 Kasubbag
S. Gol. IlVa - Pelaksana
6. Gol. Ii/c - Pelaksana
7. Gol. II/b 3 Pelaksana
8. Gol. [V/a - Pelaksana
9. | Gol I/e | Pelaksana
10. Honorer 12 Staf
Total 23

Sumber : Kasubbag Umum Kec. Sebatik Tengah Periode Desember 2016
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Tabel 4.13 memberikan gambaran bahwa sampai dengan bulan Desember
2016 jumlah aparatur kecamatan masih sangat minim dan belum seimbang dengan
jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini, Kecamatan Sebatik
masih kekurangan aparatur PNS maupun non-PNS, baik yang menduduki jabatan
struktural maupun memegang tanggungjawab sebagai fungsional umum, schingga
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, rangkap tugas dan tanggung
jawab tidak dapat dihindari. Kecamatan Sebatik Tengah masih membutuhkan
aparatur PNS baik jumlah dan kualifikasi tertentu yang dapat menjawab kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara maksimal.

Tata kelola pemerintahan di desa juga masih menghadapi beberapa
masalah.Desa-desa yang ada di_lingkungan wilayah administrasi Kecamatan
Sebatik Tengah misalnya masih/menghadapi keéndala keterbatasan kualitas sumber
daya aparatur. Dengan berlakunya undang-tmdang ‘fomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, maka peningkatan kapasitds aparaur desa fnenjadi hal yang tidak dapat
ditawar lagi guna dapat memberikah pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Scbatik Tengali juga masih berhadapan dengan keterbatasan
sarana dan prasarana aparatur.Sebagai-eortohpsaatinii para PNS yang ditugaskan
di Kecamatan umumnya masih/meénumpang di fumah kontrakan. Lokasi tempat
tinggal mercka pun pada umumnya berlokasi jauh dari Kantor Kecamatan. Hal
tersebut berdampakipada waktu danibiayaeksirayang haits dikeludikan oleh PNS
untuk sampai ke t€mpat ketja. Selain itu, resiko yang mereka hadapi untuk sampai
ketempat tugas juga besar mengingat aksesibilitas jalapimenuju kantor juga relatif
buruk. Kecamatan Scbatik Tengah masih memerlukan prasarana rumah dinas untuk
pejabat dan staf mengingat'lokasi)dan [ahanyang=dimiliki/oléh Kantor Kecamatan

Sebatik Tengah juga masih minim.
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¢) Instansi Pemerintah Lainnya
Di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdapat bceberapa
instansi pemerintah baik instansi vertikal maupun unit kerja
Pemerintah Daerah yang membidangi urusan tertentu. Instansi

maupun unit kerja dimaksud sebagaimana disajikan pada tabel

berikut:
Tabel 4.14
lpstansi Pemerintah Lainnya
Instansi- i i dumlah
P'(O'LS“EKK ) - - Keama;mn
KORAMIL - - Pertahanan
SATGAS MARINIR | - - Pertahanan
SATGAS PAMTAS 1 - Pertahanan
POS PAMTAS 1 Pertahanan
KUA - - Agama
POS IMIGRASI - - Hukum
BEA CUKALI - - Hukum
POS POLISI I 3 Keamanan
PUSKESMAS 1 39 Keschatan
UPTD PENDIDIKAN | - - Pendidikan
UPT DISHUB - 2 Perhubungan
UPT PENYULUH - - Ketahanan Pangan dan
Penyuluban Daerah
PETUGAS - 4 Keemanan
BABINSA
BALAI - 4 Penyuluh Lapangan
PENYULUHAN
PERTANIAN
PENYULUH - 2 Keluarga  Berencana
KELUARGA (KB)
BERENCANA

Sumber : diolah dari berbagai sumber
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d) Aparatur Kabupaten Nunukan

Pulau sebatik secara administratif berada dalam kawasan
pemerintahan kabupaten Nunukan. Sesuai peraturan daerah kabupaten
Nunukan No 23 Tahun 201 1°, telah disepakati akan dibentuknya suatu
lembaga khusus yang mengatur permasalahan perbatasan-perbatasan
negara yang berada di kawasan Nunukan.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang
selanjutnya disebut dengan BPPD kabupaten Nunukan adalah satuan
kerja  perangkat daerah yang berwenang dan  bertugas
menyelenggarakan pefigelolaan, perbatasan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.® Kemudian kepada Badafi;Pengelola Perbatasan Daerah
yang selanjutnya |disebu@f kepala BPPD adalah kepala BPPD
kabupaten Nunukan yangdiaiigkat dan -diberhentikan oleh bupati dari
pegawai Negeri Sipit atas Usul Sekretaris daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, pada-tahun 2016, Badan Pengelola Perbatasan ini
tidak lagi berbentuk badan yang mempunyai wewenang dan tugas
yang luas, akan tetapi berubah bentuk menjadi bagian saja yang
disebut dengan Subbagian Batas Negard Dan Keijasama,’

B. Hasil Penelitian:
1) Profil Perckonomian Masyarakat Pulau Sebatik Tengah
(a) Potensi — Potensi-Ekonomi Dacrah-Perbatasan
(1) Potensi pertanian
Kecamatan Sebatik Tengah dikenal sebagai salah satu
kawasan perkebunan di pulau Sebatik. Sekitar 73% (3494 Ha) dari
luas wilayah Kecamatan Sebatik Tengah adalah merupakan

kawasan perkebunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh

* Peraturan Daerah Kab.Nunukan, No 23 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Dacrah Kabupaten Nunukan,

® Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan
Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum’at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.

7 Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.KK.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan Dan
Kerjasama di Kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.
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Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2015), perkebunan
yang paling menonjol di Kecamatan Sebatik Tengah adalah :
perkebunan kelapa sawit, perkebunan kakao dan perkebunan
pisang.®

Satu-satunya desa yang masih mengembangkan sector
pertanian (sawah) adalah Desa Bukit Harapan. Sector pertanian di
desa tersebut scbenamya masih potensial untuk ditingkatkan
nmengingat masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk dapat
dikembangkan menjadi lahan persawahan, namun memerlukan
insentif dan bantdan dati Pemeérintah.

Selain itu,|dir Kecamatan Sebatik Tengah juga berkembang
perkebunan buah;buahan seperti durian, buah naga, rambutan,
salak, langsat dan duku. Hampir<semua hasil pertanian dan
perkebunan masyarakat di wilayah ini dipasarkan di Tawau Sabah
Malaysia melalui-pihak kedua(tengkulak).

@

~

Potensi pariwisata
1) Wisata Perbatasan

Wisata perbatasanwyang.paling terkenal adalah wisata
perbatasan'di patok.3 Desa‘Aji’ Kuning/Patok3.adalah salah
satu patokgyang posisinya pmasih diperdebatkan antara
Pemerintah “Indonesia® dan “Malaysia di pulau Sebatik
(Ouustanding\Bovnddry, Rroblems).

Terdapat juga potensi wisata perbatasan lainnya seperti
lapangan olahraga yang terdapat di Desa Sungai Limau yang
berdekatan dengan patol 7. Di lapangun yang sebagian
“masuk” dalam wilayah Malaysia tersebut, berbagai aktifitas
kegiatan masyarakat seperti perlombaan olah raga, atraksi
kesenian, perkemahan pramuka maupun kegiotan keramaizn
lainnya rutin digelar. Tidak jarang kegiatan keramaian
tersebut melibatkan penduduk Malaysia yang bermukim di

sepanjang perbatasan Indomesia-Malaysia di pulau Scbatik.

¥ Buku Laporan Tahunan Pemerintah Kecamatan sebatik Tengah Tahun 2017,
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Kecamatan Sebatik Tengah juga dikenal dengan
lembaga pendidikan yang memfasilitasi pendidikan bagi anak
anak-anak Buruh Migran Indonesia (BMI). Salah satu
lembaga pendidikan yang terkenal dan pernah diangkat dalam
salah satu lomba film dokumenter di salah satu stasiun TV
swasta adalah Sekolah Tapal Batas. Lembaga Pendidikan
Swasta ini, selain memfasilitasi pendidikan bagi anak BMI
juga menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan,
pendidikan, sosial dan da’wah bagi masyarakat perbatasan
sekitar maupun bagi Bumuh Migran Indonesia (BMI) yang
bekerja di | perkebunan-perkebunan yang ada di wilayah
Sebatik Malaysia.

Wisata Agro

Wisata agro ini|dapat dikembangkan di tiga desa yakni
Desa Maspul;sDesa Sungai Limau dan Desa Bukit Harapan.
Pada saat musim durian; masyarakat pencinta buah durian dari
berbagai wilayalt~dr Kabupaten Nunukan membanjiri desa-
desa tersebut untuk menikmati durian dengan berbagai
varietas texsebut. Selaifibuah durian, wilayah inl juga dikenal
dengan buah,, dukunya.  Belakangan ini, masyarakat juga
mengembangkan budidaya“buahwaga.

Wisata Religi

Bagi-penganut agama-Kristen-Katolik, Gua Bunda Maria
yang dibangun di Kampung Lodres Desa Sungai Limau juga
berpotensi untuk dikembangkan menjadi Wisata Religi. Gua
yang dibangun berdampingan dengan salah satu gercja katolik
terbesar di pulau Sebatik tersebut diresmikan oleh Bupati
Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT} pada tahun
2014..

Kampung Loudres adalah salah satu lokasi
perkampungan yang terdapat di Dusun Berjoko Desa Sungai

Limau. Kampung yang berada di ketinggian tersebut dihuni
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olch mayoritas warga yang berasal dan Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Dari kampung tersebut, pengunjung dapat
menikmati pemandangan Kota Tawau Sabah Malaysia dari
kejauhan.

Wisata Budaya

Wisata Budaya juga memiliki potensi untuk
dikembangkan di Kecamatan Sebatik Tengah. Sebagaimana
diketahui, bahwa pulau Sebatik secara umum dan Sebatik
Tengah sccara khusus dihuni oleh berbagai suku dan etnis.
Suku dan etnis tersebut hidup harmonis antara satu sama lain
dengan tetap befupaya—'melestarikan| budaya daerahnya
masing-masing. Salah satuatiaksi budaya yang masih dapat
dinikmati di wilayalninifadalah tradisi Tudang Sipulung yang
rutin digelar tiap tahunnyatelelrwarga asal Massenreng Pulu,
Sulawesi Selatan. |Kegiatan ini| biasahya digelar antar bulan
Maret-April setiap tahunnya” distumah adat Massenrengpulu
yang berlokasi di/Desa) Maspul. |Dalam| kegiatan ini digelar
acara syukuran dan sekalgus selamatan yang dilanjutkan
dengan makanbersama=dengambersimpulisambil mefiikmati
atraksi kesenian yang=ditampilkan™oleh kelompok K&senian
yang ada.

Selain itu, pelestarian kesenian daerah juga gencar
dilakukan “baik olel” paguyuban-paguyuban sberbasi etnis
maupun di lingkungan pembaga pendidikan yang ada. Para
siswa kelas di berbagai jenjang pendidikan sangat lihai
memainkan berbagai jenis tari dan seni lainnya. Hal tersebut
dapat disaksikan pada acara-acara keramaian yang digelar
oleh Pemerintah maupun masyarakat sctempat.

Secara umum, berikut objek wisata yang dimiliki
pulau sebatik kecamatan sebatik tengah berdasarkan jenis

wisatanya :
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Tabel 4.16
Objek Wisata Menurut Jenis Di Kecamatan Sebatik
Tengah Tahun 2013-2015

Alam
Buatan 3 3 3
Jumlah 3 3 3

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah
Keterangan Objek Wisata Buatan :

(1) Patok 3 Aji Kuning

(2) Goa Bunda Maria-Sei-Limau

(3) Rumah AdatMasserengPulu
(3) Potensi Industri Pengolahan

Saat ini, masyatakatiKecamatan Sebatik Tengah telah mulai
mengembangkan berbagai| jenmis makanan olahan berbasis
komoditas bahan baku lokal. Program-~one village one product”
yang dicanangkan “olelPémerintah—~Kecamatan telah berhasil
mendorong munculnya) berbagai) jenis/ produk turunan dari
berbagai jenis buah dan pisang yang memang dengan mudah
dapat ditemukamdi K ccamatan.yang-berbatasandangstng, dengan
Sebatik Malaysia tersebut. Di tingkat desa, motor penggerak dari
produk-produk turunam [tersebut_adalah TP. PKK Desa dengan
UP2K-nya masing-masing. Di tingkat kecamatan, TP. PKK Desa
ini dikoordinasikan oleh TP.!PKK Kecamatan.

Melihat potensi dan posisi geografis daerah, maka
Kecamatan Sebatik Tengah juga memiliki potensi untuk dibangun
industri pengolahan. Selain berbatasan langsung dengan Malaysia,
komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan yang melimpah
yang dikembangkan masyarakat dapat menjadi bahan baku bagi
industri pengolahan maupun kerajinan di wilayah tersebut.

Industri pengolahan yang dapat dikembangkan antara lain’ :

 Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Scbatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.
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1) Pengolahan bahan makanan berbahan baku pisang.
2) Pengolahan produk turunan komoditas pertanian lainnya.
3) Pengembangan industri kerajinan tangan Masih tingginya
angka penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(b) Infrastruktur, Sarana, Dan Prasarana
Pembangunan infrastruktur berupa penyediaan sarana dan
prasarana dasar di Sebatik Tengah terus dikembangkan dalam rangka
mendorong perckonomian masyarakat. Pembangunan sarana dan
prasarana masih membutuhkan jinvestasi yang cukup besar meliputi
bidang energi listrik, jalan, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.™®
1) Jalan

Kondisi| jalan\di“Sebatik' Tengah pada umumnya termasuk
klasifikasi jalan>aggregat, jjalan tahah dan sebagian jalan tanah
khususnya jalan, usaha/ tani. Beberpa ruas jalan terutama
penghubung antara, Desa” Aji( Kunitig, Desa Maspul, dan Desa
Sungai Limau telahi“diaspal“dengan’panjang + 16 km.

Jalan aggregat dan jalan tanah disetiap desa saat ini masih
dalam “tahap\peningkatan dansmerupakan/salah sat akses yang
cukup vital baginasyarakat, untuk mengangkut dan memasarkan
hasil perkebufiannya=ke daerah/laifi. Sedangkan ruas jalan dari
DesapAjiy Kuning=Scbatiky fFengalrmenuju, Desa Bambangan
Kecamatan“Sebatik=Barat merupakanjaldn aspal. Jalan terscbut
merupakan jalan alternatif yang dapat mempersingkat waktu
tempuh dari Aji Kuning ke Desa Bambangan menuju Nunukan.
Data sarana jalan berdasarkan kondisi dan status seperti disajikan

pada table 4.1 dibawah ini :

" Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sckertaris Kecamatan Scbatik Tengah
(sekinat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14,30 WITA.
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Tabel 4,17
Sarana Jalan

'Bérdasarkan kondisi (km?):|‘Berdasarkanistatus (km’) -
Desa Berasp :’Be!um Jemba | Nasion' | Propi | Kab/
L .. berasp 0 L TOPLaR AR
sa :al i tan - nll, nsi: kota - |
Aji Kuning 4 15 25 - 4 5 10
Maspul 1,5 17 5 - 1,5 2 15
Sei Limau 10,5 20 23 - 10,5 25 17,5
Bukit - 18 17 - - 7 11
Harapan
Jumlah 16 70 70 - 16 16,5 53,5

Sumber : Monografi Desa Se<Kec,Sebatik Tengah Periode Desember 2016

2) Listrik

Pembangunan sarana dan prasarana listrik yang sangat
minim telah berdampak pada suplaj listrik ke setiap desa yang
tidak merata, bahkan dari 4 (empat)-desa yang berada diwilayah
Sebatik Tengah,~hanya“mampu—memberikan pasokan listrik ke
salah satu desasyaitu) Desa/|/Aji “Kuning, Untuk memenuhi
kebutuhan listrik warga, sumber listrik yang dipergunakan
masyarakat saat ini mengandalkan PLTD fon PLNLbantuan TNI
dan PLTD Program PNPM, serta lampu SEHEN (Super Ekstra
Hemat Energi)™yang mefupakan Mbantuan dari Pemerintah
Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan PT.PLN. Namun pada
tahun 2019, pihak PLN) memasang tiang, listrik ke beberapa Desa
yakni Desa Maspul dan Desa Sei Limau, pada tahun 2016 sudah
ada pemasangan kilometer dan masih ada menunggu ijin
pemasangan kilometer dari PLN Cabang Berau dan PLN Pusat.™

Faktor penyebab minimnya pasokan listrik ke masyarakat
adalah kapasitas megawatt PLN yang masih sangat rendah
berbanding kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan perekonomian masyarakat, sehingga

belum mampu mengakomodir setiap pengajuan penyambungan

" Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.
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pelanggan. Disamping itu, pemadaman listrik secara bergilir
merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di wilayah ini.

Hal ini kontras sekali dengan pemandangan dan kondisi
wilayah Scbatik yang menjadi bagian Malaysia di mana aliran
listrik dengan kapasitas yang lebih dari cukup telah menjangkau
hingga ke pelosok-pelosok desa dan perkebunan di dacrah
tersebut meskipun jumlah penduduknya sangat minim.

Salah satu alternatif yang sedang dilakukan Pemerintah
Daerah untuk mengatasi_kekurangan pasokan listrik di Sebatik
Tengah saat ini adalah déngan mengembangkan dan memberikan
bantuan Pembangkit dlistrik Tenaga Surya (PLTS) kepada
masyarakat walaupuns dengan (umlah yang terbatas. Untuk
masyarakat yang sama«sekali “belum mendapatkan bantuan
fasilitas listrik,=mengatasinya denah menggunakan mesin diesel
untuk mementbi kebutuhasmlistriknya dan hanya dinyalakan pada
malam hari. Penggunaan PLTS saat ini terdapat di Desa Bukit
Harapan dengan sistem prabayar.

3) AirBersih

Fasilitas afr~bersih™ tefitaina " PDAM™ saat ini belum
berfungsi secara, maksimal\ Hingga'\saat ini, suplai air bersih
masih mengandalkan air hujan yang ditampung dari tandon air
dan sumur atau)bak air yang dibuat'secaragwadaya serta bantuan
pembangunan bak penampungan air melalui dana CSR PT.
Jamsostek. Permasalahan yang muncul ketika terjadi kemarau
berkepanjangan, air bersih menjadi barang langka di Kecamatan
Scbatik Tengah. Sebagian warga khususnya yang berada di Desa
Aji Kuning dan Sungai Limau, bahkan memenuhi kebutuhan air
bersih dari negara tetangga Malaysia.'?

4) Telekomunikasi dan Perbankan

"* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.
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Jaringan telekomunikasi terutama dari Telkom saat ini
belum tersedia di wilayah ini  Khusus untuk jaringan
telekomunikasi nir-kabel, sejaun ni telah terdapat beberapa
operator telekomunikasi seluler yang melayani wilayah ini yaitu
Telkomsel, XL, dan Indosat. Pada Tahun 2015, telah dibangun
beberapa Tower Telkomsel untuk wilayah Desa Maspul dan Sei.
Limau sedangkan Desa Bukit Harapan belum memiliki fasilitas
jaringan selular.

Adapun sektor jasa perbankan saat ini hanya tersedia di
wilayah Desa A§i Kuningayang sudah beroperasi yaitu Bank
Pembangunan Dag¢rah (BPD) Kaltim, BRI juga menyediakan
fasilitas ATM Permanén dan Mobil - ATM yang sudah beroperasi
sedangkan BNI |ienyediakan fasilitas ATM permanen.
Aksesibilitas

Sarana transportasi/yang tersédia untuk melayani mobilitas
orang dan barang ‘di Pulau Sebatik mencakup Darat dan Laut saja.
Untuk pelayanan udara fidak tersedia, hal ini disebabkan karena
sarana bandara yang belum tersedia di pulau sebatik_ini. Sehingga
menjadikan jalur darat dan lautaunenjadi jaldr=transpostasi favorit
masyarakat sebatik.

Akses ke ‘dan dari=Sebatik: Tengah'ke kecamatan lainnya di
Pulay Sebatik=dilakukamdengan=transportasizdarat baik roda 2
maupun roda=4. Sedangkan™akses™ke" Ibu Kota Kabupaten
Nunukan menggunakan perahu bermotor atau yang lebih dikenal
oleh masyarakat setempat dengan scbutan Dompeng dengan
waktu tempuh * 35 menit.

Namun sebelum menggunakan transportasi air, terlebih
dahulu menggunakan jalur darat dengan rute alternatif yaitu : jalur
selatan melalui Bambangan (Sebatik Barat) dan jalur timur
melalui rute 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik
Timur, Sebatik (Induk) dan Sebatik Barat. Sedangkan akses ke

Tawau Malaysia dengan menggunakan trasportasi laut dengan
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jarak tempuh sekitar +15 menit dengan menggunakan perahu
penyeberangan atau speed boat.

Majunya jalur transportasi suatu daerah makan akan dapat
memberikan sumbangsih besar terhadap majunya perckonomian
daerah tersebut. Karena dengan mudahnya jalur transportasi maka
memudahkan masuknya barang-barang kebutuhan masyarakat
schingga perekonomian dapat terpenuhi.

Secara umum, layanan transportasi darat di kabupaten nunukan
didukung olch keterscdian jalan raya sepanjang 1.111,98 km
sampai dengan tabin 2015."\Namun“demikian, hanya sebagian
kecil (39%) dari jalan raya yang sudah diaspal. Sementara itu,
sebanyak 61 % berupa jalan yang tidak diaspal, yang terdiri dari
Jalan krikil dan [jalan\tanah. Bengan| kondisi tersebut dapat
diperkirakan kesulitan transportasi, dara yang kemungkinan
dihadapi penduduk “terutaman, pada mosim hujan. Hal ini menjadi
hambatan tersendiri- bagi fiiobilitas. \Harang yang menunjang
aktivitas ekonomi.

6) Hotel

Salah satu\yang menunjangunyvestor masukiadalah dengan
tersedianya sarang=penginapan,, hotel. Akan tetapi berdasarkan
data  Badan [Plisat’ “Statistik” “Kab@ipaten Nunukan 2016
menunjukkam bahwa hetelpmappun=penginapanatidak tersedia di
Pulau Sebatik!

Tabel 4.18
Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, Dan Tempat Tidur Yang
Tersedia Menurut Desa/Kelurahan 2013-201

=
S (E

Hotel - - -
Penginapan - - -
" Kamar - - -
Tempat Tidur - - -

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016

** Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan 2016, Hlin 257.
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Padahal dengan ketidak hadimya hotel sebagai sarana
penunjang ckonomi suatu daerah, maka sangat berpengaruh
tethadap masuknya pengusaha ataupun investor untuk mengelola
kawasan perbatasan ini.

(¢) Transaksi Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Adapun yang menjadi perhatian pénulis dalam hal transaksi
ekonomi meliputi 2 hal, yaitu perdagangan dan mata uang yang
digunakan. Pulau sebatik memiliki karakteristik tersendiri berkaitan
perdagangan dan mata uang tersebut, dimana alur perdagangan
mayoritas dimulai dari maSuknya| barang-barang yang berasal dari
Malaysia. Hal ini disebabkan biaya, operasignal yang lebih tinggi
apabila barang-barang kebutuhan masyarakat-yang didatangkan dari
Indonesia. Barang-barang yangwumumnya' dikiim ke pulau sebatik
berasal dari wilayah tarakaii yang [jarak tempuhnya sekitar 2-4 jam
melalu jalur laut, dan berbeda apabila barang tersebut berasal dari
Malaysia yang hanya menetpih jarakinya hanya sekitar 15-30 menit
saja.

Keadaan Georafis yang jauh dari ibu kota dan kota-kota besar,
menyebabkan' masyarakat’ perbatasan unemuliki keunikan, tersendiri
dalam transaksi ekonomminya., Keunikan dalamy aktivitas ekonomi
tersebut menyebabkan’ ‘masyarakat’ perbatasan® berbeda dengan
masyarakat laim

Secara "umum,=dar segi ‘pekerjaan= masyarakat perbatasan
tidak jauh dari pertanian dan perkebunan, hal tersebut didukung
dengan lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dimiliki oleh
pulau Sebatik tersebut. Hal yang berbeda kemudian adalah ketika
hasil perkebunan, maupun hasil dari pertanian tersebut dijual dan
dipasarkan ke pangsa pasar Malaysia khususnya sebatik Malaysia dan
Tawau Malaysia.

Tawau Malaysia menjadi target pasar terbesar masyarakat
sebatik yang tinggal di perbatasan ini. Hal tersebut mengakibatkan

harga sangat dipengaruhi atas permintaan masyarakat Malaysia. Di
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sisi lain, dengan adanya transaksi ekonomi yang berbeda ini, maka
penggunaaan uang ringgit Malaysia pun tidak dapat dielakkan lagi.

Beredarnya uang Malaysia di pulau sebatik ini disebabkan
banyak beredarnya kebutuhan Malaysia yang berada di pulau sebatik,
schingga menycbabkan harga barang tersebut  mempengaruhi
penggunaan ringgit, karena pengusaha akan lebih  memilih
menggunakan ringgit dibandingkan rupiah Indonesia.

Kemudian ketika dilihat daii sisi ketersediaan sarana untuk
memasarkan barang-barang baik produk Indonesia Maupun barang
yang berasal dari Malaysia dapat dilihat dari data berikut dibawah ini.

Tabel 4.19
Jumlah Sarana Perdagangan®an Koperasi Di Kecamatan
Sehatik Tengah 20132015

. erdagan 2013 =201
80 85
Pasar Tradisional 3 3 3
Pasar Lokal 1 1 1
Supermarket/Swalayan/Toserba - - -
Restorar/Rumah Makan 3 3 3
Koperasi Unit Dsa 5 5 5
KPR - - -
KOPKAR - - -

Sumber “Kantor Kecamatai'Sebatik Tengah

Berdasarkan data“diatas, terlihat,bahwa/dalam beberapa tahun
terakhir hampir tdak ada perubahan dari segi jumlahnya, bahkan
supermarket dan swalayann tidak ditemtikdn di*dalafi-kecamatan ini.
Warung atau kios masyarakat menjadi sarana yang paling diminati
oleh masyarakat sebatik khususnya masyarakat kecamatan sebatik
tengah.

Keterbatasannya sarana penyedia barang-barang yang menjadi
kebutuhan pokok masyarakat perbatasan tersebut juga menjadi
masalah ;Iang harus segera diperbaiki agar kedepannya kondisi
perckonomian kawasan perbatasan dapat mandiri dan maju

kedepannya.
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2) Peran Pemerintah Indonesin Dalam Perekonomian Masyarakat
Perbatasan Indonesia Malaysia Di Pulau Sebatik.

Dalam mengelola perbatasan Indonesia, pemerintah pusat bekerja
sama dengan pemerintah daerah untuk bersama melakukan sesuatu yang
dapat meningkatkan kondisi masyarakat perbatasan dari berbagai sektor,
baik dari aspek keamanan, maupun aspek ekonomi. Secara eksplisit dan
implisit berbagai produk hukum telah lahir untuk mengawal perbatasan
Indonesia-Malaysia. Semua produk hukum tersebut menggarisbawahi
tekad pemerintah untuk mengembangkan wilayah perbatasan scbagai
proiritas utama pembanginan . nasional, dengan mengakomodasi
pendekatan kesejahteraafftlan pendekatan Keamanan. '

Diantara kebijakan Pemerintah yang dilakukan dalam rangka
memelihara serta mengembangkan kawasan perbatasan, diantaranya:

a) Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Pulau sebatik; dengan/isegala keunikan dan keterbatasannya
membutuhkan perhatian.yang serius dari pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah-lokal’/Berdasarkan penuturan sckertaris
camat bahwa perhatian pemerintah pusat untuk kepulauan scbatik
terbilang “eukup), besar;=apabila “dibandingkan \dengan perhatian
kawasan perbatasan-perbatasan yang lainnya.15

Paradigmasyding berkémbang \baliwa perhatian pemerintah
kurang dan menyebabkan sebatik menjadi daerah tertinggal dibantah
oleh pemerintah kecamatan, Menurut pemerintah-kecamatan perhatian
pemerintah pusat kepada kawasan perbatasan sudah cukup besar, akan

tetapi paradigma yang berkembang adalah membandingkan pulau

' Lihat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, “Paradigma Pengelolaan Perbatasan Negara™
Presentasi Power Point disampaikan di DPD RI, Jakarta, 17 Juni 2013, hl 3. Lihat Juga Bappenas RI,
Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. Buku Pertama. Prinsip Dasar Arah Kebijakan,
Strategi dan Program Pembangunan, Jakarta, 2005, him 2.

'* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengal, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA
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sebatik dengan tawau Malaysia, yang memang harus di akui masih
jauh tertinggal.'®

Mulai dari terbentuknya badan atau institusi khusus pengelola
perbatasan yang bertanggungjawab langsung terhadap persoalan di
wilayah perbatasan dengan melibatkan berbagai kalangan di pusat
maupun daerah. Lembaga yang biasa di sebut dengan Badan nasional
pengelola perbatasan (BNPP), yang kemudian membuka kantor
perwakilan yang ditempatkan di kabupaten Nunukan yang disebut
dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Hal tersebut tertuang
dalam peraturan pfesidefs Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010
tentang Badan Nasignal Pengglola Petbatasan. Yang kemudian diikuti
berkaitan dengan berbagaimacam reyisi peraturan presiden Republik
Indonesia no 44 Tahun Tahun 2017 tehtang perubahan atas peraturan
presiden No 12 |Fahun 2010 tentang| Badan Nasional Pengelola
Perbatasan.

Berkaitan fentang| keserfusan-pemerintah terhadap perbatasan,
Hal serupa juga disampaikan Gubernur Kalimantan utara, Dr. H.
Irianto Lambrie yapg mengatakan.bahwa, perhatian pemeritah pusat
untuk provinsi baru ini.sangat besardan itu Harasidisyukuri, dimana
pemerintah pusat mmemberikan bantuan dalam bentuk alokasi anggaran
ke Kaltara, tahun 2018 manti kaltara akan'mendapatkan alokasi dana
Rp.3.1 [MrilivuhpEebihgmtukpeinbangufian Berbdtasan, kemudian dari
sektor perhuburigan meéndapatkan alokasi sebesar Rp.1 Triliun untuk
pengembangan bandara dan pelabuhan.'”

Berkaitan dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
(BPPD), Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang berkedudukan di

Kabupaten Nunukan memiliki 3 program unggulan'®, Yaitu:

1" Wawancara dengan OKfriyanto Pieter.K.SE,M.AP. selnku Kasubbag Bogian Perbatasan
Dan Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum'at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.,

" Web Resmi Pemprov Kaltara, frianto harap BI Dukung Kemajuan Ekonomi Kaltara,
yangdikutiphttps://www kaltaraprov.go.id/newsview/2499/irianto.harap.bi.dukung. kemajuan.ekonomi.k
altara html . diakses pada hari senin, 31 July 2017, pukul 12,43 WIB.

" Wawancara dengan OKfriyanto Pieter. K.SE,M.AP. selaku Kasubbag Bagian Perbatasan
Dan Kerjasama di kantor Bupati Nunukan, pada hari Jum’at 7 Juli 2017, Pukul 10 WITA.
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1) Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
Program ini hanya bersifat kordinasi saja, tanpa bisa menyentuh
program fisik, hal ini berkaitan terbatasnya gerak BNPP karena
hanya menjadi sebagai bagian.
2) Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kawasan
Perbatasan.
Program ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada
masyarakat perbatasan agar dapat berdikari dan berjiwa mandiri.
Adapun program yang pernah dilakukan berkaitan dengan
pelatihan yaitu pélatihanjpengelolaan‘kelapa menggunakan mesin.
3) Fasilitasi dan Kerjasama Investaris Patok Batas Negara
Salah satu tugas-dari, BPPD ini adalah menfasilitasi pemerintah
pusat yang datang: dair Jakarta untuk melihat situasi yang ada di
kawasan Perbatasan. Sehingga BBPD yang kemudian bertugas
sebagai protokoler dacrah | yang >bertanggungjawab  terhadap
kegiatan pemerintah selania’ di pefbatasan.
b) Pemeckaran Kecamatan Sebatik Tengah
Dari segi kecamatan, pada tahun 2011 pulau Sebatik kembali
dimekarkan'dari 2\(dua) kecamatanamenjadi § (lima), kecainatan yang
ditandai dengan dibentuknya Kecamatan,Sebatik Tengah, Sebatik
Utara dan Sebatik “Fimus=Remekaran nienjadi beberapa kecamatan
tersebut dimaksudkan untukjmembangunspulau scbatik menjadi salah
satu wilayah “perbatasan’ yang “maju;“agar 4/ dapat mengimbangi
pembangunan kota tawau sabah Malaysia.

Dan salah satu kecamatan yang paling rawan akan permasalahan
adalah kecamatan sebatik tengah, hal ini disebabkan karena
kecamatan sebatik tengah merupakan kecamatan terpanjang yang
berbatasan langsung dengan malaysia juga terlihat serius dalam
mengelola perbatasan terlepas dari banyaknya kekurangan. hal
tersebut terlihat dari Visi,Misi dan beberapa programnya.

1) Visi Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah
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Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang
dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan,
maka visi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan
adalah: “Mewwjudkan Kecamatan Sebatik Tengah Sebagai Role
Model Tata Kelola Kecamatan Perbatasan Di Kabupaten
Nunukan™,

Dengan MOTTO “ada untuk melavani®. Arti Motto tersebut
adalah Memahami kedudukannya sebagai unsur aparatur negara
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara  profesional,—jujurs—adile—uetral dan  merata  dalam
penyelenggaraan ftugas negara, pemerintahan, dan pembangunan
1

Pernyataan | visi (diatas .dimaksudkan untuk menjadikan
Kecamatan Scbatik Tengah lébih baiksdan lebih profesional dalam
penyediaan pelayanan publik di banding kecamatan maupun
satuan atau unit“kerja=lain yang-berada di perbatasan sesuai
dengan tuntutan global,) dengan//tetap’ memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.

Oleh| | sebab |ty |_dalam,_ péngeloldan Cadministrasi
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan akan mengedepankan
aspek transparansi=akuntabilitas,dan\pattisipasi masyarakat guna
mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Nunukan yang
aman, damai dan maju dengan duktingan“masyatakat yang agamis
dan harmonis seita aparatur yang berkualitas, jujur, dan
bertanggung jawab.

2) Misi Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan Visi terscbut di atas, maka
ditetapkanlah beberapa misi sebagai berikut :

a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa

yang baik dan bersih.

' Buku Laporan Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2017,
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b) Terwujudnya koordinasi penanganan masalah sosial, ekonomi
dan ketentraman dan ketertiban yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa tujuan dari penetapan misi di atas yang
diuraikan sebagai berikut :

a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa
yang rensponsif dan partisipatif.

b) Terciptanya penanganan masalah sosial yang terkoordinasi.

¢) Terciptanya koordinasi penanganan trantib yang baik.

d) Terwujudnyapeningkatan kesejahteraan masyarakat.

Guna mereglisasikan, tujuary ftersebut di atas, maka
dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut :

a) Meningkatnya‘kualitas'pelayanam umum.

b) Meningkatnyapartisipasi masyarakat,

c) Terlaksananympengelolaan administrasi kesekretariatan yang
baik.

d) Meningkatnya jumlah desa yang berkembang dan mandiri.

€) Meningkatnya koordinasi penanganan masalah PMKS.

f) /Menurunnya angka gangguan, trantib.

g) MeningkatnyaUMKM.?

B. Analisis Hasil Penelitian
1) Profil Perckonomian=Masyarakat jMuslim~ Berbatasan Indonesia-
Malaysia di Pulau'Sebatik
Setelah melakukan rangkaian penclitian dan memperoleh hasil
penelitian yang diharapkan, peneliti berupaya memaparkan hasil analisa
dengan mendasarkan pada kerangka teori yang penulis lampirkan dalam
pembahasén sebelumnya.
Berdasarkan pengamatan peneliti setelah beberapa hari melakukan
penelitian di pulau sebatik terkait dengan profil masyarakat pulau sebatik,
khususnya kecamatan sebatik tengah. Pulau sebatik adalah pulau dua

negara Indonesia dan Malaysia, kondisi tersebut menyebabkan pulau ini

*' Buku Laporan Tahunan Sebatik Tengah Tahun 2017.
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selalu dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, baik dari segi
infrastruktur maupu aktivitas ckonominya.

Perlu diakui bahwa letak pulau sebatik yang menjadi pulau terluar
indonesia berimbas kepada pengkategorikan scbagai “kelompok pingiran™
dari negara Indonesia yang penuh dengan keterbatasan. Hal terscbut
menyebabkan tertinggalnya pulau sebatik ini dari berbagai aspek,
khususnya pembangunan infrastruktur, ekonomi, apabila dibandingkan
dengan daerah lain. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian yang
dilakukan Muhammad Hairul _Saleh, yang mengatakan bahwa pulau
sebatik ibarat anak (iri, yang ferlupakan \walaupun sering mendapat
kunjungan dari pejabat fregeri,

Dari segi Mata Péficarian; Mayotitas Masyarakat sebatik khususnya
kecamatan sebatik tengali mayeritas berprofesi sebagai Petani yang hanya
menghandalkan hasil | perkebunan, Karena | memang didukung dengan
faktor lahan yang luas. Namwie’Menariknyal adalah hampir scluruh hasil
komoditas pertanian masyarakat-sebatik dijual atau dipasarkan di daerah
Tawau - Malaysia. Hal tersebut berpengaruh kepada penyesuaian
permintadnhpasar Wi tawau—Malaysia denganharga yafig' sepcnuhnya
dikendalikan oleh pasar. ‘barang hasil kKebun scbatik dijual ke-Malaysia
dalam bentuk mentahuscperti komaoditas, pisang dan kelapa sawit dan
kemudian barang dari Tawau Malaysia dijual kesebatik dalam bentuk
barang jadi| seperti Minyak dan |gula,“hal | ini \disebabkan karena
keterbatasan pasar dalam Negeri yang disediakan oleh Negara.??

Kemudian sefain berprofesi sebagai petani, sebagian masyarakat
sebatik juga bekerja di Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
Satu hal yang cukup memotivasi Masyarakat scbatik untuk ke Malaysia

adalah Pendapatan yang memang cukup tinggi di Negeri Jiran itu

' Muhammad Hairil Saleh, Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantan Bugis di
Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspekiif Culmral Studies), Jumal Bomeo Administrator, Volume
11, No. | Tahun 2015. Hlin 35,

2 Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.
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dibandingkan dengan Negeri sendiri. sehingga, tak heran Malaysia sangat
berpengaruh di Pulau Sebatik tersebut.

Sehingga perlu kiranya intervensi pemerintah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebatik, dalam hal
ini perlu diupayakan pasar alternatif pasar yang dapat menampung hasil
pertanian masyarakat pulau sebatik, selain dijual kepasar tawau Malaysia.

Kemudian berkaitan tentang kepadatan penduduk, dari beberapa
desa yang termasuk dalam kecamatan sebatik tengah, sesuai dengan data
yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terlihat desa aji
kuning dan desa sungai”limau; merupakan\desa yang terpadat karena
dipenuhi oleh masyarakat’ Ketika di perhatikan lebih dalam, faktor yang
menyebabkan kondisi tersebut adalal’ kedua desa tersebut merupakan
wilayah yang berbatasanJangsung:dan menjadi pintu akses termudah dan
tercepat dengan Tawau-Malaysial

Sisi lain yaitu potensi, Kecamatan Sebatik Tengah dikenal dengan
potensi budidaya pertanjati; kKhususiya fieikeljiman dan hortikultura. Akan
tetapi potensi pertanian térscbut tidak berfahan lama di negara sendiri,
artinya Selama inihampir seluruh komoditas hasil pertanian_masyarakat
Sebatik\Tengah dipasarkan di_Tawau\Malaysia dandata niaga/tradisional.
Komoditas yang dikembangkan, oleh para petani, cenderung
menyesuaikan dengan permintaan pasardi Tawau Malaysia dengan harga
sepenuhnya dikendalikan olehwpasar.

Sehingga perlu~diupayakan pasar-alterfiatif pasar yang lebih baik
bagi produk hasil pertanian masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah
sehingga posisi tawar dan kesejahteraan mereka juga dapat lcbih
meningkat.

Kemudian, dari sesi UMKM walau pemerintah kecaatan memiliki
program “One Village, One Product”, akan tetapi tidak terlaksana dengan
baik. Dan Industri pengolahan bahan baku juga belum belum
berkembang. Industri rumah tangga juga belum berkembang secara
optimal, selain terbentur pada masalah permodalan, peralatan dan

keterampilan yang masih terbatas, industri pengolahan ini juga terbentur



109

dengan pemasaran. Perlu ada intervensi dari pemerintah maupun swasta
yang lebih baik untuk mendorong agar sektor ini juga dapat tumbuh dan
berkembang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Oleh karena itu, berdasarkan paparan diatas sebagai garis besar
bahwa profil perekonomian masyarakat perbatasan khususnya di Pulau
Sebatik memiliki karakteristik tersendiri, bahwa Ada beberapa hal yang
menarik untuk dicermati lebih jauh sehingga dapat dijadikan bahan untuk
dapat mengambil kebijakan untuk kedepannya. diantaranya :
a) Ketergantungan Ekonomi Dengan Negara Malaysia

Ketergantungans/€konemi anasyarakat sebatik Indonesia dapat
dianalisis sebagai | Spatu  ketertinggalan ekonomi masyarakat
dibandingkan dengan_ negara ) Malaysia., Ketergantungan secara
ckonomi masyarakat| pulau seébatik dengan negara tetangga Malaysia
merupakan sebuah problem tersendiri 'yang sulit ditemukan solusi
terhadap masalah tersebut.

Permasalahan .. _tersebut - . muncul  ketika  masyarakat
membutuhkan kebutuhan/pokek-untuk-kehidupan sehari-har, akan
tetapi tidak tersedia di Negeri sendiri, Sehingga menyebabkan
beralihnya ke Negara tetanggal Malaysia yang lebii™dekat dan
lengkap. Di satu sisi juga disebabkan karena peredaran barang-barang
kebutuhan pokok di doinasi barang,dariMalaysia.

Dengan beredarnya_barang _Malaysia tersebut, secara tidak
langsung mengakibatkan.ringgit “akan.imenjadi sata, uang Malaysia
yang akan sering digunakan, disamping hasil-hasil perkecbunan
masyarakat seperti kelapa sawit, coklat, pisang yang semuana
dipasarkan ke Tawau-Malaysia. Disisi lain tidak sedikit pula
masyarakat yang bekerja dan mencari kehidupan di Malaysia.
Sehingga gambaran singkat ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi

Masvarakat memane sanegat tergantung pada Tawau-Malaysia.
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Berdasarkan penuturan warga®™, masyarakat pulau sebatik
lebih memilih barang hasil produksi Malaysia karena secara ekonomis
lebih murah dan mudah didapat. Karena biasanya barang-barang
produksi Indonesia didatangkan dari Nunukan atau Tarakan yang
jaraknya lebih jauh dengan harga yang relatif lebih mahal, hal itu
disebabkan karena proses transportasi yang panjang schingga
memerlukan biaya yang lebih mahal. keterbatasan ketersediaan sarana
dan prasana ini yang kemudian dinilai menjadi salah satu penyebab
juga untuk menjual hasil perkebunan dan pertanian ke malaysia, yang

Iebih jelas pangsa pasarnya:

Hukum ekonomi yang biasa kita;dengar bahwa jika di suatu
tempat barang melimpah,hargapun akan |menjadi murah, sepertinya
hal tersebut berlaku'di pulauisebatik pntuk barang-barang produksi
Malaysia. Sebagai perbandingan, jarak-tempuh dari pulau sebatik ke
tawau hanya 15 menit-dengan menggunakan speed boat, sedangkan
dari pulau sebatik ke, Tarakan- sekitar 3/Jam, sehingga faktor inilah
yang kemudian “Memaksa” masyarakat untuk tetap setia memilih dan
mefgghnakan barang’Malaysia ketimbang barang/dndonesia.

Perbedaan jarak inilah yang kemudian mempengaruhi harga-
harga kebutuhan pokek di pulau sebatik ini, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Bapak Daud yang berprofesi sebagai Imam masjid,
beliau mengatakan bahwa [“Kita akan_lebih memilih harga vang
murah, dan barang-barang tau lebih murah dibandingkan dengan
barang dari dalam negeri”.**

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan M. Aries Nur sclaku
sekertaris camat kecamatan sebatik Tengah, bahwa benar ketika
dikatakan bahwa masyarakat sebatik pada sebagian komoditi tertentu

masih bergantung dengan Negara Malaysia, seperti gula dan gas LPG.

* Wawancara Arifai Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30
Wita.

** Wawancara M.Daud Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah. tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30
Wita.
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Dan Bahkan Malaysia menjadi opsi ketika pasokan barang dari
Tarakan dan Nunukan kurang atau lambat datangnya. Sehingga
pemerintah pun terpaksa mengambil barang tawau Malaysia untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat sebatik tersebut.”®

Sehingga penyebab dari adanya keterantungan yang terjadi
dapat dirangkum dalam beberapa permasalahan berikut. Pertama,
masalah kesenjangan ckonomi antara perbatasan Indonesia dan
Malaysia. Kesejangan ini yang mendorong aliran sumber daya dari
wilayah yang ekonominya rendah (sebatik) ke wilayah yang lebih
maju (tawau Malaysia). | Kedua, ,Peimasalahan keterbatasannya
infrastruktur, termasukakses jalan mchuju perbatasan, minimnya
sarana dan prasarana‘Seperti biaya transportasi yang lebih mahal
dibandingkan dari negara tetanggai’schingga dapat menghambat laju
pertumbuhan ekononti masyarakat sebatik ini.

Dengan kondisi yang) dialamis penduduk perbatasan  di
Indonesia, mereka mungkin akan-kesulitan, jika terdapat pembatasan
pasokan bahan pokok'-dart’-Malaysia;"/terutama gas dan gula
bersubsidi. Sesuai dengan paparan informan bahwa salah satu
penyebab futama yaitu | faktor=biaya “twansportasi..Perjatanan  dari
Nunukan Ke Tawau hanya membutuhkan bjaya sekitar Rp.150.000,
sudah termasuk pemgalanan,_pulang, dandpergi, sedangkan biaya
perjalanan ke Tarakan satu.arah saja.bisa mencapai Rp.400.000,% hal
tersebut mengindikasikan-ketergantungan penduditkPerbatasan untuk
memperoleh barang-barang pokok dari Malaysia.

Namun demikian, kondisi tersebut sudah sedikit tertolong
dengan berprosesnya jalur tol laut yang menjadi program unggulan
presiden Jokowi sekarang ini, dan Pulau Sebatik menjadi salah satu

titik operasionalnya. Schinga dapat sedikit memudahkan masuknya

* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sckmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

* Wawancara M.Daud Tokoh Masyarakot Sebatik Tengah, tanggal 8 Juli 2017, pukul 18.30
Wita.
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barang-barang Indoneisa, dan secara perlahan menggeser peredaran
barang Malaysia yang sudah lama berkuasa.

Semua ketertinggalan wilayah perbatasan bermuara kepada
ketergantungan yang tinggi pada negara tetangga merupakan
manifestasi dari minimnya kehadiran negara di wilayah sebatik ini.
Hal tersebut mencerminkan bahwa negara kurang melaksanakan
kewajiban, kewenangan, dan kontrol dalam praktik penyelenggaraan
negara sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki. Hal ini berdampak
kepada banyak kebutuhan penduduk yang tinggal didaerah sebatik ini
tidak dapat dipenyhi oleh suwmber-simber dari dalam neger,
sebaliknya mereka _dengan .mudah *memperolehnya dari negara
tetangga.

Hal ini sebenarmya ‘dapat’ mempengaruhi kepada rasa
nasionalisme mereka;‘misalnya adanya @nggapan bahwa tidak adanya
perhatian yang serius_dari Negara. Seldin|itu, kuatnya pengaruh dari
luar negeri dalam kehidupanfkeséHarianihereka lama-kelamaan juga
dapat mengusik rasa nasionalisine penduduk wilayah perbatasan.

Sehingga muaranya_adalah belum optimaloya parttisipasi dan
peran pemerintah dalam.pembangunan.desa dari‘berbagaisektor demi
menunjang pertumbuhan, ekonomi Masyarakat perbatasan khususnya
pulau Sebatik.

Transaksi)Ekonomi, MasyarakatjPerbatasan

Rutinitas" 'sehari-hati "‘masyarakat pulau’ sebatik tengah ini
melakukan transaksi ekonominya dengan menggunakan dua mata
uang, yaitu ringgit dan rupiah. Mata uvang rupiah biasa diistilahkan
oleh masyarakat pulau sebatik dengan sebutan “Indon”™. Ringgit dan
Rupiah dimaknai oleh masyarakat Pulau sebatik sebagai simbol
eksistensi mereka di dua negara, Malaysia dan Indonesia. Ringgit
merupakan alat tukar utama dalam bertransaksi dan menjadi

primadona, sedangkan rupiah justru sebaliknya jarang digunakan.’’

*" Muhammad Hairul Saleh, Nasionalisme di Tapal Batas. (Y ogyakarta:Interpena,2010), hlim
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Berdasarkan penuturan warga aji kuning, walaupun pemerintah
telah menggalakkan untuk penggunaan duit rupiah, akan tetapi ringgit
tetap masih dipakai oleh masyarakat, dan para toko-toko juga
demikian menerima apabila berbelanja kemereka menggunakan mata
uang ringgit Malaysia, terlihat melepaskan ringgit itu susah, karena
semua barang yang beredar di Sebatik didominasi barang Malaysia.*

Dari sisi sosial, Interaksi antara masyarakat perantau di Pulau
sebatik dengan masyarakat di tawau-malaysia sangat erat dan cair, hal
ini disebabkan karena_adanya ikatan kekerabatan yang kuat sebagai
kerabat atau keluarga yang bekerja atau merantau di tawau Malaysia.
Bahkan konflik | antar _«€tnis) terkesan tidak pernah  muncul
kepermukaan karend telah terjalin rasa |saling menghargai dan rasa
kekeluargaan.

Hal ini sesuaizdengan japa yang dijelaskan oleh sekertaris camat,
yang mengungkapkan—bahiva “sebagian besar masyarakat sebatik
memiliki keluarga' di, tawau, sehingga hubungan emosional ada dan
tejalin.®® Dengan melihatnya hubungan dari berbagai aspek antara
pulaujsebatik dan tawau.Malaysia‘sehingga dapatdikatan keterikatan
antara kedua tempat ini tidak dapat dielakkan.

Hal ini sangat=dimungkinkan karema maraknya produk-produk
Malaysia yang beredar di Pulau sebatik ini dan dimanfaatkan olch
masyarakat ‘setempat, Meski ‘demikian “ada kalangan yang menilai
bahwa tindakan penggunaan mata uang ringgit di wilayah Indonesia
merupakan tindakan a-nasionalist.*

Terlepas dari alasan tersebut, berdasarkan keterangan pihak

kecematan sebatik tengah, bahwa setelah terjadinya pemekaran

* Wawancara Hj.Maupe, Tokoh Masyarakat Sebatik Tengah, tanggal 6 Juli 2017, pukul
15..30 Wita

* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sckmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah. Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

* Dave Lumenta, Membongkar Paradoks Epistimologi Negara Tentang Perbatasan. Dalam
Hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspekiif Budaya, Negara.Dan Media (Kasus Perbarasan dan
Pekeria Migran). (Jakarta: Ul Press,2012), hln!55.
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kecamatan baru dimana terbentuk kecamatan sebatik tengah maka
untuk kesehari-harian masyarakat sudah mulai dipromosikan secara
gencar untuk menggunakan uang rupiah, walau tak bisa dielakkan
juga kebiasaan menggunakan ringgit. Kemudian, pihak kecamatan
juga telah memberikan surat edaran kepada seluruh pengusaha atau
pedagang yang mengambil barang dari tawau Malaysia dalam
perlabelan harga barang agar mengikutsertakan atau mencantumkan
juga harga rupiah Indonesia, sehingga penggunaan rupiah dapat
semakin tumbuh dimasyarakat sebatik.”'

Lebih  lanjut” dijelaskam Abahwa  kebiasaan  masyarakat
menggunakan ringgitr memang, telah bérlangsung sejak lama, sejak
dulu ketika pulau scbatik mulai ramai disinggahi oleh para perantau
yang mayoritas berasaly dafiSulawesi selatan.’?  Keengganan
masyarakat menggunakan rupiah memang cukup beralasan karena
kebutuhan  pokok Ddari Jtawau-malaysia  didatangkan  dengan
menggunakan harga ringgit, fschinggasmgnjualnya pun harus dengan
ringgit, agar tidak terjadi kerugian.

Berdasarkan pengamatan.penulis, sebenarnya masyarakat sudah
timbul kesadarannya menggunakanwmata uang/ rupialidibandingkan
menggunakan duit ginggit Malaysia, hal ini seseuai dengan penuturan
warga sebatik H."Syamsuddin‘sebagal pengusaha, beliau mengatakan
bahwa madsyarakat-sebatik, yang[datang (berbélanja, ke tokonya sudah
mulai  berkurang™“yang “menggunakan mata ‘uang ringgit, karena
kebanyakan sudah menggunakan mata uang rupiah.™

Secara tidak langsung, bahwa pengamatan ini memberikan
bantahan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan olch

Muhammad hairul saleh, yang mengatakan bahwa ringgit masih

" Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecainatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

** Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 15.25 WITA.

"' Wawancara dengan H. Syamsuddin yang merupakan Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik
supermarket di pulau Sebatik. Pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 6.45 WITA.
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berkuasa dibandingkan rupiah Indonesia serta masyarakat sebatik
“menafikan” rupiah.™* Karena fakta dilapangan secam perlahan
semenjak pemerakaran kecamatan, masyarakat mulai beralih ke
penggunaan mata uang rupiah.
2) Peran Pemerintah Indonesia Dalam Perekonomian Masyarakat Di
Perbatasan Indonesia-Malaysia Perspektif Ekonomi Politik Islam

Peran Pemerintah dalam bidang perekonomian sangat penting
untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi
kebuthan primer maupun kebutuhan sekunder khususnya pada wilayah
perbatasan. Pemerintah/harus hadif\sebagai penyelamat dalam mengatasi
berbagai macam permasalahangyang dihadapi masyarakat saat ini,
schingga dengan dukungan,pemerintah dalam menentukan kebijakan
fiskal dan kebijakan moneterpdalamspembangunan perekonomian akan
dapat mendorong pertumbuhan dan kesepakatan kerja dan mengatasi
problematika perbatasan-yang dihadapi.

Nurul huda, dkk “telal|memberikan landasan berkaitan dengan
fungsi negara. bahwa setidaknya ada tiga fungsi utama ncgara, yaitu
fungsi alokasi, fungsi distribusizdan fungsi stabilisasi. laptas bagaimana
pelaksanaanifungsi tersebut-dalam pengelolaan perbatasan ‘yang dilakukan
oleh pemerintah di pulati'sebatik. berikut analisis penulis diantaranya :

a) Fungsi Alokasi

Teori [ini mendntut Negara_tntak futut fclibat dalam segala
bentuk alokasi yang dilakukan, baik alokasi barang, maupun alokasi
dana. Sehingga agenda utama yang ingin dicapai adalah memastikan
seluruh sumber daya yang ada di dalam kekuasaan negara
dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Ujung dari pelaksanaan
fungsi alokasi ini adalah tercapainya tingkat produksi barang dan jasa
yang optimal, schingga secara merata masyarakat dapat hidup diatas

kebutuhan dasar minimum atau lebih.

* Muhammad Hairul Saleh, The Dynamics Of Border Society (The Existence Of Bugis
Migrans In Sebatik Island North Kalimantan : Perspective Of Cultural Studies). Jumal Bomeo
Administrator/vol.1 1/No.1/Tahun 2015, him 38.
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Realita yang terjadi ketika dihadapkan pada kondisi
masyarakat di pulau sebatik sedikit berbeda, karena hakikatnya
masyarakat perbatasan masih hidup dalam keterbatasan dan
ketergantungan. Terlihat ketersedian barang-barang masih didominasi
olech produk barang Malaysia yang berasal dari tawau. kebutuhan
masyarakat tidak dapat tercukup’i. sehingga mengharuskan untuk
mengkonsumsi barang dari negara tetangga.

Sehingga terlihat bahwa alokasi barang yang dilakukan
pemerintah tidak merata, dan mengakibatkan pengalokasian yang ada
tidak efisiensi dan/optinfal dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi
pemerintah terus berbenah di, berbagai aspek agar bisa selalu bisa
meningkatkan perekonomian dan' memaksimalkan fungsinya.

Seperti halnya perhatianspemérintah berkaitan penggunaan
serta peredaran |uang ringgit wilayah perbatasan. pemerintah
mengambil langkah-serius dengan membuka perwakilan kantor Bank
Indonesia di Wilayah’Kalimantah (Utarayaitu di Kota Tarakan daerah
perbatasan. Lembaga inilah yang diharapkan mengawasi peredaran
rupiah agar,sesuai dengan kebutuhan dan.melatang peredaran uang
ringgit di kawasafi perbatasan.¥ Hal terscbut diapresiasi yang luar
biasa bagi pemerintah provinsisKalimantan utara karena membantu
salah satu program provinsi-agar mata uang rupiah dapat berkuasa lagi
di Negerilsendiri=*

Kemudiafi, unfuk " tahun™2018" nanti Kalimantan utara
mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat agar dapat
membangun perbatasan dengan lebih serius, anggaran yang akan
didapat pemerintah Kalimantan Utara pada tahun 2018 nanti

mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.1 Triliun lebih untuk

* SIndonews, Gubernur BI Resmikan Kamor Pervakilan Bl di Kaltara. dikutip dari
hitps://ekbis.sindonews.com/read/1224829/178/gubermur-bi-resmikan-kantor-perwakilan-bi-di-kaltara-
1501216207, di akses pada hari minggu, 30 Juli 2017, pukul 6.50 WIB,

* Sindonews, Gubernur Kaltara: Sekarang Wilayah Kami Tidak Lagi Gunakan Ringgit, yang
dikutip dari laman hitps://ekbis.sindonews.com/read/1224958/34/gubernur-kaltara-sekarang-wilayah-
kami-tidak-lagi-gunakan-ringgit-1501241392, di akses pada hari minggu 30 Juli 2017, pukul 19.05
WIB.
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pembangunan perbatasan, kemudian juga sektor perhubungan
mendapatkan alokasi sebesar Rp.[ Triliun untuk pengembangan
bandara dan pelabuhan.

Fungsi Distribusi

Tujuan utama dalam fungsi distribusi ini adalah pemerintah
harus menghapus terjadinya ketimpangan dan ketidakseimbangan
antara golongan satu dan golongan lainnya. Dan yang terpenting
adalah menghapus terjadinya konsentrasi kekayaan dan cksploitasi
segelintir atau segolongan masyaraka, misalnya melalui pembangunan
infrastruktur yang merata secara adil dan merata.

Sccara umuni,: pulaufsebatik masih jauh dari kata sejahtera,
karena masih banyak’ kekurangan yang(ditemukan disana. Salah satu
yang menyebabkan” ketimpangan yang terjadi adalah belum
optimalnya fungsi pemerintah| berkaitan |terhadap distribusi. Lebih
jauh terlihat bahwa—masydiakat—kota-' akan lebih diperhatikan
dibandingkan masyarakat desa: Apalagi‘inasyarakat perbatasan yang
hakikatnya sangat jauh dari pusat pemerintahan dan pusat
perékonomiain /| Sechingga_terlihal bahwa ada”petbedfan’ perhatiaan
yang diberikan pemerintah kepada masyarakat perbatasan,

Jumlah pasokan| barang’ dan/jasa\masih sangat minim di
daerah kawasan perbatasan, khususnya pulau sebatik. Akan tetapi,
pemerintall mulai serius memperbaiki Kegelisahan, yang dirasakan.
Dimana pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP). Keberadaan badan ini diatur melalui peraturan
presiden (perpres) nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai tindak lanjut dari undang-
undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 3 Perpres 12/2010 menycbutkan bahwa BNPP
mempunyai  tugas untuk menetapkan  kebijakan  program
pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran,
mengkordinasikan  pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap pengeloaan batas wilayah negara dan kawasan
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perbatasan. Selanjutnya, dalam perpres tersebut ditetapkan beberapa
fungsi BNPP, antara lain menyusun dan menetapkan rencana Induk
dan rencana Aksi pembangunan batas wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan serta menyusun program dan kebijakan pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan
perbatasan (pasal 4). Secara ideal, keberadaan BNPP akan
mempercepat pembangunan wilayah perbatasan untuk mengejar
ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.

Sehingga dengan terbentuknya badan khusus yang mengelola
kawasan perbatasan Indop€sia [terimasuk /sebatik, walau harus diakui
pelaksanaannya masih Kurang optimal kargha hanya memandang
keamanan sebagai faktor |penting perbatasan,-Akan tetapi pemerintah
serius memperhatikan | ‘masyarakat —perbatasan, bahkan juga
melahirkan pemekaran keeamatan [di pulau sebatik menjadi beberapa
kecamatan, hal ini dimaksudkan/agar fokus pelayanan kepada

masyarakat perbatasan menjadi(lebilintenisidan serius.

Peran _ lainnya juga _ diperlihatkan __puna  mengatasi
permasalahan maraknyayberedaran barang.Malaysia di=pulau,sebatik
dengan mengopemsikém jatur Tol lautydimana menghubungan pulau
yang satu dengan yang lain’agar-dapat” semakin ‘mudah memastikan
barang-barangy Indonesiasyang, beredar=di* Pulaw sebatik, hal ini
kemudian juga ‘akan ‘berdampak ‘kepada=harga=yang akan semakin
murah. Karena sebelumnya harga produk lokal lebih mahal
dibandingkan produk Malaysia, hal ini diakibatkan jauhnya jarak dari
pemasok barang ke pulau sebatik.

Oleh karena itu, dengan beroperasinya jalur tol laut yang
menempatkan Pulau sebatik sebagai salah satu titiknya diharapkan
dapat semakin mengurangi ketergantungan masyarakat pulau sebatik
terhadap produk Malaysia dan juga memainkan peran pemerintah agar

memastikan distribusi tidak hanya bagi mereka yang dekat dengan
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pemerintah, akan tetapi untuk daerah perbatasan yang jauh dari
pemerintah pusat juga ikut diperhatikan.
Fungsi Stabilisasi

Target dari stabilisasi ini adalah bagaimana agar terciptanya
stabilisasi sosial dan interaksi sosial kemasyarakatan yang dinamis
dan harmonis, schingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang
scjahtera dan adil. Negara harus ikut menstabilkan perekonomian,
mulai dari menggunakan seluruh anggarannya, baik dari sisi
pengeluaran maupun pencrimaan. Bentuk stabilisasi yang dilakukan
adalah intervensi pemerintalrterhadap perbedaan pasokan barang dan
jasa yang terjadi di pertkonomian'masyatfikat perbatasan.

Dalam hal piflau \Sebatik,< pemerintah seyogyanya telah
melaksanakan fungsi ListabilisasiTtersebut.| Terlihat dengan mulai
memastikan pasokan|barang dan jasa masuk dengan baik ke Pulau
sebatik ini melalui program«dalurstollaut'yang menjadi salah satu
program unggulan dari-pemerintalian|pusat’saat ini.

Kemudian dalam memastikan stabilnya rupiah di kawasan
perbatasanhlndonesia bagian utaradind,_pemetifitah/pusaCiiiembentuk
Bank “Indonesia cabang  Kalimantan utara. hal ini guma
memaksimalkan kembali peredaran, rupial\di kawasan perbatasan.
agar penggunaaan ringgit Malaysia bisa terpinggirkan.

Sehingga, | dengan adanya -lembaga, barfu \ini diharapkan
permasalahan pokok berkaitan dengan uang sudah tidak lagi dapat
dirasakan. Sehingga duit rupiah dapat kembali menjadi tuan rumah di
rumah  sendiri, yang scbelunya masih menjadi  opsi  dalam
penggunaannya dalam transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat
perbatasan di Pulau Sebatik,

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan dan pemaparan diatas,

bahwa pada dasarnya pemerintah sudah memainkan fungsinya sebagai

pelayan masyarakat, dengan memberikan beberapa perhatian kepada

masyarakat kawasan perbatasan, walau harus diakui perhatian tersebut
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masih terbatas dan harus selalu ditingkatkan guna kesejahteraan yang
menyeluruh,

Adapun ketika dianalis berdasarkan prinsip dasar ekonomi politik
Islam yang diteorikan oleh Mohd Syukri Muhd Rusdi terlihat bahwa dari
seluruh prinsip dasar tersebut pemerintah telah berusaha untuk
menjalaskannya terutama pada prinsip pemenuhan hak hidup masyarakat
agar dapa terpenuhi dengan adil dan merata, serta prinsip pengurangan
pusat kekayaan yang hanya berputar atau berada pada satu golongan
tertentu saja. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai macam
program yang diyakini” sebagai_antisipasi ‘terhadap kesenjangan yang
terjadi di kawasan perbatasan tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan ‘bahwa peran pemerintah sejauh ini telah
sejalan dengan perspektif ekonomi-politik | Islam, pemecrintah adalah
penguasa yang mengurbisi dan melayani umat| Hal terscbut sesuai dengan
kaidah figh

T il o Ty e ¥l iy
“Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatmya harus senantiasa

mengacu kepadakewashlahatai:

Sebagai contohg pemerintah ghadiy dalam memperhatikan nasib
peserta UMKM. lebi™fanjut=berkaitan dengan UMKM, pemerintah
kecamatan |sebatikr=tengalt, tetus| 'mendorong dgar tumbuh dan
berkembangnya UMKM yarng ada di pulat sebatik, dan untuk menggusur
secara perlahan ketergantungan yang tetjadi saat ini, pemerintahan sebatik
sccara persuasif menghimbau seluruh warga untuk mengelola bahan
mentah yang tersedia menjadi bahan jadi yang layak jual. seperti
pengelolahan olahan pisang yang menjadi industri unggul di pulau ini,

schingga pemerintah bisa ikut mempromosikan produk tersebut

" Al-lmam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-suyuti, Asbah wa an Nazair fi al-
Juri’, (semarang: Maktabah usaha keluarga, t.th), him 83,
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diberbagai ajang pameran-pameran baik tataran lokal maupun
international, ™

Kemudian betkaitan tentang maraknya beredaran barang malaysia
di pulau scbatik, pemerintah mencoba untuk melakukan berbagai macam
inovasi, salah satunya dengan membuat peraturan agar dikalangan
pemerintah tidak ada lagi barang malaysia yang digunakan, semua harus
produk asli dalam negeri. pemerintah mengatakan bahwa permasalahan
kelangkaan barang indonesia di sebatik sekarang bukan menjadi alasan
lagi, hal ini disebabkan_sudah_mulai_beroperasinya tol laut program
Jjokowi pada tahun 2017 ini;’sehingga masuknya barang ke pulau sebatik
menjadi lebih mudah“karenadsalah satg-titik tol tersebut adalah pulau
sebatik."

Hal ini penelitillihat‘sebagai salah|satu bentuk kecil keseriusan
pemerintah  pusat |dan daerah untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan ekonomi-yang“terjadi-di-kawasan perbatasan indonesia
khususnya di pulau sebatik.

Schingga, dapat disimpulkan bahawa tugas dalam jangka waktu
terdekatlyang dilakukan GlEh pemerintali Kecaimataidankabupaten adalah
berusaha menjadikan pulau sebatik yang berada di wilayah perbatasan,
tidak kalah saing |dengan kota tawau Jnaldysia. sehingga sebatik dapat
menjadi kota yang dapat mengimbangi pertumbuhan kota tawau.

Hal initerlihat di sei pancang=dan seirnyamuk\daerah pulau sebatik
sudah dibangun beberapa supermarket dan pertokoan serta pasar lokal
perbatasan dengan pembangunan wilayah sebatik induk, sebatik bagian
lainnya juga ikut berkembang. walau demikian, masih saja kota tawau
menjadi pusat kegiatan perdagangan penduduk pulau sebatik, khususnya

aji kuning,*

* Wawancara Dengau‘.M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekimat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.

* Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat), Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14,30 WITA.

*" Wawancara Dengan M. Aries Nur yang merupakan Sekertaris Kecamatan Sebatik Tengah
(sekmat) di kantor kecamatan sebatik Tengah, Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.30 WITA.
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Sehingga pada dasarnya, Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa
pada dasarnya pemerintah telah menyikapi permasalahan-permalahan
ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pulau sebatik, dengan berbagai
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan
wilayah perbatasan guna mengurangi kesenjangannya dengan daerah-
daerah lain di Indonesia serta Negara tetangga Malaysia.

Khususnya pada pulau sebatik yang berbatasan dengan negara
Malaysia, untuk mulai memperlihatkan perhatian kepada masyarakat,
pemerintah  mengawali  dengan  perubahan  paradigm  untuk
memperlakukan wilayal/perbatasantitu/sebagai “Halaman Depan™ negara,
pemerintah, melalui berbagai kementrian/instansi teknis disertai dengan
dukungan dari pihak-pihiak di Tuanpemerintah telah melakukan berbagai
kegiatan untuk meningkatkan ‘pembangunan wilayah perbatasan,
termasuk mengalokasikan dana| dengan jumlah yang bervariasi antar
lembaga.

Isu wilayah peibatasdilsebefiatnya| telah menjadi perhatian
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan dibuatnya berbagai
macam_ strategi_ untuk _ mengatasi, pemnasalahan-permasalahan yang
diharapkan’ mampu menjadi.solusi. Wamun| demikiarm; \implementasinya
masih terkendala oleh berbagai persealan) Sehingga, terlepas dari usaha
yang dilakukan pemerintah,“baik ‘pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah, penulis menilai gmasih, sebelumaksimal. Masih banyak
kekurangan ‘serta ‘permasalahan yang™belum™ berhasil “terjangkau oleh
pemerintah.

Berikut beberapa Permasalahan dan kendala yang penulis temukan
dalam pengamatan selama penelitian di pulau sebatik khususnya di
kecamatan sebatik tengah dan Kabupaten yang berkaitan dengan peran
pemerintah, diantaranya :

1) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Dan
Kabupaten.
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,

khususnya kawasan perbatasan adalah pelayanan masyarakat yang
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optimal. Akan tetapi pelayanan masyarakat yang tetjadi saat ini belum
maksimal.

Hal tersebut disebabkan karena terpisahnya layanan
masyarakat, yaitu pusat pemerintah yang berada di Nunukan yang
terpisah pulau. Sehingga ketika tejadi suatu permasalahan, maka
akan membutuhkan proses yang lama dan panjang. Sehingga, hal ini
dinilai tidak efektif sebagai kawasan perbatasan yang syarat akan
berbagai permasalahannya.

Akibat dari terpisahnya pemerintahan tersebut, ketika diteliti
lebih  lanjut maka ,ddpat— berimbas “kebanyak hal, misalnya
keterlambatan penanganan ekonomi, tingkat pertumbuhan, perhatian
kesejahteraan lainnya.

Disisi lain, pada peierintahan -kecamatan scbatik tengah
terlihat minimnya aparatur pemerintah yahg bertugas disana. Hal ini
disebabkannya tidak | meratanya penyebaian yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, danjuga discbabkan akibat kondisi desa yang
kurang menarik dari segi/sarana-~dan ‘prasarana schingga membuat
aparatur pemerintah berusaha menghindari pencmpatan di tempat
tersebut.

Sechingga berimbas kepada kerjasama antara pemerintah pusat
dan daerah menjadi kurang baik,salah gatuscontoh dimana lemahnya
komunikasi antara aparatur negara ini, Ketika pemerintah pusat ingin
melakukan | |pelatthans’ pengelolaan hasibwpetkébunan, kemudian
mengirimkan mesin pengelolaan. Akan tetapi, mesin datang tapi tidak
dapat digunakan, disebabkan berbagai faktor seperti tempat, pasokan
listrik, sosialisasi ke masyarakat yang belum terjangkau.

Pengelolaan Perbatasan Dilihat Sebagai Masalah Kecil

Kesalahan pengelolaan perbatasan saat ini adalah melihat
masal#h perbatasan hanya sebatas permasalahan keamanan, padahal
lebih dari itu ada masalah yang lebih besar yaitu berkaitan dengan

kesejahteraan ekonomi.
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Hal ini yang dinilai kurang dalam pengelolaan perbatasaan
saat ini. Padahal disamping orientasi pembangunan perbatasan
sebagai halaman depan negara berbasis outward looking, yakni yang
dapat mengoptimalkan pemanfaatan peran perbatasan sebagai pintu
gerbang aktivitas ekonomi dengan negara tetangga.

Pengelolaan perbatasan hanya dilihat sebagai masalah kecil,
hal tersebut terlihat pada tahun lalu ketika lembaga khusus yang
mengelola perbatasan berubah bentuk. awalnya berupa badan khusus
namun sckarang hanya berupa bagian kecil saja. Sehingga ketika
menjadi bagian teitu sangapy mempengaruhi terhadap kebijakan
kedepannya karena {tidak mempunyai kewenangan yang penuh seperti
dulu waktu berbentu- badan pengelola: perbatasan. Seperti contoh,
ketika Bagian batas‘hegara dan kefjasama ingin membuat program
berkaitan dengan peningkatan UMKM, akan tetapi akan terbentur
oleh dana dan kebijakan.

Oleh karena,jitu, perlu Kitanyd keseriusan lagi dari pemerintah
dengan kembali “membentuk™ badan pengelolaan, kemudian
menfokuskan juga kepada permasalahan _ekonomi, bukan hanya
melihat terhadap permasalahan keamanan dan batasnegaia.
Minimnya Saranadan Prasarana

Berdasarkai™=pengamatan, * bahwa® dari segi sarana dan
prasarana,ppulau=sebatik=masih gtertinggal™Hal tersebut terlihat dari
tidak adanya transportasi“umum,' damjuga-akomodasi hotel. Di pulau
sebatik hampir tidak ditemukannya hotel, schingga hal tersebut
dampat berimbas kepada masuknya investor-investor yang akan
membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan.
Walau disisi lain, selain inftrastruktur yang memadai, juga pentingnya
kemudahan birokrasi, terlihat di pulau sebatik pelayanan perizinan
dalam bidang UMKM maupun investor masuk masih belum optimal.
Dimana untuk membuka usaha daerah ini masih susah dan memakan
proses yang lama, hal tersebut berbeda ketika dibandingkan dengan

buka usaha di Tawau Malaysia dengan kemudahannya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian dan analisa yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti akhimya

dapat menyimpulkan beberapa hasil penelitian, sebagai berikut

1) Profil Perekonomian Masyarakat Perbatasan masih tertinggal dari berbagai aspek. Sehingga

dapat berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

perbatasan. Setidaknya ada beberapa alasan-alasan, diantaranya :

a)

b)

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat perbatasan dalam hal mata
pencarian masih bergantung dengan lahan pertanian dan perkebunan. Hal tersebut
didukung dengan luasnya lahan yang dimiliki daerah sebatik ini. Disatu sisi pulau
sebatik memiliki potensi-potensi yang- hakikatnya\apabila dikelola dengan baik dapat
membantu perekonomian masyarakat@perbatasan.| Seperti potensi wisata perbatasan
maupun potensi pengelolahan,/produk, lokal.)\Dari segi transaksi ckonomi, masyarakat
pulau sebatik masih menggunakanyduasmata tiang yaitu rupiah dan ringgit dalam
transaksi ckonominya, hal tarsebut dipengaruhi(banyaknya peredaran barang Malaysia
yang beredar di pulau sebatik, disebabkankurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana
yang dapat membantu peredaran-bamng-lndonesia’

Penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat pulau sebatik masih sangat bergantung
kepada Malaysiay, dayiy segala paspeke=Terutanag yang berkaitan dengan penyedian
kebutuhan barang-barang pokoks=seperti® gasy gula, bahkah “beras. Terlihat bahwa
masyarakat pulau sebatik Js@dah Jterbiasamengunakan barang-barang Malaysia guna
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini disebabkan karena barang Malaysia
lebih murah dibandingkai batang lokahyang lebihunahal akibat biaya operasional yang
mahal. Kemudian ditambah dengan mayoritas barang hasil perkebunan dan pertanian
dipasarkan di tawau Malaysia, membuat ketergantungan dengan Malaysia sulit
diclakkan. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan utama yang diangga[ sebagai
faktor penyebab  ketergantungan  penduduk  perbatasan  terhadap Malaysia, yakni
kesenjangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur.keterbatasan pengembangan potensi

ckonomi, serta regulasi yang lemah dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.

2) Peran Pemerintah Perspektif Ekonomi Politik Islam

Secara umum peran pemerintah sudah memperlibatkan keseriusannya, upaya-upaya

telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kescjahteraan penduduk di

Perbatasan. Dengan kata lain bahwa negara telah berupaya hadir, walau harus diakui

perannya belum dapat dilakukan secara optimal.
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Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan berkaitan dengan peran

pemerintah dalam mengatasi permasalahan perckonomian penduduk perbatasan khususnya

masyarakat pulau sebatik kecamatan sebatik tengah, berikut kesimpulannya :

D

2)

3)

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi ketergantungan
masyarakat terhadap Malaysia sudah mulai dilakukan seperti dengan mengoptimalkan
peran Tol Laut yang saat ini sudah mulai memperlihatkan fungsinya, dan menjadikan
pulau sebatik sebagai salah satu titiknya. Sehingga dengan lancarnya transportasi
tersebut maka akan menjadikan biaya akan menjadi murah dan masyarakat akan mulai
beralih kembalik. Di salah satu sisi, pemerintah juga mulai mengembangkan fungsi
UMKM dengan memberikan beberpa pelatihannya sehingga diharapkan mampu
bersaing dan tidak bergantung dengan perekonomian masyarakat, kemudian ditunjang
dengan peran pemerintah yang memasarkan hasil olahan produk tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 'Pérar‘pemerintah dalam mengatasi perasalahan
peredaran uang Malaysia yang |béredar dil Pulau s¢makin dengan melakukan beberapa
program. Dimulai dengan mewajibkan para_pengusaha untuk mencamtumkan harga
rupiah sehingga tidak menjadi alasan untuk menggunakan ringgit saja. Kemudian diikuti
dengan program lainnya yaitu ulai. menghilangkan produk-produk Malaysia yang
berada di pusat pemerintah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa Kebijakan yang lakukan belum optimal dan
sempurna. Hal tersebut disebabkan adanya pemisahan otoritas khusus yang mengelola
perbatasan yang sebeluninya befupa™ Badan @Nasional™Pefigelola ™ Perbatasan  Kab.
Nunukan menjadi"Kasubag Batas Négara Dan Ketjasama. Pemisahan tersebut berimbas
kepada beberapa program yangitidak dapay/dijalankan\dengan leluasa dan terbuka. Di
satu sisi, antara pulau Sebatik yang menjadi pusat dalam permasalahan perbatasan, dan

pusat pemerintahan yangunengelolah perbatasan=tersebut| teipisah oleh lautan. Jauhnya

Jjarak antara pusat permasalahan dengan pengambil kebijakan juga berdampak kepada

lamanya kebijakan yang akan dilakukan demi percepatan perekonomian masyarakat
perbatasan. Apalagi ditambah dengan jumlah aparatur yang berada di perbatasan masih

terbilang minim.
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B. Saran-Saran

Dari hasil pengamatan, analisis dan pemaparan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat

peneliti sarankan, diantaranya :

1y

2)

3

Pengelolaan perbatasan harus benar serius menyentuh aspek ekonomi. Pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus serius melihat aspek ekonomi sabagai
salah satu aspek terpenting dalam permasalahan perbatasan. Karena sejauh ini pemerintah
terkesan fokus kepada persoalan batas negara dan kedaulatan Negara, tapi tidak terlalu
memperhatikan permasalahan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Dalam Hal perbaikan permasalahan yang lebih cepat dan serius, hendaknya pemerintah
menambah aparatur pemerintah yang bertugas di daerah perbatasan sehingga dapat
membantu pemerintah pusat dengan lebih cepat membantu perekonomian masyarakat
perbatasan.

Hendaknya pemerintah kembali [menjadikan lembaga khusus yang mengelola perbatasan
menjadi Badan khusus, tidak hanya menjadidbagian; Dalam hal ini kembali menjadikan
Bagian batas Negara Dan Kerjasama menjadi Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP),
agar pengelolahan perbatasan terfokus ‘pada satupjlembaga saja, menjadikan program-

program bisa lebih cepat dirasakansleh Penduduk Perbatasan.
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MPIRAN IIT : Wawancara Pemerintah Kgggmg;gn—l

Interview Guidance Mengenai Perekonomian Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia
Petunjuk Wawancara :

1. Ucapan terimakasih kepada Informan atas kesediannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau Saran
yang berkaitan tentang topik wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memilik{ waktu yang terbatas.
Dara Umum :

Narasumber :

Nama Informan :
Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

Pekerjaan Apa Saja yang digeluti Masyarakat perbatasan aji kuning ?

Dimana dijual hasil perkebunan, petdaganganyang dilakukan ?

Apa masalah yang sering di hadapi masyarakat aji kuning ?

Apakah benar masyarakat perbatasamtermaguk masyatakat yang tertinggal dari segala faktor ?

Apakah benar peredaran barang malaysia sangat dominan di pulau sebatik ?

Apa yang menjadi tolak ukur sehingga JKebutuhan inasyarakat Pulau Sebatik harus bergantung

pada negara tetangga ? adakah faktor transportasi dan harga menjadi salah satu alasannya ?

7. Bagaimana dengan transaksi masyarakat di_pulau_sebatik ini ? apakah benar masyarakat
perbatasan menggunakan 2,mata\uang yaitu rupiah, dan ringgit 2

8. Bagaimana peran pemerintah? adakah program atau kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat
perbatasan ?

9. Bagaimana pengelolaan perbatasafi'sejauheini? Khususnya dalam pengelolaan ekonomi ?

SN BN =

‘VIPIRAN 1V : Wawancara BPPD

Interview Guidance Mengenai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengenai

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia

Petunjuk Wawancara :

I, Ucapan terimakasih kepada Informan atas kesediannya diwawancarai.
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan, atau Saran
yang berkaitan tentang topik wawancara.
4. Catat seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang terbatas.
Dara Umum :



Narasumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)
Nama Informan :

Umur :

Jabatan Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

Sejak Kapan lembaga BPPD didirikan?

Program Apa Saja Yang Di lakukan Oleh BPPD dalam Mengelola Perbatasan?
Strategi Apa Saja yang di gunakan untuk mengelola daerah perbatasan?
Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program BPPD ?
Bagaimana kebijakan/ Kinerja BPPD sejauh ini ?

Faktor apa saja yang perlu di evaluasi dari program BPPD sejauh ini ?

S o e

—
| LAMPIRAN V : Wawancara Masyarakat/Berbatasan

Interview Guidnice Mengenai/Perckonomian Masyarakat

Petunjuk Wawancara :

1. Ucapan terimakasih kepada|lnforman atas kesediannya diwawancarai.

2. Perkenalkan diri dan jelaskaniopikewawancara serta tujuan wawancara yang dilakukan.

3. Jelaskan bahwa informan bebas-menyampaikairpendapat, pengalaman, harapan, atau Saran
yang berkaitan tentang topik wawancara.
Catat seluruh pembicaraan

5. Mintalah waktu lain jikatinforman hanya mémiliki Waktu gang terbatas.

Dara Umum :

Narasumber : Masyarakat Perbatasan
Nama Informan :

Umur :

Jabatan Pekerjaan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan Wawancara

Apakah peredaran barang dikuasai produk Malaysia?

Faktor apa yang menjadi penyebab peredaran barang Malaysia di sebatik ?
Apa Benar pulau Sebatik sangat bergantung dengan Malaysia?

Kemana Hasil Pertanian di Jual?

Bagaimana penggunaan Mata Uang Ringgit Di Sebatik ini?

Bagaimana Perhatian pemerintah sejauh ini ?

Sk



LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Pemerintahan Camat Sebatik Tengah

Nama

Jabatan

: Aries Nur S.STP.

: Sekertaris Camat (Sekmat)

Waktu Wawancara : Kamis, 6 Juli 2017.

Tempat Wawancara  : Kantor Kecamatan Sebatik Tengah, Jin Kecamatan.

Fahmi

Pekerjaan apa saja yang digeluti masyarakat perbatasan sebatik Malaysia?

Sekcam

Sejauh ini mayoritas masyarakat pulau sebatik berprofesi sebagai petani,
dengan mengoptimalkan keluasan perkebunan yang dimiliki. Karena
memang pulau sebatik masih memiliki tanah yang cukup luas, sehingga
dimanfaatkan untuk befcocok“tanam/A\Namun, selain petani ada masyarakat
yang berprofesi sebagdi TKI yangjbekerja’di Malaysia, kemudian sebagian

kecil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Fahmi

Dimana dijual hasil-hasil perkebunanmasyarakat sebatik ?

Sekcam

Hasil-hasil perkebunali_ sebagian | besar (di| jual ke Malasysia, karena
memang jarak tempuh késana_meniang cukup dekat sekita 15 menit, jadi
dari segi biaya maka akan-febilmurah /kétimbang menjualnya ke Tarakan
atau nunukan yang lebih jauh. Akan tetapi, kami sudah mulai
menggalakkan agar semuawhasil=incniah jvang, pulau sebatik hasilkan
dikelolaterlebih | dahtilu, sebelum Skeémudian "kita™jual“dipasaran, baik
pasaran lokal maupungpasaran intgrnational. /Hal ini sudah kita lakukan,
dimana kita membuat “pengelolaan olahian pisang, yang menjadi produk
unggul kami, lyang kemudiamolahai [ifi"Kitdprohosikan Ke Malaysia dan
wilayah lain di Indofiésia. Kemarin 'keCathatan ini sempat di undang pada

acara pameran-pameran.

Fahmni

Apa masalah yang sering di hadapi Masyarakat sebatik tengah?

Sekcam

Sebenarnya masalah yang dihadapi sangat beragam ya, mulai dari
keamanan, perhatian pemerintah yang kurang, sehingga mengakibatkan
kepada lambatnya pertumbuhan ckonomi masyarakat. Akan tetapi,
permasalahan sebenarnya terletak pada pelayanan masyarakat. Dimana
kami merasa sulit sekali karena terpisah dengan induk pemerintahan yaitu
di Nunukan. Sebagaimana yang diketahui bahwa nunukan dan sebatik
berbeda pulau. Sehingga menyebabkan lambatnya pelayanan masyarakat.

Proses yang panjang dan berbelit-belit ketika ada permasalahan dan
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masukan. Dan hal ini berdampak kesegala hal, misalnya kemiskinan,

kesejahteraan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Fahmi

Apakah benar masyarakat perbatasan termasuk masyarakat yang tertinggal
°

Sekcam

Tergantung perspektif kita melihat perbatasan tersebut, kalau pulau sebatik
ini dibandingkan dengan perbatasan-perbatasan di daerah lain, maka bisa
dikatakan pulau sebatik ini tidak tertinggal jauh, dan bahkan perhatian
pemerintah juga besar apabila dibandingkan dengan batas negara lain,
seperti papua dengan papua nugini. Akan tetapi, ketika pulau scbatik ini
dibandingkan dengan tawau Malaysia, maka disitu dilihat sangat jauh
sekali perbedaannya. Dimana dari segi infrastruktur jauh tertinggal, apalagi

kegiatan ekonomi juga/merdkallebih'unggul\dibandingkan kita.

Fahmi

Apakah benar peredarangbarang Malaysia'sangat dominan di pulau
Sebatik?

Sekcam

Berkenaan peredaran| Komoditi, ‘untuk sebagian komoditi tertentu harus
diakui bahwa Malaysiacatau barang-barang Malaysia sangat mendominasi.
seperti gula dan gas LPG. Akan tetapi semenjak kami berkantor disini pada
tahun 2011 terbentuk pémeKaran kécamatian sebatik tengah, maka kami
mulai berbenah dengan mencoba meminimalisir barang-barang Malaysia
yang beredar di sebatik ini..Sebagai centoh, kami di kanter, kecamatan ini
sudahunembiasakan‘bahwassegala batang-barang kafitordtustidak ada yang
berasal dari Malaysiag"semua murmi produk dalam negeri, bahkan produk
lokal. Hal ini lah" yang "Kamii“ususlkan“kepada bupati Nunukan agar
menjadikan 'hal [tersebut”sebagai [peratiuan "dderahy, karena kami masih
merasakan  dikantor-kantor pemerintahan lain "barang-barang Malaysia

masih bnyak yang beredar.

Fahmi

Apa yang menjadi Alasan masyarakat sebatik sangat tergantung dengan

Malaysia?

Sckcam

Sebenarnya harus diakui bahwa alasan sebenarnya adalah mahalnya
barang-barang negara sendiri, terutama barang-barang kebutuhan pokok.
Apabila dibandingkan barang pokok dalam negeri sedikit lebih mahal,
apabila dibandingkan dengan barang pokok dari tawau Malaysia. Hal
tersebut disebabkan akan jauhnya jarak yang ditempuh barang untuk
sampai di scbatik ini. Akan tetapi, sekarang sudah tidak menjadi alasan

lagi, karena tol laut sudah mulai beroperasi, tol laut yang merupakan
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program unggulan Jokowi sudah mulai beroperasi, dan pulau sebatik
menjadi salah satu titiknya. Sehingga hal tersebut dapat membantu

meminimalisir ketergantungan tersebut.

Fahmi

Bagaimana transaksi ekonomi masyarakat di pulau sebatik ?

Sekcam

Kalau pada tahun 80an, memang ringgit sangat mendominasi transaksi
dipulau scbatik. Akan tetapi untuk sekarang sudah tidak menjadi alasan lagi
untuk menggunakan ringgit. Kami sudah lakukan berbagai macam
persuasive untuk ini, seperti segala produk yang masuk harus dicantumkan
harga rupiahnya, sehingga masyarakat tau berapa harga rupiah dan

membelinya menggunakan rupiah.

Fahmi

Bagaimana pengelolaan perbatasan scjauh ini?

Sekcam

Pengelolaan perbatasan sejauh ini sudah cukup bagus, namun tetap masih
banyak yang harus di perbaiki, salah satunya kordinasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerali ‘bérkaitan pernasalahan ini. Pernah tetjadi
pemerintah  pusat  mengirimkan’ ‘mcsin “mtuk  dikelola, akan tetapi
pemerintah pusat tidakVimelakukan _surved [terlebih dahulu, apa yang
dibutuhkan, bagaimana Kehdisilapangan. Hal ini lah yang harus diperbaiki.
Disisi lain, minimnya aparatur pemerintah yang mengelola perbatasan juga
menjadi salah satu kendala_yang“harus “ditemukan solusinya sesegera

mungkin.

Wawancara dengan Pémerintalian Kabupaten NuiuKkai

Nama

Jabatan

T Okfriyanto Pieter, K.SE,M.AP.

: Kasubag Bagian Batas Negara dan Kerjasama.

Waktu Wawancara : Kamis, 7 Juli 2017.

Tempat Wawancara  : Kantog Bupati NunukamProvinsi Kalimantan Utara.

Fahini

Bagaimana Pengelolaan Perbatasan Sejauh ini ?

Kasubag

Pengelolaan perbatasan sejauh ini baik, mulai dari perhatian yang
diberikan pemeritnah pusat, baru-baru ini kedatangan pejabat pusat, dan
nanti direncanakan agustus nanti Jokowi akan datang untuk meresmikan
jembatan sebatik. Ya, Cuma terkadang ada banyak perubahan-perubahan
dadakan yang terjadi sehingga menyebabkan banyak hal yang terkendala.

Fahmi

Program apa saja yang di lakukan BPPD dalam mengelola Perbatasan ?

Kasubag

Sebelum menjadi bagian, waktu menjadi badan kami memiliki banyak
program kerja yang bagus untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan.
Akan tetapi karena berhubung kami sudah menjadi bagian kecil sehingga
program kami pun mengecil.
Setidaknya ada 3 program yang kami lakukan :
[} Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan, Program ini hanya
bersifat kordinasi saja, tanpa bisa menyentuh program fisik, hal ini
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berkaitan terbatasnya gerak BNPP karena hanya menjadi sebagai
bagian.

2) Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kawasan Perbatasan.
Program ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada
masyarakat perbatasan agar dapat berdikari dan berjiwa mandiri.
Adapun program yang pernah dilakukan berkaitan dengan
pelatihan yaitu pelatihan pengelolaan kelapa menggunakan mesin.

3) Fasilitasi dan Kerjasama Investaris Patok Batas Negara. Salah satu
tugas dari BPPD ini adalah menfasilitasi pemerintah pusat yang
datang dair Jakarta untuk melihat situasi yang ada di kawasan
Perbatasan. Sehingga BPPD yang kemudian bertugas sebagai
protokoler daerah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan
pemerintah sclama di perbatasan.

Fahmi . | Kendala Apa yang dihadapi BPPD?
Kasubag | : | Ketika lembaga ini berubah menjadi bagian, maka banyak kendala yang
kami hadapi, seperti dalam program. Kami tidak bisa melakukan program
yang berhubungan fisik, seperti-pembangunan, dan pengadaan. Sehingga
kita hanya scbagai kordinasi |-dan/fasilisaton, Kita hanya sebagai
perencanaan aja, tetapi untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh
departemen PU atau lain |scbagainya, Berbeda jwaktu dulu kita masih
menjadi badan, kita mulai /dari perencanaan, dan| penjalanan programnya
kita semua yang jalankan.

Fahmi : | Sejak Kapan BPPD menjadi bagian?

Kasubag | : | Kita berubah menjadi bagian- sejak {tahun 2016. |Awal januari 2016 kita

sudah menjadi bagian semuanya.

Fahmi - | Bagaimana Peran Bagian kerjasama ini tethadap-ekonomi?

Kasubag | : | Sebenarnya Sekarang kita' terbentur -pada -ingsalah anggaran, terlihat

program Jokowi mengarah kepada pembangunan besar-besaran, mulai dari

pembangunan tol, kereta, jalan, dan lain scbagainya. Sehingga dana yang
sampai untuk pengelolaan perbatasanyasterbatassbahkan defisit=Ban untuk
saat ini kebanyakam\duduk/manis dikafitor saja; karena gakibisa kerja apa-
apa, sampai anggaran kita bisa normal kembali. Sebenarnya imbasnya

besar, seperti gaji honorer{bahKan bisa dirumahkan dulu. Oleh karena i,

berdasarkan ini, sejauh infekami-bergerak. untuk ekonomi belum terlalu

terlihat, karena terbatasnya anggara itu tadi.

Wawancara Dengan Masyarakat Perbatasan

Responden

Arifai Karyawan
H. Syamsuddin Pengusaha
: HJ. Maupe Tokoh Masyarakat
Ed M. Daud Petani
S H. Agus Pedagang
Pertanvaan

1. Apakah peredaran barang dikuasai produk Malaysia?
% Hj. Maupe : iya. Semuanya orang sebatik tuh rata-rata pakai barang Malaysia. Lihat saja di
dapurnya itu rata-rata ada gas dri Malaysia, juga gula Malaysia. Banyaklah barang Malaysia
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sudah dipakai lama. Bahkan, karni kayaknya lebih paham produk-produk Malaysia dari pada
produk Indonesia sendin. terutama sembako dan gasnya.

» Daud : Iya, produk Malaysia banyak beredar di sini.

Faktor apa yang menjadi penyebab peredaran barang Malaysia di sebatik?

> Arifai : ya, mungkin karena murah. Biasanya disini barang-barang Indonesia itu lebih mahal
dibandingkan dengan barang dari Malaysia.

» Hj. Maupe : karena jarak tawau Malaysia lebih dekat. Jadi barang-barang Malaysia lebih
banyak disini. Kemudian ini sudah lama masuknya, waktu masih susah dan belum ada
perhatian sama sekali dari pemerintah.

. Apakah uang ringgit masih beredar di pulau Sebatik ?

» Arifai : Ringgit di pulau sebatik ini masih berlaku sampai sekarang di seluruh pulau sebatik.
Terserah kita mau kewarung mana, kasih duit ringgit, pasti diterimanya. Bahkan dimana-
dimana masih banyak orang bayarnya pakai ringgit. Tapi sckarang sudah mulai ketat, sudah
banyak larangan-larangan dipakai.

. Apakah Benar Pulau Sebatik ini sangat bergantung dengan Malaysia?

» Arifai : Scbatik dan Tawau (Malaysia) itu>tidak/bisa dipisahkan, itu sudah terjadi dari
berupuluh-puluh tahun lamanya, schinga semuanya berasal dari tawau Malaysia. Orang-
orang sebatik dengan tawau sudah saling membutuhkan satu-sama lainnya. Orang sebatik
butuh duit sehingga banya menjual hasil pertanian kesana. [Dan orang tawau butuh barang
untuk dikelola lagi.

» Hj. Maupe : kalau tidak ada Malaysia, bisa-bisa mat perekonomian di Pulau Sebauik im.
Kamna rata-rata masyarakat menjual perkebunannya ke Malaysia, karena biaya transportast
lebih murah. Jadi untung bisa lebih-banyak, Kalan-kita jual ke taraken biaya angkut
kesananya mahal. Bukan untung malalrbisa jadirugi kita nanti.

» Agus : Saya im pedagang, saya sangat bergantung dengan tawau. Karena hasil pisang saya
semuanya saya kirim ke Malaysia.

. Bagaiman Peran Pemerintah sejauh ini?

» H.Syamsuddin : Sayaini protesinya sebagai pengusaha yang sudah bertahun tahun, dimana
saya menjual dari Tawau MalaysialKenjudian dipasatkan/di Sebatik. Tidak ada peran
pemerintah, karena semua mahal “Fidak-—ada “dikasih/ murah. Jadi, bagaimana bisa
berkembang kita pengusaha ini.



Sekertaris'Camat Sebatik Tengah, Pulau Sebatik

Kasubag Bagian Batas Negara Dan Kerjasama Kabupaten Nunukan
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Pisang Sebatik 'yang/akan dijual ke Malaysia

Tokoh Masyarakat Sebatik
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